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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
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PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINS] SUMATERA BARAT
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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk tahun
anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat
dalam Laporan Kinerfa menjadi fanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan
secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, fidak terdapat kondisi atau halkhal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang. 22 Februar 2026

Inspekiur

ANDRIYULIKA, 5H, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya

NIF. 197210261997031003

Dokumen ini tetah ditandatangani secara elekironik menggunakan serifikal elektronik
yang diferbitkan oleh Balai Besar Seriifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSM).
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KATAPENGANTAR

Pujt syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-
Nva kepada kita semua sehingoa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemenntah (LAKIP)
Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provins: Sumatera Barat telah dapat diselesatkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerga Pemenntah merupakan laporan tzhunan vang
berisi pertanggungjawaban kinerja Organisast Perangkat Daerah dalam mencapat tujuan
atau sasaran strategisnva Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi Instansi Pemenintah vang Akuntabel, sehingga
dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisten, efektif, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf vang terkait langsung maupun tidak langsung
dalam penyusunan LAKTP 11 disampatkan terima kasih

Padang. Januan 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja vang memberikan
penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Sumatera
Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian
Laporan Akuntahilitas Kmerja Instansi Pemerintah (LAKTP) berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 temtang Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemermntajh, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrast Nomor 29 Tahun 2010 tentans Pedoman Penvusunan Penetapan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Sistem Alkuntabilitas Kinena Instansi Pemenntah di Lingkungan
Pemenntah Provinsi Sumatera Barat dan juga Surat Deputi Bidang Reformasi
Birckras:, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor:
B/3T/AA 01/2025 tentang Pembernitahuan Penyvampaian Laporan Kinerja 2025,

Setiap program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung
tawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masvarakat atau rakvat sebagai pemegang
kedaulatan tertingor negara sesuat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(TAP MPR. XI'1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999).

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangsunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Sumatera Barat
sebagaimana tertuang dalam RPIMD Provins: Sumatera Barat penode 2021-2026
dmoratkan dalam & (Delapan) sasaran strategis. Delapan sasaran strategis tersebut
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 ( Lima belas ) indikator kinerja pada
DP3APJKEB Provinst Sumatera Barat Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
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Kualitas yang mendapatkan
Pelzkzanam PUG APE
di Provinsi dan .
_ Perolehan s i :
KabupatenKota P APE Nindya Nindva 100 % | Szmgat Tinggi
untuk  Pemerintah
2. | Memngkamya Persentaze 12.30% 1338 % 125 | Sangat Tmggi
Pemberdayasn perempuan di
- EEE]_-Slﬂtlf_
imm 1500% | 2308% 153 | Sangat Tmesi
kehijakan
Persentase 3755 % 3785%* | 10080* | Sangat Tmgg
Smbaﬂg'an Fealhizan =
Peremipuan dalam tahun 2024,
Pendapatan Kerja Realisasi
tahun 2023
belum nlis
BPS
3. | Meningkainya Razio Perempuan
: Korban Kekerasan . S
m 100000  Pend s 15 15,98 9347 | Sangat Tinggi
Perempuan (usiz 18
tahun ke atas)
4. | Meningkamya Indeks Pemenuhan 60,42 63.37* 11349 | Sangat Timggi
Pemenuhan Hak Hak Anak Realisasi
Ansk tahun 2024,
st
tahun 2025
belum rili=
KemenPPPA
5. | Menmgkatnya Rasio Anak vang 100 466 10400 | Sangat Tingmi
it : HEPPE
Khmsus Anak mdunzan Kiusus
B per 100.000 anak
(usia kandungan — 13
Tahun)
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Uszha

Penduduk:

Layu Perfumbuhan

Angka  Kelahran
Total (Toral Fertility
RareTER)

Median zia Kawin
Pertams Persmpusn
{MUKF)

Amgla Eelahiran
Menumt  Kelompok
Umur 15 - 19 Talm
(Aze Specific Fertility
Rute’ ASFR)

2240

11,40

363

158

22,00

13.6.

386

15,40

98.21

80,70

104,09

100.63

Sangat Tingsi

Sangat Tinggi

M

A (B0.74)

102

Sangat Tinggi

ngtm Kepuazan
Terhadap Pelayanan
Organisasi

a1

o4

10330

Sengat Timggl

O Ringkasan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian
kinerja tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinenja dan
dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang
mendukung kebyjakan strategis Pemenntah Provins: Sumatera Barat.
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[ Pemanfaatan LAKIP

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutubkan:

- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode vang akan datang:

- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- Penyempurnaan berbaga kebijakan yang diperlukan
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BABI
PENDAHULUAN KINERJA

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Amnak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provi nsi Sumatera Barat. Dinas P3APYKE sebelumnya
adalah hnas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak vang
membidangt satu urusan vaitu umsan Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Per tanggal 21 Me1 2022 Dinas PPPA menjadi dinas
DP3APZKE dengan bertambahnva satu urusan vaitu urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, yang sebelumnya berada di Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provins: Sumatera Barat

Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kenja Perangkat Daerah Provins: Sumatera Barat di mana Dhnas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunvai tugas
membantu  Gubernur melaksanakan urusan pemernntahan  bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perhindungan Anak, serta bidang
Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana vang menjadi
kewenangan Daerah serta tugas pembantuan vyang ditugaskan kepada
Daerah

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
= =T v
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2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinst Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemernntahan bidang Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana vang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan
vang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menvelenggarakan tugas tersebut. Dinas Pemberdayvaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana mempunvai fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebyakan tekmiz  di bidang
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana vang menjadi
kewenangan daerah;

b. Penvelenggaraan  pelaksanaan  kebijakan tekmiz di  bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana vang menjadi
kewenangan daerah;

c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan.
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Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Provins: Sumatera Barat dengan uraian sebagai
berilout;
Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari:
1. 5Sub Bagian Keuangan
Bidang Kualitas Hidup Perempuan
d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
f Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
g.  Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memumpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penvusunan dan pelaksanaan kebiyakan daerah di  bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Uralan tugas

pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemenntahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi
kewenangan daerah serta tugas pembantuan vang ditugaskan
kepada daerah

b. Penyelenggaraan perumusan kebiajakan tekmis di  bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana vang menjadi
kewenangan daerah

c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebyakan teknis di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana vang menjadi
kewenangan dacrah.

d. Penvelenggaraan administrasi daerah.

(=

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan

Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyar tugas pokok melaksanakan penyviapan
perumusan  kebgjakan teknis, pembinaan. pengkoordinasikan

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelavanan administrsi dan

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan
keuvangan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan
dinas.

. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

kegiatan di lingkungan dinas.

. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dulungan administras

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kevangan,
kerumahtanggaan. asset. kerja sama, kehumasan_ kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan dinas.

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan dinas.

. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan svstem pengendalian intern

pemerintah dan pengelolaan informasi.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik'kekayaan Daerah dan
pelayanan pengadaan barangjasa di ingkungan dinas.

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
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h. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunvai tugas pokok

merencanakan melaksanakan dan mengkoordinasikan,

memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan vang meliputi

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi

Perempuan dan Kualitas Keluarga Untuk menyvelenggarakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup

Perempuan mempunvai fungsi -

a. Penviapan  bahan perumusan  kebijakan  pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

b. Penyviapan forum koordinasi penyvusunan kebiyjakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayvaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga

¢. Pelaksanaan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan kualitas keluarga.

d. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender dan
pemberdavaan perempuan di bhidang ekonomi, sosial, polink
hukum dan kualitas keluarga.

e. Pelaksanaan fasilitasi. sosialisasi dan distribusi pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga

f DPelaksanaan pendampingan, pelatthan, bimbingan teknis dan
supervise dalam peningkatan sumber dava manusia pelaksana

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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pengarusutamaan gender dan pemberdayvaan perempuan di bidang

ekonomi, sosial, polittk hukum dan kualitas keluarga.

g. Pelaksanaan  penviapan dan  penguatan  pelembagaan
pengarusutamaan gender serta pengembangan jejaring.

h Pelaksanaan pembinaan uwmuom di bidang kulaitas  hidup
perempuan dan pemberdavaan prempuan di kabupaten'kota.

i Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penvedia
layvanan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pemberdavaan
perempuan serta organisasi perempuan

j. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
lavanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraaan gender dan hak anak.

k. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdavaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga dan

L Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok menyviapkan

bahan dan melaksanakan mengkoordinasikan kebyakan tekms di

bidang Pemenuhan Hak Anak Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak
mempunyail fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuvhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi pengasuhan
keluarga dan lingkungan keschatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budava, penvajian data dan
informasi gender dan anak.

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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b.

Penviapan forum koordinasi pemenuhahn hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi. pengasuhan, kelaurga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya, penvajian data dan informasi
gender dan anak

. Penyiapan pengkajian kebijakan pmenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi. pengasuhan, kelaurga dan
lingkungan keschatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budava penvajian data dan informasi
gender dan anak

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebnjakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil. informaszi dan partisipasi,
pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan
seta pendidikan_ kreativitas dan kegiatan budava, penvajian data
dan informasi gender dan anak.

Penyvediaan pendampingan. fasilitasi. sosialisasi.  edukasi,
informasi, komunikas: dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak
anak terkart hak sipil informasi dan partisipasi, pengasuhan
keluvarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan seta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budayva, penvajan data dan
informas: gender dan anak.

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkant hak sipil informasi dan
partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan keschatan dan
kesejahteraan seta pendidikan. kreativitas dan kegiatan budaya.
penvajian data dan informasi gender dan anak.

Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data informasi
pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

lavanan pemingkatan kualitas hidup anak dan data informas:

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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t. Penviapan fasilitasi dan penguatan janngan kerja pada lembaga
pemernintah. non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi

J. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layvanan
pemenuhan hak anak pada lembaga pemenntah dan non
pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi
lavak anak

k. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluast dan pelaporan
penerapan kebiyjakan pemenuhan hak anak terkait hak sipal
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan hingkungan,
keschatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budava, penvajian data dan informasi gender dan anak,
kekerasan terhadap perempuan dan anak

L. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunvai tugas

pokok melaksanakan dan mengkoordmasikan tugas di bidang

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di  atas, Bidang Perlindungan Hak

Perempuan dan Anak mempunya fungst:

a. Penyiapan bahan penyusunan dan kajan kebyakan tekms di
bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak vang
meliputi pencegahan kerkerasan, perlindungan dan pemberdavaan
perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan
lembaga layanan perempuan dan anak.

b. Penyiapan forum korrdinasi di bidang penguatan lembaga layanan
perempuan dan anaknyang meliputi pencegahan kekerasan
terhadap permpuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lemabga
lavanan perempuan dan analk

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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C.

Penviapan advokasi koordinasi dan sinkromisasi penerapan
kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan
anak vang meliputi pencegahan kekerasan perlindungan dan
pemberdavaan perempuan korban kekerasan, perlindungan
khusus anak dan lembaga lavanan peremuan dan anak

Penyiapan pendampingan, fasilitas:. sosialisasi dan sinkronisasi di
bidang pengutan lermbaga layanan perempuan dan anak yang
meliput1 pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdavaan
perempuan korban kekersan. perlindungnan khusus anak dan
lembaga layanan terhadap perempuan dan anal.

. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise

penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga lavanan
perempuan dan anak wvang meliputi pencegahan kekerasan,
perlindungan dan pemberdavaan perempuan korban kekerasan
perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan
anak.

Penyiapan pengutan dan pengembangan lembaga penyedia
lavanan perlindungan perempuan dan anak, jejanng serta anak
yvang memerlukan perlindungan khusus.

. Penyiapan pemantauan. analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan di bidang pengutan lemabga layanan
perempuan adan anak yang meliputi pencegahan kekerasan,
perlindungan dan pemberdavaan perempuan korban kekerasan

perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan
anak dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh pimpinan.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunvai
tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Untuk

menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebyakan tekmis di bidang
pengendalian penduduk. keluarga berencana serta ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan
keluarga

c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkromisasi kebiyakan pemenntah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah
provinsi

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas: pendataan dan pemutakhiran
data keluarga

f Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB

g Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasvarakatan tingkat daerah provinsi di hidang
pengendalian penduduk, kelaurga berencana serta ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

h. Pelaksanaan pengembangan design program, pengelolaan dan
pelaksanaan advokasi, komunikasi. informasi dan edukas: (KIE)
pengendalian penduduk. keluarga berencana sesuai dengan
kaerifan local

i Pelaksanaan  pengelolaan  pelaksanaan  design  program
pembangunan keluarga melalm pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

j. Pelaksanaan pemantapan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta
ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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k. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan

. UPTD

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atan kegiatan teknis

penunjang Dinas di  bidang Perlindungan Perempuan dan

Perlindungan Khusus Anak Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD

Perlindungan Perempuan dan Anak mempunvai fungsi sebagai

berikut -

a. Pelaksanaan koordinas: perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan

b. Pelaksanaan pelavanan perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan

c. Pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan KabupatenKota

d. Pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar
EabupatenKota, Provinst maupun Lintas Provinsi dalam
penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan

h. Kelompok jabatan fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masmg-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Orgamizast Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provins: Sumatera Barat, yvaitu:

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI SUMATERA BARAT
EEPATA DINAS
|

SEERETARIAT

SUB BAGIAN

EEUANGAN

KUALITAS PEMENUHAN PERLINDUNGAN PENGEMDALIAN
HIDUP HAEK ANAK PEREMPUAN DAN PENDUDUE DAN
PEREMPUAN AMAE EE
KFELOMPOK JAEATAN
FUNGSIONAL
UFTD

Sumber : Pergub No.20 Tahun 2023
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Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)
Kepala UPTD PPA
Sub Bagian Tata
Usaha
Eelompok Jabatan ==
Fungsional
. Sekst Tindak
Seksi Pengaduan Lanjut

Sumber: Pergub Np. 90 Takun 2020

Sedangkan UUPTD PPA berdasarkan Pergub Nomor 90 Tahun

2020, dikategorikan hasil pemetaan fipe 4. UPTD PPA merupakan unsur
pelaksana tekms Dinas vang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan tekms penumjang tertentu. UPTD PPA dipimpin oleh
Kepala UPTD vang berada di bawah dan berfanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Adapun susunan UPTD PPA terdir: atas:
a. Kepala UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
. Seksi Pengaduan
d. Seksi Tindak Lanjut
. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD PPA mempunvai tugas melaksanakan kegiatan teknis

%]

m

operasional dan‘atau kegiatan tekmiz penumjang Dinas di bidang

. L2 q L
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Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menvelenggarakan lavanan

terkatt masalah kekerasan, diskniminasi, perlindungan khusus dan masalah

lainnva.

a. Kepala UPTD

Kepala UPTD selain menjalankan tugasnva juga melaksanakan

fungsi :
a. Pelaksanaan layanan pengaduan masvarakat terkait kekerasan

perempuan dan anak;

. Pelaksanaan layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan

dan anal:
Pelaksanaan lavanan pengelolaan kasus kekerasan perempuan dan
anak;

. Pelaksanaan layanan penampungan sementara korban kekerasan

perempuan dan anak;

. Pelaksanaan layanan pendampingan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak;
Pelaksanaan layanan pemulihan korban kekerasan perempuan dan
anak;

. Pelaksanaan layanan pemulangan korban kekerasan perempuan dan

anak;

h. Pelaksanaan lavanan pemenksaaan psikolog: bagi korban kekerasan

i-

perempuan dan anak;

Pelaksanaan layanan rujukan pada hngkup antar Kabupaten'Kota,
Provinst maupun Lintas Provins: dalam penanganan korban
kekerasan perempuan dan anak;

Pelaksanaan layanan pendampingan anak berhadapan hukum;

k. Pelaksanaan wurusan program, kevangan, ketatausahaan dan

kerumahtanggaan:

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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1. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan
dan anal;

m. Pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak

b. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunvat tugas pengelolaan
admimstrasi, ketatausahaan, perencanaan program/’kegiatan, keuangan,
perlengkapan, kepegawatan, organisasi, tatalaksana, kehumasan,
hukum, tugas umum lamnya hngkup UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi -
a. Melaksanakan pelavanan admainistrasi, peneglolaan surat menyurat,
urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
b. Melaksanakan pengelolaan adminstras: kepegawaian;
c. Melaksanakan pengelolaan adminstrasi keuangan dan pelaporan;
d. Melaksanakan penyususnan rencana kerja dan anggaran;
e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
f. Melaksanakan pengelolaan dan penvajian data dan informasi UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan.

¢. Seksi Pengaduan
Seks1 pengaduan mempunvai tugas membantu Kepala UPTD
dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan
penerimaan dan klarifikasi pengaduan kasus kekeraasan perempuan dan
anak, penjangkauvan kasus, pengelolaan kasus dan pengelolaan layanan
sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak Uraian tugas
Seksi Pengaduaan meliputi:
a. Melaksanakan tugas penerimaan pengaduan kasus perempuan dan
anak;
e
-
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b. Melaksanakan tugas penjangkauan kasus perempuan dan anak;

c. Melaksanakan pengelolaan kasus perempuan dan anak;

d. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak:

e. Melaksanakan tugas identifikassi dan klarifikasi kasus perempuan
dan anak:

f. Melaksanakan pengelolaan tethadap sistem pengaduan perlindungan
perempuan dan anak;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaduan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

h Melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Tindak Lanjut

Seks1 Tindak Lanjut mempunyat tugas membantu Kepala UPTD
dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan
mediasi, melakukan pendampingan psikelogi, pendampingan hukum_
proses diversi, restitusi, konseling, psikososial, remnfegrasi sosial,
pendampingan proses peradilan, pendampingan keschatan, bantuan
hukum lamnnva, melakukan pendampingan korban dalam wupava
pemulihan serta pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak.

Uraian tugas Seksi Tindak Lanjut, meliputi -

a. Melaksanakan pelavanan pendampingan keschatan, rehabilitas:
sosial dan bantuan hulkum terhadap korban kekerasan perempuan
dan anak serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);

b. Melaksanakan pengelolaan terhadap rumah perlindungan perempuan
dan anak:

c. Melaksanakan mediasi kasus dan pendampingan psikologi;

d. Melaksanakan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak

serta proses peradilan;
- -
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e. Melaksanakan konseling dan terapi. psikologi. serta pemulihan

korban dan reintegrasi sosial;

f Melaksanakan lavanan psikososial dan mental spirttual bagi korban
kekerasan perempuan dan anak;

g. Melaksanakan pemulanagan dan reintegraasi sosial terhadap korban
kekerasan perempuan dan anak;

h Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

1 Melaksanakan pengumpulan dan tindak lamjut kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunval tugas melaksanakan
kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing Kelompok
Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional
ditentukan berdasarkan =ifat, jenis dan beban kerja Pembinaan terhadap
tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka
program dan kegiatan DP3AP2KE Provins: Sumatera Barat dilaksanakan
oleh 46 orang PNS dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak
perorangan’ Qutsourching 20 orang dengan total pegawai sebanyak 68

orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut:
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Struktur Pegawai DPIAP2KB Provinsi Sumatera Barat

Pepavias Sekretariat Bid. KHF Bid. PHA Bid. PHPA

No :

IVid
IVic
IVib
IVia
Jumlah
ord
Ol‘e
Ol'b
Iia
Jumlah
Iid

Iic

II'b

Iia
Jumlah
I'd

Lic

't

I'a
Jumlah
ASN
PIT

e i e i lad bd da Lid pd

i L3 B

Kontrak

Tabel 1.1

Berdasarkan Kepangkatannva Tahun 2025

bk ]

Lid e L BED

Perorangan/ 20
Ourtsorching

Jumlah Pegawai 17 1] 1.

Sumber Data : Sekretariat DP34P2KER Tahun 2013

([ R N |

—
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B ey
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B P =

Bid. UPTD
PPKE PPA

- L R = R B |

20

68

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DP3APZKB
Provins: Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 benkut :

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan Pegawai DP3AP2KB
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kategori
No. | Tingkat Pendidikan PNS | NonPNS |
P I P
SD : : 5
SLTP ] ] ]
SLTA | 1 15 4

a -

-
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Kategori
No. | Tingkat Pendidikan PNS Non PNS
L P L P
4 DI = 5 & =
5 DI _ _ - =
6 D-III N 3 _
T DIV = = =
8 81 3 17 - -
o 52 3 13 =
10 53 1 i i
Jumlah 11 s | 18 4

Saat i1 DP3AP2KB Provinst Sumatera Barat memiliki pegawai
sebanvak 68 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA
sampai dengan S3. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah
pegawai 1deal vang dibutuhkan pada tahun 2023 adalah 33 orang dengan
komposis1 82, 51, D3, dan SLTA masing-masing / orang. 29 orang. 13

Sumber Data : Sekretarial DP3AFPIER T a.h:m 2025

orang dan 2 orang seperti tabel di bawah 1mi:

Tabel 1.3

Kebutuhan Tambahan Pegawai
DP3AP2KE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pendidikan

£ 520 &

D3

SLTA

Keterangan Kebutuhan

Sekretariat 3

4

2

2 orang Lulusan SMA sebagai Penata
Layanan Operasional

2 orang D3 sebaga Pengadministrasi
Perkantoran

2 orang D3 sebagai Pengolah Data dan
Informas:

1 orang Sarjana sebagai Penelaah
Teknis Kebgjakan

2 orang Sarjana sebagai Fungsional
Perencana Ahli Pertama dan Fungsional
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

1 orang Magister sebagai Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahl
Muda

-—q
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7 orang Sarjana sebagai Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahl
Pertama. dan Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

3 | Bidang 2 6 2 2 orang Magister sebagai Fungsional
PHA Analis Kebyjakan Ahli Muda, dan
Fungsional Penggerak Swadava
Masvarakat Ahl Muoda

6 orang Sarjana sebagai Fungsional
Analis Kebijakan Ahli Pertama,
Fungsional Penggerak Swadaya
Masvarakat Ahli Pertama, dan Penata
Kelola pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

2 orang D3 sebagai Pengolah Data dan
Informas:

4 | Bidang X 4 1 3 orang Magister sebagai Fungsional
PHPA Analis Kebijakan Ahli Muda, dan
Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

4 orang Sarjana sebagai Fungsional
Analiz Kebijakan Ahli Pertama,
Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Pertama_ dan Penata
Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

1 orang D3 sehaga Pengadministras:
Perkantoran

Bidang 5 4 5 prang Sarjana sebagai Fungsional
PPEB Penata KKB Ahli Pertama dan Penelaah
teknis Kebyjakan

3 orang D3 sebaga Pengadministrast
Perkantoran

lorang D3 sebagat Pengolah data dan
Informast

6 | UPTD 1 4 4 1 orang Magister sebaga Prikolog
PPA Klinis Ahli Muda

1 orang Sarjana sebaga Paikolog Klmnis
Ahli Pertama

LN

3 orang Sarjana sebagai Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

2 orang D3 sebaga Pekerja Sosial
Pelaksana dan Pekena Sosial Pemula

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025

-

a -




DP3AP2RKB PROVINSTISUMATERA BARAT _

______.-—#__

1 orang D3 sebagai Pengadmimstrasi |
Perkantoran |
1 orang D3 sebaga Pengolah Data dan |
Informasi |
" Sumber Daia - Sekretariat DP3APIEB Tahun 2025

Upayva vang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
pegawair 1 adalah dengan melakukan rekruitmen pegawair vang
berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk
meningkatkan kapasitasnya.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan Misi 2 yaitu
“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan
falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dan Misi 7
vatiu “Mewujudkan rata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
bersih, akuntabel serta berkualitas.”

Darn Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana vang
telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun
waktu 3 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provins
dan KabupatenKota

2. Menmingkatnya Pemberdavaan Perempuan
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan
4 Memngkatnya Pemenuhan Hak Anak

5. Menmingkatnya Perlindungan Khusus Anak

6. Memngkatnya usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk




DP3AP2RKB PROVINSTISUMATERA BARAT —

7. Memngkatnya Akuntabilits Kinerja Orgamisas:

8. Meningkatnva Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

1.3 PERMASATLAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG
DIHADAPI ORGANISASI

Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
dalam upava pengembangan pelayanan Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1. Keberdavaan ekonomu perempuan melipuni wawasan pengetahuan
kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan
mengembangkan usaha

2. Belum optimalnyva Ketahanan Keluarga untuk mevwujudkan tatanan

sosial vang berbasis adat dan budava

Masih tingginva Angka Perceraian di Sumatera Barat.

Belum optimalnyva perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Belum optimalnya pemenuhan hak- hak analk

Masih rendahnva pengetahuan masvarakat tentang kependudukan

Belum optimalnya pencapatan indikator kinegja KB

Masih terdapat beberapa kabupaten’kota di Sumatera Barat dengan Laju

Pertumbuhan Penduduk tingoi dikarenakan tumbuhnva pusat

perckonomian baru berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK

pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil Pendataan

B - B

Keluarga
9  Tingginva disparitas angka prevalens: kontrasepsi (CPR) dan unmet

need antar wilayah.
- -
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10.

11

12.

13.

14.

Tingginyva Peserta KB vang putus pakair (Drop Out) disertar masih
rendahnyva kesertaan KB MKJP dan KB Pria.

Belum optimalnva pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak.

Kurangnya pemahaman remaja dan kelvarga tentang perencanaan/

penyiapan kehidupan berkeluarga.

Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnyva
kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan
jangka panjang lansia.

Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan
informasi dan konseling ketahanan keluarga

- m '_-[‘P"ﬂ“ Kinegja Instansi Pemerint=h (LKGIP) 2025
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN
VISI dan MISI

Vist Kepala Daerah vaitu “Terwujudnyva Sumatera Barat
Madani vang Ungegul dan Berkelanjutan™, dengan 7 Mis1. Dan tujuh misi
Gubernur dan Wakil Gubernur, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perhindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mempengammhi
Misi 2 vaitu “Memingkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan
berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Svara’ Basandi Kitabullah™
darn Misi 7 vattu “Mewwudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.”

TUJUAN

1. Memngkatnya ketahanan dan kesejahteraan kelvarga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak

2. Memngkatnya tata kelola pemenntahan dan pelavanan publik vang
bersih, akuntabel

Berdasarkan visi, misi kepala daerah, telah diromuskan tujuan
dan sasaran OPD vang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2021-

2026.
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Tabel 2.1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
NO. | MISIEEFATLA DAFRAH TUJUAN OPD SASARAN OPD
T, Meningkatkan tata Meningkatnya ketahanan | 1. Meningkatnya kpalitas
kehidupan sosial dan kesejahteraan pelaksanaan PUG di
kemasvarakatan keluarpa,  pemberdayasn Provinsidan
berdazarkan falzafah perempuan dan KabupatenKota
Adaik Bazandi Syara’, petlindungan analk F Msdingkataya
Syary’ Hasand! Indikator Kinerja - Pemberdayaan
Kitabullah —— Berdinpoan
: gza (Indeks
Pembangunankeluarga) 3 Meningkataya
2.IPG (Indeks ;
Pembangunan Gender) Perlindungan
3.IDG (Indeks Perempuan
Pemberdayaan Gender)
4 Meningkatnya
4%&& Anak) Pemenuhan Hak Anak
5. Meningkatnya
Perlindungan Khusus
Anak.
6. Meningkatnyallsaha
Pengendalian Lajn
Pertumbuhan
Penduduk
2 Meningkatriya Organizasi | 1.Nilai Akuntabilitas | 1.Meningkatnva
vang Almntabel dan Kinerja Aluntabilitazs Kinerja
Melayani 2. Tingkat Kepuasan Organisasi
terhadap Pelayanan | 2.Meningkatnya Kualitas
Organisasi Pelavanan Organizasi

Meningkatnya ketahanan dan  kesejahteraan keluarga,

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak merupakan aspek
social wvang berkelanjutan Ketahanan

penting dalam pembangunan

Laporan Kinega Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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keluarga vang kuat menciptakan lingkungan wang harmonis dan

mendukung tumbuh kembang anak secara optimal Pemberdavaan
perempuan. baik dalam aspek ekonomi Pendidikan maupun sosial
berkontribusi pada pemingkatan kesejahteraan keluarga dan penpgurangan
kesenjangan gender. Sementara 1tu, perlindungan anak memastikan bahwa
hak-hak mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi. Pemenntah daerah berperan strategis dalam upava ini melalui
kebyakan, program, dan lavanan vang mendukung, memberdayakan
perempuan serta melindungi anak.

Dalam hal 1m. pada tahun 2025 DP3AP2KEB berupava untuk
mencapai tujuan sehingga target indikator Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga). Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdavaan
Gender (IDG) dan Indek Perlindungan Anak (IPA) vang telah ditetapkan
dapat dicapai dengan baik melalui:

1. Pembinaan kepada kabupaten'kota dengan kategori Pratama (3
Kab/Kota), kategort Madya (7 Kab/Kota), dan 3 Kab/Kota yang belum
dapat PPE

2. Meningkatkan Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dan Driver
Kab/Kota dalam Rencana Aksi Daerah PUG (Randa PUG)

3. Advokasi Pengamistamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

4. Mendorong terlaksanannya Rakor Fanda PUG tentang Pelaporan
Implementasi Pelaksanaan PUG di daerah (Bo3, B06, B09, dan B12)

Ln

Mendorong terlaksananya Pelatthan PPRG dalam rangka Pemingkatan
Kapasitas SDM PPRG

6. Mendorong Penviapan Anggaran Responsif Gender (ARG)

i-f-_-

Laporan Kinegja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
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7. Penguatan Kapasitas SDM KPPI Sumatera Barat bagi calon Legislauf

8. Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik bagi pemula dan masyarakat

LHTIUITL

0  Pendampingan Kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)
dan Dharma Wanita (DWP) terkait pemberdayvaan perempuan

10. Mendorong terlaksanannya pertemuan Forum PUSPA  (Partizipasi
Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)TPLPP (Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam rangka
standardisasi Lembaga

11. Mendorong terlaksananya bimbingan teknis peningkatan ekonomi
terhadap perempuan rentan ekonomi di Kab/Kota

12_ Terlaksanannya workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang
pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan

13. Meningkatnva lavanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan
dengan melaksanakan fungs1 layanan® pengaduan masyvarakat,
penjangkavan korban. pengelolaan kasus, penampungan sementara
medias1 dan pendampingan korban

14 Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Data Gender dan Anak kepada
pengelola data Kab/Kota

15. Advokas: Sekolah Ramah Anak di tingkat SMA_ SMEK dan MAN untuk
memenuhi hak anak di bidang pendidikan

16. Mengadvokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam penanganan
ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
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17 Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan dalam

melindungt AMPK  melalmi Bimbingan Tekmis Simfom PPA,
Bimbingan Teknizs Manajemen Kasus dan Pelatihan Mediator

18 Pendampingan dan advokas: terkait lembaga PHA  agar
tersosialisasinva pemenuhan hak anak secara masif dan merata dengan
stakeholder terkait

19 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: Bimbigan Teknis
Ketahahan Keluarga, Bimbingan Teknis Parenting, Bimbingan Teknis
Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Bimbingan Teknis Bina Keluarga
Balita (BKB)

20. Melakukan penverasian terthadap kebijakan vang telah dikeluarkan oleh
pemerintah pusat agar program Bangga Kencana dapat dilaksanakan di
Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan lintas sector melalum
kegiatan reviu GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)

Provinsi Sumatera Barat

21. Melaksanakan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana melaln
mitra kerja

22 Seleksi dan Penetapan ASN Model

23. Promosi KIE Bangga Kencana melalui media cetak dan online

24 Mendorong terlaksananya sosialisasi terkait hak-hak anak melalui KIE
(komunikasi, Informasi dan Edukasi)

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta wrusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 dapat
dilihat pada tabel sebagai benkut:

?H—-
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Tabel 2.2

Tujuan Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelavanan Dinas Pemberdavaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provins: Sumatera Barat Tahun 2021-2026

INDIKATOR KONDISL
: INDIKATOR
TUJUAN TUJCAN SASARAN SASARAN AWAL 7821 2023 2024 025 206
021
1. MMenimskatmva ketahanan 1. Indaks
dam kesejahteraan keluarsa, “Pamhanguman : .
pamberdzvazn perampuzn kehiarez 5174 3930 61,38 B345 6334 67,62
dan perlindunzan anzk
2 Indeks
Pembanziman = -
Gender (IPG) 94,03 2411 9425 04 60 95,00 95,08
3 Indeks
Pamberdayaan 5003 5912 60,01 61,20 61,75 6242
Gender (TDG)
4. Indkes
Parhndunzan £3.75 63 85 6595 6605 66,15 66235
(WS
1 Memnskatnva 1. Fumlzh EabEota
koualitzs yane  mendapation 17 17 18 I§ 19 ]
pelaksanaan Pensharzaan APE
Pug:msutama:m 3 Porldaan
Gender di Penzharzaan APE
Provinzidan bl Praaris Utama Uitama Ttama Utzma Mantor hientor
Eabupaten Kotz
2 Maninglamya L Pmuﬂaz.ePﬂ'mqmm 5
T T Y & Loslatif 10,76 10,76 10,76 12,30 1230 12,30
Parempian 1. Persemtase Perempuzn
dalam Panzambil 1154 1154 152 132 1509 1509
kebijalan f
3. Parzemtzze  Sumbangs
i T N 7/ 3765 770 | A5 37,80 3765

3
N
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INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN TUJUAN SASARAN x AWAL 7821 2023 2024 s 206
SASARAN
21
b, NMenmekamya Fasio Perempuizn
Perlmiungan Korban  Kekerasan
perampuan par 100 000 pendudok
ek (s 18 7 15 15 14 13 12
tzhun keatas)
4. Manmgleatnyz .
Pemermhan Hak Indeks  Pamenuhan 6473 63323 6573 66,23 66,73 6723
Anzl Hak Anak
5. Menmelamea Rasio Armak vans
Perimdunzan memeriokan
per 100000 anak di 406 403 404 403 402 401
tinglat
Provnst {uaia
kandumzzm-18 Tahom )
6. MMenmglanys L Angla Eelzhiran
usaha Total (Total Ferriliy 173 270 XA7 264 251 258
lzn pertumbuhan |2 hfadian Uiz Kawin )
pendnduk Pertama Perempuan 2160 21.80 22,00 2200 2249 2260
JAngks Kalzhiran
Umur  13-19  Tahun 19,60 19,10 18,60 18,10 17,60 17,18
Cdge Specific Fernlin
Rae'ASFR)
4. Persentase Pemakaian
Alat Komtrazepsi Modreng 62,18 6238 £300 683,41 5392 6432
{ Modren Contraceptive
Prevelsnce Rats/mCFR. )
3. Parzenfase Kebutuhan
i Ber-KB vans tidak 13,00 1244 11,22 10,66 10,0 534
Mead )
T . 5 — —
Meninzkainya Ore 1 Mk Menmglams ; ;
vang aomizbel dan i Fhrmbihite Tilm evaliasn BB BB BE BE 5B A
Riner Drgamisasi
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TUJUAN | TUJUAN SASARAN m AWAL
' 2021
2. Tmgkat
o Tinghat kapuzzan
iy i twbadsp  pelayanam | 90
Organisasi
Chrzanizamn Orgamizasi
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22 ;E-RJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinst Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dan
ditandatangam oleh Kepala Dhnas bersama Gubernur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun
2025 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat yang diturunkan dalam Penjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar
untuk mengukur kinerja untuk tahun 2025,

Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janp kinerja vang akan
dicapat/divuyudkan selama tahun 2025, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur
Sumatera Barat dengan Kepala DP3AP2XKE sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

"W aporan Kineria Instansi Pemeriatah (LKGIP) 2025
- - e
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Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdavaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinzi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2025
SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2 I {3) 4
1 | Menmngkatnya Kualitas | a. Jumlah Kabupaten'Kota vang 16 Kab'Kota
Pelaksanaan PUG di mendapatkan Penghargaan APE
Provinsi dan b. Perolehan Penghargaan APE untuk Nindya
Kabupaten/Kota |  Pemenntah Provinsi
2 | Meningkatnya c. Persentase Perempuan di Legislatif 12.30%
Pemberdavaan d. Persentase perempuan pengambil
Perempuan kebyakan 15,00 %
e. Persentase Sumbangan Perempuan
dalam Pendapatan Kernja 37.55 %
3 Meningkatnva Rasio Perempuan korban Kekerasan I3
Perlindungan per 100.000 Penduduk Perempuan
Perempuan {usia 18 tahun ke atas)
4 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan Hak Anak 60.42
Pemenuhan Hak Anak
5 | Menmngkatnya Rasio Anak yang memerlukan 490
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus per 100.000 anak
Anak | (usta kandungan -18 tahun )
6 | Meningkatnya usaha a.  Angka Kelahiran Total (Toral 2,34
pengendalian laju Fertility Rate/TER)
pertumbuhan penduduk b. Median Usia Kawin Pertama 2240
Perempuan (MUKP)
c. Angka Kelahiran Menurut 114
Kelompok Umur 13-19 Tahun (
Age Specific Fertility Rate/ ASFR)
d. Persentase Pemakaian Alat
Kontrasepzi Modren (Modren 36,3
Contraceptive Prevelence
Rate/mCPR)
e Persentase Kebutuhan ber-KB
vang tidak terpenuhi (Unmeer 1535
Need)
7 | Meningkatnya | Nilai akuntabilitas kinerja OPD BB (79)
Akuntabilitas Knerja
Organisast
& | Meningkatnyva Kualitas | Tingkat Kepuasan tethadap Pelayanan 21
pelavanan Internal Internal Organisasi
Organisasi
L
-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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. Anggaran
No Program Anggmn wal Perubahan Keterangan
1. | Program Penunjang 12512 980.188 11.063.729.967 APBD
Urosan Pemenntahan
Daerah Provins:
2. | Program Pengarusutamaan 043.787.000 040.625.000 APBD
Gender dan Pemberdavaan
Perempuan
3. | Program Perlindungan 1.097.031.000 1.048.577.000 APBD
Perempuan DAK
4. | Program Peningkatan 46.275.000 606.326.000 APBD
| Kualites Eeluarga el e
5. | Program Pengelolaan 17.739.000 6.705.000 APBD
Sistem Data Gender dan
ek R
6. | Program Pemenuhan Hak 254.256.000 398.825.000 APED
Anak
7. | Program Perlindungan 2.566.626.000 2.3536.949 000 APED
Fhusus Anak DAE
8. | Program Pengendalian 17.920.000 14.840.000 APBD
Penduduk
9. | Program Pembinaan 09.670.000 51.616.000 APBD
Feluarga Berencana
10. | Program Pemberdavaan 1.337.396.000 1.172.224.000 APBD
dan Pemingkatan Keluarga DAF
Sejahtera
JUMLAH 15.894.000.188 17.840.416.967. ' APBD+DAK
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja im diperoleh dan hasil
pengukuran capaian kinerja vang dihttung dengan membandingkan antara realisasi
dengan target kinea vang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinena didasarkan
pada kriteria bertkut 11
v"  Jika realisasi tinggi vang menunjukkan kinerja vang baik, persentase capaian
kinerjanva dihitung dengan menggunakan rumus:

Realisasi/Target x 100%

v"  Jika realisasi tingg1 vang menunjukkan kinerja yang tidak baik. persentase
capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan romus:

({2 x Target)—Realisasi)/Target x 100%

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk -

1. Menilai keberhasilan’kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi
Perangkat Daerah

2. Menganalisis penvebab keberhasilan’kegagalan pencapaian kinenja yang ditetapkan

3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun vang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan
kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negen
Eepublik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan nincian sebagai berikut:

913 <100%
{Sangat Ting=i)
56% <75% O
iSedang) O
<50% ® 76% =50%
[Sangat (o (Tingg1)
Rendah) S1% <55%
(Rendah)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber dava, Pemerintah

Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

: .. (PAxCK)-RA
Tingkat Efisiensi = T x100%

Keterangan:
PA =Pagu Anggaran
CK = Capaian Kinerja (%)
FA =Realisasi Anggaran
Untuk mengetahui berapa milai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi
menjadi skala 0%-100%% dengan formula perhitungan berikut 1ni:

Nilai Efisiensi= 50% + tﬁ“‘gk"'t‘; sienst) « 50%

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dan -20%, nilai efisensinya adalah
0%, sedangkan jika lebth dan 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 15 (Lima belas)
Indikator Kinerja secara nnc  disajitkan dalam Tabel 3.1 benkut 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.1

: KINERJA
NGO INDIEATOR | rapeet ﬁ.ﬁ SASARAN INDIEATOR
TUTUAN TUJUAN TUIUAN STRATEGIS KINERIA TARGET | REALISASI :
: ' CAPAIAN
L | Meningkatnya | 1. Indeks
ketahanan dan | Pembangunnan
Lesejahteraan | Keluarsa 5. 68.1
keluarza,
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak 2. Indeks 05,25%
Pembangunan | 9500 Realizazi Tahun
Gender (IPG) 2024, Realizas
Tahun 2023 belum
rilis BPS
3. Indeks T0.47*
Pemberdayaan | 61.73 Realisasi Tahun
Gender (IDG) 2024, Realizasi
Tahun 2025 belum
| rilis BPS
4. Indeks T0.78%
Perlindungan 66,15 Realizazi Tahun
Anal (TPA) 2024, Fealizasi
Tahun 2025 belum
riliz BPS

e
7
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: KINERTJA
= INDIEATOR REAI.ISASI SASARAN INDIEATOR
e THRAN | et | NIMGITOR STRATEGIS KINERTA %
: : TUIUAN i i TARGET | REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Jumlah  KabKota 18 16 Kab/Kota 100
Knalitas vang mendapatian | KabEota
Pelakzanaan PUG Penghargaan PPE
di Provinsi dan
KabupatenKota Perolehan
Penghargaan  PPE Windva Nindva 100
vatuk Provinsi
Meningkatnya Persentase 12.30% 1538 % 125
pemberdayaan perempuan di
perempuan legislatif
Perzentaze
perempuan dalam 15,00% 23.08% 153
pengambil
kebijakan.
Perzentase 37.55% 37.85%* 100.80%
Spmbangan Bealizasi
Perempuan dalam tahun 2024,
Pendapatan Realizasi
Kerja tahun 2023
belom rilis
BPS
Meninglkatnya Razic  Perempuan
perlindungan korban  kekerazan
perempuan per 100.000 1% 1598 93,47
penduduk (pza 18
tahun ke ataz)
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: KINERJA
== INDIEATOR REAI.ISASI SASARAN INDIEATOR
e TN | Do | TNDIRRTOR STRATEGIS KINERJA %
TUIUAN j TARGET | REALISASI CAPAIAN
Meningkatnva - Indeks Pemenuhan 6042 68.57* 11340#
Pemenuhan Hal Hak Anak Realizas
Anak tahun 2024,
Fealizaszi
tahun 2025
belom rifiz
KemenPPPA
Menmmgkatnya - Rasio Anak yang 490 466 104,89
Perlindungan Anak memerlokan
Perlindungan Khusus
per 100.000 anak di
tingkat provinsi {vsia
kandungan—1 ETahuon)
Meninglkatnya - Angka Kelahiran 234 237 08,72
Uzaha Pengendalian Total (Total Fertility
Laju Pertumbuhan Rate/TFR)
Penduduk
Niedian Usia Kawin 2240 22,00 98.21
Pertama Perempuan
(MUKP)
Angka Kelahiran 114 JEE] 80,70
Menurut Kelompok
Umur 153-19 Tahun
(Age Specific
Fertility

o

|
ol
e i

+
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- KINERJA
o INDIKATOR | .y porr ﬁg SASARAN INDIKATOR
TUIUAN TUJUAN TUIUAN STRATEGIS KINERIA TARGET | REALISASI %
CAPAIAN
Ratio/ASFR)
- Perzentaze 56.3 586 104 09
Pemalkaian Alat
Kontrazepsi Modren
( Modren
Contraceptive
FPrevelence
Rate'mCPR )
- Perzentaze
Kebutuhan Ber KB 15,5 154 100,63
yang tidak
Need )
2. | Meningkatnya Meningkatnya - Nilai akuntabilitas | BB (79) A[80.79) 102
Orgzanisasi Alcuntabilitas kinerja
vang akuntabel Kinerja Organizazi
dan melavam
Meningkatnya - Tingkat Kepuasan o1 04 103.30
Kualitaz Pelayanan terhadap Pelayanan
Organizasi Orgamisasi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 105,22
el
Laporan Kinesja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025 K]
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum
pada Tabel 3.1, beritkut ini akan diuratkan evaluasi dan analisis
pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

331 Sasaran Strategis |

10% 2. Sasaran Strategis [
t@mﬁi Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah kebijakan
vang mengamanatkan semua kementerian, lembaga pemerintah, dan
pemerintah  daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender
(PUG) dalam seluruh perencanaan, penvusunan, pelaksanaan
pemantauan, dan evaluasi program pembangunan nasional PUG
bertujuan agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud dalam
semua aspek pembangunan nasional, dimana laki-laky dan perempuan
memiliki akses, manfaat, partisipasi dan kontrol dalam memperoleh
manfaat pembangunan Pelaksanaan PUG harus  duntegrasikan
kedalam semua kebijakan, program dan kegiatan batk tingkat pusat
dan daerah. Pedoman Pelaksanaan PUG di daerah sesuai dengan
Peraturan Mentern Dalam Negert Nomor 67 tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

Dalam RPMID telah menunjukkan perhatian pemenntah
terhadap permasalahan gender. keberpihakan bagi perempuan. anak
serta kaum disabiltas mengandung arti  bahwa Pemenntah
memperhatikan persamaan bagi mereka untuk akses. partispiasi
kontrol serta manfaat dan program-program pembangunan vang sudah

disusun. Untuk mencapat vist dan misi disusun berbagai strategi dan
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kebijakan pembangunan diantaranva adalah strategi pemngc&tan
kualitas hidup perempuan. Strategi tersebut di turunkan dalam
kebijakan pemingkatan pengarusutamaan gender dan pemberdavaan
perempuan anak (PUG dan PUHA)  Stratemi dan  kebyakan
pembangunan berbagai bidang-bidang vang lamn seperti kesehatan,
pendidikan dan ekonomi tersebut hamis didukung oleh peran serta dan
seluruh lapisan masvarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

Komitmen dar1 Pemerintah Provins: Sumatera Barat untuk
melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam pembangunan nasiomal, vang merupakan strategi untuk
mewwjudkan kesetaraan dan keadilan gender, hal 1 dibuktikan
dengan dilakukan evaluasi Pengarusutamaan Gender untuk tahun
2024 dan 20235,

Penganugerahan Parahita Ekaprayva (PPE) merupakan
penghargaan vang diberikan kepada kementerian/lembaga dan
pemerintah dasrah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan
peran para Pimpinan Kementerian/T.embaga dan Pemerintah Daerah
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan
strategi  Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan PPE imi
merupakan penghargaan yang atas pemlaian kepada Pemerintah
Kabupaten dan Kota vang telah berkomitmen dalam pencapaian dan
perwujudan kesetaraan pender, pemberdavaan perempuan dan
perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak Penganugerahan
Parahita Ekaprava merupakan penghargaan atas komitmen dan peran
para pimpinan daerah dalam upava wojudkan kesetaraan gender
Pengarusutamaan gender dapat dilithat dan Indeks Pemberdavaan
Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan
mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan. serta
Indeks Ketimpangan Gender.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Evaluasi PUG tahun 2024 dan 2025 ind menggunakan
sistem  penilaian terkait implementasi PUG vang terdin dan
pelembagaa PUG, penvelenggaraan PUG dalam proses pembangunan
dan Inovasi. Ada perbedaan yvang sangat siginifikan jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dimana salah satunya adanva implementasi
dart organisasit masvarakat tentang implementasi PUG vaitu berupa
Lembaga Lavanan Pemberdavaan Perempuan, dan selanjutnva
organisast tersebut dilakukan standansasi oleh puszat. Untuk hal im
LPLPP menjadi perhatian untuk dilakukan mendapatkan standarisasi.

Penilaian Penganugerahan Parahita Ekaprava (PPE) dinilai

dan Revitalisasi PUG yvang terdini dari -
a. Pelembagaan PUG terdini dari:

- Kebijakank/T./D di1 7 Proses

- SDM dan InternalisasiK/T./D di 7 Proses

- DataTerpilahK/T./D (data sektor, nonBPS)
b. PUG dalam proses pembangunan

- PUG dalam Perencanaan

- PUG dalam Penganggaran

- PUG dalam Pelaksanaan

- PUG dalam Pemantauan

- PUG dalam Evaluasi

- PUG dalam Pengawasan

- PUG dalam Pelaporan

c. Inmovasi

Sehubungan dengan Penilatan Penghargaan
Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) tahun 2024 dan 2025
ditetapkan pada tahun 2026_ karena bulan Desember 2023 merupakan
awal sosialiasi dan Bimbingan Teknis untuk program aplikasi evaluasi

pengarisutamaan gender. Hal im sesual dengan surat Deputi
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Kesetaraan Gender Kementerian Pﬂnherda}'am Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor B-243/D KG2KG.05/12/2025 tanggal 13
Desember 2025 perthal Bimbingan Teknis Penvelenggaraan PUG
Tahun 2024 dan 2025 (PPE Tahun 2026) untuk Pemerintah Provinsi,
merupakan tindaklanjut terkait dengan evaluasi penyelenggaraan
pengarusutamaan gender tahun 2024 dan 2025 Berdasarkan surat 1
bahwa Penilaian untuk Penganugerahan Parahita Ekaprayva (PPE)
untuk tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan evaluasi mandm sampai
tanggal 23 Januari 2026, dan selanjutnva dilakukan venfikasi1 awal
oleh Kementenian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sampat 11 Februart 2026 dan venfikas: lapangan Final samap1 26
Februari 2026 kemudian final di tetapkan pada bulan 27 Februan 2026
{sesua1 jadwal tentative PPE).

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnva Kualitas
Pelaksanaan PUG di Provinsi dan KabupatenKota ditetapkan sebagai
Sasaran Pertama vang diukur dengan 2 (Dua) indikator vaitu Jumlah
Kabupaten'Kota vang mendapatkan penghargaan PPE dan Perolehan
PPE untuk Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan surat Deputi
Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor B-243/D KG2KG.05/12/2025 tanggal 13
Desember 2025 perithal Bimbimngan Teknizs Penvelenggaraan PUG
Tahun 2024 dan 2025 (PPE Tahun 2026) ditetapkan pemilaian PPE
2024 dan 2025 di Februan 2026. Penilaian PPE dilaksanakan setiap 2
(dua) tahun maka penilaiannya dilakukan final di bulan Februari 2026,
maka data terkait dengan indikator tetap memakat data tahun 2023,

Jumlah Kabupaten/Kota vang mendapatkan penghargaan PPE
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
PUG di Provinst dan KabupatenKota diukur dengan menggunakan

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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indikator  yaitu Tumlah Kabupaterﬂima vang me:ndapatkm
penghargaan PPE. Jumlah KabupatenKota yang mendapatkan
penghargaan PPE pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 16 Kab/Kota.
Karena penilaian PPE dilaksanakan sekali 2 tahun, maka penetapan
target im1 berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024,

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah
Kabupaten' Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE Tahun 20235

KINERJA
NO | INDIEATOR KINERJA KATEGORI
TARGET | REALISASI | % CAPAIAN
1 | Jumlah Kabupaten/ 16 16 100 % Sangat Tinggi

Kota vang Kab/Kota | KabKota

mendapatkan

Penghargaan PPE

Indikator kinega Jumlah  KabupatenKota  vang

mendapatkan Penghargaan PPE ditargetkan 16 Kab/Kota pada tahun
2025 terealizasi 16 Kab/Kota dengan tingkat capaian 100% termasuk
kategort keberhasilan “sangat tinggi”. DP3AP?KEB dapat mencapat

target i1 dengan melakukan:

1. Menviapkan

Surat

Edaran

Gubernur

Nomor

463/301/'DP3AP2KB/VIL 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi  Pemerintah  di
KabupatenKota Se-Sumatera Barat Implementass PUG akan
dilaporkan secara triwulan pada B03, B06, B09 dan B12 oleh Dnver
PUG di KabupatenKota Pelaporan akan dilakukan penilaian
mengounakan aphkasi Sismonev PUG pada aplikasi vang dilakukan
kerjasa masa dengan Pemernntah Provinsi Sumatera Barat dengan
Kantor Staf Presiden (KSP). Setiap pelaporan akan nampak hasil




DP3AP?RKEB PROVINST SUMATERA BARAT

el

S

=

pentlaian implementasi PUG dengan warna merah lﬂmmgb}m dan

hijan.

. Melakukan pertemuan dan pembahasan penyiapan Pedoman

RANDA PUG Tahun 2025 bersama Dniver PUG Provins: dan
Kabupaten'Kota (Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Dinas
Pengampu Urusan PP dan PA) Juga sekalisus pembahasan
indikator kinerja RPIMD dan Renstra vaitu Indek Ketimpangan
Gender (IKG)., Indek Pembangunan Gender (IPG). Indek
Pemberdayaan Gender (IDG), Anggaran Responsif Gender
(ARG)., dan Indek Perlindungan Anak (IPA) dan lamnnya.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 melalm via
Zoom Meeting.

. Melaksanakan Rapat Koordinasi Eencana Aksi Daerah (EANDA

PUG) di ikuti oleh Driver PUG Kabupaten dan Kota se Sumatera
Barat dengan peserta 62 orang dengan via Zoom Meeting pada
tanggal 12 September 2023 Juga sekaligus pembahasan terkait
dengan Evaluasi PUG dalam rangka Penganugerahan Parahita
Ekapraya (PPE) untuk tahun 2025, disampaikan oleh Kementenian
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak RL

. Melakukan Bimbingan Teknis Perencana PUG bagi Focal Point di

Daerah. vang pesertanva merupakan Focal Point di Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dalam rangka percepatan
penyusunan Analisis Gender menggunakan GAP dan GAB
menggunakan analisis 4 langkah Jumlah peserta 30 orang
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal & — 9 Oktober 2025 bertempat

di Kantor Bappeda Provins: Sumatera Barat.

. Bimbingan Teknis Perencana PUG bagi Focal Point Provinsi,

dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 vang pesertanya
sebanyak 80 orang berasal dari OPD Provinsi dan Tim PPRG
Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Bimtek untuk percepatan PUG

- t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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melalur Anggaran Responslf Gender (ARG) dan penvusunar
analisis gender (GAP dan GAB).

. Pendampingan dan advokasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan

Kota, terkait dengan penyusunan analisis gender dan penguatan
PUG bagi Driver PUG dan Focal Poant di Kabupaten Solok, Lima
Puluh Kota, Padang, Bulattinggi, Solok Selatan, Padang

Pariaman_ Pesisir Selatan. Agam serta Kepulauan Mentawai.

. Monitoring pelaporan Randa PUG pada checkpownt B0O3, BO6,

B09 dan B12 setiap triwulan dan hasil laporan ke pada Bupati dan
Walikota se Sumatera Barat.

. Mendorong OPD Provinsi melalui Surat Sekretaris Daerah

Provinsit Sumatera Barat untuk menvampaikan Anggaran
Responsif Gender setiap OPD pada tahun 2025.

. Melaksanakan  kegiatan  Advokasi dan  Pendampingan

Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi dalam bentuk
Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan, kepiatan
dilaksanakan 3 angkatan dengan jumlah peserta 125 orang.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan IPG dan menurunkan IKG
serta pemberdayaan perempuan bidang ekonomi (kewirausahaan

perempuan).

10. Melaksanakan Sosialisast Pemingkatan Partizipasi Perempuan di

Bidang Polititk merupakan untuk pemingkatan keterwakilan
perempuan di legislatif, kegiatan sebanvak 35 angkatan dengan
qumlah peserta 330 orang vang tersebar di beberapa daerah dan
indikator utamanya adalah IKG.

Bealisasi indikator kinerja Jumlah KabupatenKota vang

mendapatkan Penghargaan PPE tahun 2025 sama dengan realisasi

tahun 2024 karena penghargaan PPE dilaksanakan sekali 2 (dua)
tahun.

L~
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Realisasi Indikator Jumlah KabKota vang menda_pl;ﬂ:}m
penghargaan PPE. vartu:

Kategori Pratama: Kab. Agam_Kab Dharmasrava. Kota
Padang Pamjang dan Kab. Pasaman Barat Kategori Madva: Kota
Solok, Kota Pariaman. Kab Pesisir Selatan. Kab. Mentawai, Kab.
Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pasaman. Selanjutnva
Kategori Nindyva: Kota Bukittingi, Kota Payakumbuh, Kab
Syunjung, Kab Padang Panaman Sedangkan untuk Kategori
Utama diperoleh Kota Sawahlunto. Realisasi Kinerja Tahun 2025
dari Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE dapat

dilihat dari tabel di bawah 1ni1-
Tabel 3.3
Peraih Penchargaan PPE 2025
KATEGORI

NO KABUPATENKOTA BEcaAR A

1 | PROVINSI SUMATERA BARAT | NINDYA
2 | PESISIR SELATAN '. MADYA

3 | SOLOK I 2

4 | SHUNTUNG ! NINDYA

5 | TANAH DATAR I MADYA

6 | PADANG PARIAMAN | NINDYA

7 | AGAM | PRATAMA
8 | LIMA PULUHKOTA | MADY A

9 | PASAMAN | MADYA
10 | KEPULAUAN MENTAWAI [ MADYA
11 | DHARMASRAYA i PRATAMA
12 | SOLOK SELATAN ; =

13 | PASAMAN BARAT i PRATAMA
14 | KOTA PADANG ‘. -

15 | KOTA SOLOK | MADYA
16 | KOTA SAWAHLUNTO ! UTAMA
17 | KOTA PADANG PANJANG ! PRATAMA
18 | KOTA BUKITINGGI | NINDYA
19 | KOTA PAYAKUMBUH | NINDYA
20 | KOTA PARIAMAN | MADYA

Sumber : Kementerian PPPA Tahun 2023

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah fLR?LFJ 2025
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Dari tabel di atas dapat dilthat bahwa ada 3 Kab/Kota ve
tidak mendapatkan penghargaan PPE. Sementara Jumlah KabKota
vang mendapatkan penghargaan PPE tahun 2025 ada 16 Kab/Kota

(Realisas1 tahun 2025 sama dengan tahun 2023 karena penghargaan
dilaksanakan sekali 2 tahun).

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Perhitungan capaian Jumlah Kab/Kota vang mendapatkan
penghargaan PPE menggunakan metode pengukuran kriteria vang
pertama. Capaian indikator tahun 2025 vaitu sebesar 100% dengan
kategori sangat tinggi, sama dengan tahun 2024, Namun pada tahun
2024 ada penurunan target vang ditetapkan wvaitu memjadi 16
Kab/Kota, dimana pada tahun 2023 target indikator 17 KabKota.
Hal im1 dikarenakan pada tahun 2023, realisasi indikator hanva 16
Kab/Kota dan target 17 Kab/Kota dengan capaian hanya 94,12%.
Target 1m tidak tercapai karena ada 3 Kab/Kota vang tidak
mendapatkan penghargaan PPE karena hasil dan venfikas:
administras1 dan verifikasi lapangannya berada dibawah angka 60
setelah semua Kab/Kota tkut dan telah melakukan verifkast mandin.
Capaian Indikator Jumlah Kab/Kota vang mendapatkan penghargaan
PPE tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 106.23% dan terendah
di tahun 2023 (94.12%) vaitu mengalami penurunan sebesar 12,13
poin.

Capatan Indikator Jumlah Kab'Kota vang mendapatkan
penghargaan PPE dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 akan
memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut:

? -
- t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah
Kabupaten/ Kota vang mendapatkan Penghargaan PPE dart Tahun
2021 s.d Tahun 2025

i SASARAN | INDIKATOR TAHUN
NO KINERJA
_ KINERIA | KINERJA | 2021 0 2023 | 2033 | 2024 | 2033
1. | Meningkatnya | Jumlah Target 16 17 17 16 16
Kualitas KabKota yang |- — - :
== inendagal Realisasi 17 17 16 16 16
PUG di Penghargaan | ) ' '
Provinzsidan | APE Capaian | yhoos | 100 | 9412 | 100 | 100
Kabupaten/ (%)
Kota
Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah
Kabupaten’ Kota vang mendapatkan Penghargaan PPE dan
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Jumlah Kab/Keota yang Mendapatkan

Penghargaan APE
150

100

B
0

2004
gtarget ™ reaﬁisaﬂ W capaian
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Im
dengan Target Jangka Menengah vamg terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dari Tabel 3.5 di bawah 1 dapat dilthat bahwa target
tahun terakhir indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan
Penghargaan PPE pada Renstra DP3AP?KE diharapkan tercapai 19
Kab/Kota. Realisasi tahun 2025 vang tercapai adalah sebanvak 16
Kab/Kota menunjukkan pencapatan sebesar 84 21% dart target tahun
terakhir Renstra 2021-2026. DP3AP2KE Prov. Sumbar akan
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berusaha untuk memngkatkan capaian Jumlah KabupatenKota yvang
mendapatkan Penghargaan PPE tahun 2026 schingga target akhur

Renstra bisa dicapai.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kabupaten' Kota yang
mendapatkan Penghargaan PPE dengan Target Jangka Menengah

% Capaian
No e Target Tahun 2025
Sasaran Bealizast ;
3 Indikator sasaran : = Akhir terhadap
Bl BRI nstis: || Tamet sk
Benstra
1 | Meningkat
nya Kupalitas Jumlah Kabtopaten
Pelaksanaan Kota yang 19
< 4 o
PUG di Provinsi | mendapatkan 1o RabiBols | 3 0 kata SA2E%
dan Penghargaan PPE
Kabupaten'Kota | |

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaram 5 Tahun
Terakhir

Gambar 3.2
Perkembangan Realizasi Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten' Kota
vang mendapatkan Penghargaan PPE dan Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Perkembangan Realisasi Jumlah
Kabupaten/Kota vang Mendapatkan
Penghargaan PPE
tahun 2021-2025

20

= 15 . :

= 10 17 Ay, ' 16 16

= 5

ﬁ 2021 2022 2023 2024 2025
i Tealizas] 17 17 16 16 14

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Jumlah
Kabupaten/Kota vang mendapatkan Penghargaan PPE menunjukkan
fluktuasi. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2021 dan 2022
sedangkan penurunan terjadi tahun 2023 sebesar 1 poin.

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahum ini dengan Standar
Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran 1 vaitu Jumliah
KabupatenKota yang mendapatkan Penghargaan PPE tidak ada
Standar Nasional sebagai Pembanding

2. Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi.

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
PUG di Provinst dan KabupatenKota dinkur dengan menggunakan
indikator kedua vaitu Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi
Karena penilaian PPE dilaksanakan sekali ? tahun, maka penetapan
target ini berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024).
Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsit pada tahun 2023

ditargetkan Nindya

b. Perbandingan antara Target demgan Realisasi Kinerja Tahun

Ini
Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Eealisasi Indikator Kinenja
Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinst Tahun 20235
i INDIKATOR - RIS
e KINERJA TARGET | REALISASI < RATECORE
) B CAPATAN
Perolehan |
Penghargaan PPE Mindya ‘ Mindya 100 % Sangat Tingsi
watuk Provins:

Indikator kinerja Perolehan Penghargaan PPE untuk
Provinsi Tahun 2025 dengan target Nindva terealisasi Nindya
dengan tingkat capatan 100% termasuk kategonn keberhasilan
“Sangat Timggi” Penghargaan PPE 1 dilakukan sekali 2 tahun oleh
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Kementerian Pembercia}ram'x Pen;ﬂ:tpuaﬂ dan Pe:rhmiungan Anak
Republik Indonesia (Kementerian PP dan PA). Target im1 dapat
dicapai1 DP3AP?KR dengan melakukan:

1. Penyiapan Kelompok Pokja Pengarusutamaan Gender vang Ketua
Bappeda dan Sekretaris Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan anggota seluruh OPD
Provinsi. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Barat.

2 Penviapan Focal Point PUG vang berada di setiap OPD sebagai
perencana PUG di OPD dan bertanggungjawab untuk
terlaksanakan anggaran responsive Gender (ARG) dan menyusun
analisis gender.

3. Adanya dukungan indikator kinerja utama (IKU) vamtu Indek
Ketimpangan Gender (IK(G) dan Indek Pemberdavaan Gender
(IPG) serta Indke Perlindungan Anak (IPA) serta indikator
pendukung lain. Hal 1m sudah masuk pada EPIMD Provinsi
Sumatera Barat.

4 Bimbingan Teknis Penvelenggaraan PUG bagt Focal Point OPD
dalam rangka penyusunan Anggaran Responsif Gender.

5. Adanya SDM terlatth PUG sebagai Fasilitator PUG yang terlatih
dan SDM OPD vang memahami penyelenggaraan PUG di OPD.

6. Advokasi dan pendampingan PUG dalam rangka penyusunan
analisis gender (GAP dan GAB).

7. Kebiyjakan daerah yvang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu
Capatan Indikator Perolehan Penghargaan PPE untuk
Provinst dar1 Tahun 2021 s.d Tahun 2025 dapat dilithat pada Tabel
3.7 berlot:

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Tabel 3.7

Realisasi Indikator Perolehan Penghargaan PPE untuk Pemernintah
Provins: dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025

SASARAN | INDIRATOR TAHUN

NO | KINERIA KINERJA | TOVERA [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. | Meningkatnya Perolehan Target Utama | Utama | Utama | Nindyva | Nindya

Eualitaz Penghargaan — = e - g

Petak=anasn APE untuk Eealizaszi Utama | Utama | MNindya | Nindyva | Nindya

PUG di Provinsi | Pemerintah :

dan Provinsi) C?;,f;’” 100 | 100 | 8880 | 100 100

KabtupatenKota

Perhitungan capaian Perolehan Penghargaan PPE untuk
Pemenntah Provins: menggunakan metode pengukuran kriteria yang
pertama. Capatan indikator Perolehan Penghargaan PPE untuk
Pemenntah Provinsi tahun 2025 vaitu 100% dengan kategorn sangat
tinggi. Capaian imi juga sama di tahun 2021, 2022 dan 2024 yaitu
100%. Namun pada tahun 2024 ada penurunan dan target vaitu
Nindya, vang mana pada tahun sebelumnyva adalah Utama (target
dari tahun 2021-2023). Hal 1m1 dikarenakan pada tahun 2023 realisas:
indikator mengalami penurunan vaitu menjadi Nindva dan target
Utama dengan capatan hanya 88.89%. Untuk evaluast PUG tahun
2023 menggunakan konsep baru dengan aplikasi vang telah
disiapkan oleh Kementerian PP dan PA dalam bentuk Evaloas: PUG.
Penilaian Nindva merupakan range vang hampir sama dengan
kategori Utama. Pada tahun 2023 in1 menggunakan 5 (lima) range
nilai yaitu =100 adalah mentor, 90-100 adalah Utama 80-90 adalah
Nindya, 70-80 adalah Madya sedang 60-70 adalah Pratama. Hal mi

beda dengan penilaian tahun 2020 vang punva range milai kategon
Pratama_ Madyva, Utama dan Mentor.

Penilaian Penghargaan Parahitta Ekapraya Tahun 2024
dan 2023 dilakukuan mulai akhir Desember 2025 sampai dengan 29
Janvari 2026 adalah evaluast mandiri, dan selanjutanya dilakukan
evaluasi lapangan oleh Tim Pusat dan evaluasi final pada akhir
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Februari 2026. Sesuai dengan surat De:puu Kesetaraan Gender
Kementenan Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor B-243/DEKGYKG.05/12/2025 tanggal 13 Desember 2025
perithal Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 dan
2025 maka ditetapkan pemilaian PPE 2024 dan 2025 pada aklur
Februarn 2026

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahum Ini

dengan Target Jangka Menengah vang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 1.5

Perbandingan Capatan Indikator Kinerja Perolehan Penghargaan PPE
untuk Provins: dengan Target Jangka Menengah

%o

No. _ . Realizazi | Target Akhir | Capai

Sazaran Strategis Indikator zasaran tahun 2025 RE = ;P:ﬁr
T T T — REﬁm .

1. | Meningkat

nya Kualitas Perolehan

Pelakzanaan PUG | Penghargaan PPE Nindya MMentor 60%

di Provins: dan untuk Provinsi

KabupatenKota

Dan 'i'abei 3.8 di atas dapat dilithat bahwa target tahun
terakhir indikator kinerja Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi
pada Fenstra DP3AP2KB diharapkan tercapat Mentor. Realisasi tahun

2025 vang tercapai vartu Nindva dan menunjukkan pencapaian
sebesar 60% dari target tahun akhir Renstra Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat akan berusaha untuk meninglkatkan capaian Perolehan
Penghargaan PPE untuk Provinsi untuk tahun 2025 selingga target
akhir Renstra biga dicapai.
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e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerjﬁ Sasaran 5 Tahun
Terakhir

Dalam kuwrun waktu 3 tahun terakhir, Perolehan
Penghargaan PPE untuk Provinst menunjukkan fluktuatif, pada tahun
2021 sampai dengan tahun 2025, untuk tahun 2021 s.d 2022, realisasi
Perolehan Penghargaan PPE adalah Utama Namun pada tahun 2023
realisast tidak mencapai target, hanva terealisasi Nindva. schingga
untuk tahun 2024 dan 2023 target diturunkan memjadi Nindva Untuk
evaluast PUG tahun 2023 menggunakan konsep baru dengan aplikasi
vang telah disiapkan oleh Kementerian PP dan PA dalam bentuk
Evaluasi PUG. Penilaian Nindva merupakan range vang hampir sama
dengan kategori Utama. Pada tahun 2023 1m menggunakan 3 (lima)
range milai vaitu =100 adalah mentor, 90-100 adalah Utama, 80-90
adalah Nindva, 70-80 adalah Madva sedang 60-70 adalah Pratama.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran 1 vaiu Perolehan
Penghargaan PPE untuk Provinsi tidak ada Standar Nasional sebagai
Pembanding.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dava,

Perhitungan tingkat efisiens: (Peraturan Menten Keuangan
RI Nomor 22/PMK.02/2021):

Timlct Efiensi= WTF—TA-XH}G%
Keterangan:
PA : Pagu Anggaran
CK : Capaian Kinerja (%)
A : Realisast Anggaran

-
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Tingkat efisiens:1 untuk Kineﬁa. Perolehan Pengha:gaan
PPE untuk Provinsi , vaitu :

(24.156.000x100%}—17.650.000

Tinglcat Efisienst = (24.156.000)

x 100%

= 26.93%

Anggaran vang disediakan dalam APBD/P tahun 2025
untuk pelaksanaan program ‘kegiatan/sub kegiatan yang mendukung
pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam APBD Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2025 dengan total sebesar Rp. 24.156.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 17.650.000 - dengan capaian kinerja masukan adalah
sebesar 73,07%. Sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 6.506.000.-
(26.93%). berasal dan sisa belamja makan minum dan honor

narasumber.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi vang telah
dilakukan

Dalam pencapaian Sasaran [ Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota di pengamuhi oleh
faktor di antarannva:

= Pendekatan berbasis data untuk perencanaan & penganggaran
inklusif dan Penguatan kelembagaan dan dukungan tekmis serta
umpan balik dan hasil evaluasti PUG untuk perbaikan
berkelanjutan.

= Adanva kebyakan dan Pemenntah Pusat terkait Pelaksanaa PUG
diantaranva Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor
67 Tahun 2011, dan surat Edaran Bersama Empat Mentern.

= Adanva kebijakan daerah terkait pelaksanaan PUG di Sumatera
Barat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kera

DP3P2KB Provinsi Sumatera Barat Peraturan Gubemur

Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Alksi

Daerah PUG Provinsi Sumatera Barat,

- Kerasama Pemerintah Provinsi dengan Kantor Staf Presiden
(K.SP) tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan
Evaluast untuk pelaksanaan pemantavan Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG)

- Adanva kebyjakan terkait PUG di Kabupaten'Kota Sumatera

Barat

- Terbentuknya  kelembagaan PUG di Provinsi  dan
KabupatenKota yvaitu Kelompok Kerja PUG, Focal Point, Tim
Peggerak PPRG dan Tim Teknis PPRG

- Dukungan dari Kementerian PPPA dalam bentuk program dan
kegiatan, pedoman teknis kegiatan

- Dukungan anggaran dan Pemenntah Provinsi dan
KabupatenKota.

- Adanva komitmen dari Kepala Daerah untjuk melaksanakan
percepatan PUG di Daerah

Terwujudnya revitalisasi pengarusutamaan gender dalam proses
pembangunan diantaranya Pelembagaan PUG terdiri  dari
kebijakan daerah berupa Perda PUG. Pergub PUG, RPIMB.
Renstra OPD serta kelembagaan berupa POEJA, PUG, Focal
POINT. Serta dukungan SDM dan Intemnalisasi PUG dan
DataTerpilah
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Implementas: dan percepatan pengarusutamaan gend:er dalam
proses pembangunan vang terdin  dann  Perencanaan,
Penganpggaran Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan

dan pelaporan.

Beberapa upava vang dilakukan dalam pencapaian kinerja

i1 diantaranya adalah-

Melakukan rapat koordinasi Eencana Akasi Daerah
Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) baik secara during
ataupu luring.

Menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota.
Melaksanakan Sosialisasi PUG kepada OPD Lingkup Provinsi
dan KabupatenKota

Bimbingan Teknik Pengarusutamaan Gender bagi Driver Provinsi
dan KabupatenKota.

Melakukan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) kepada Focal Poimnt untuk perencana
dan program di lingkup OPD Provins: dan KabupatenKota.
Melaksanakan advokas: dan pendampingan pelaksanaan PUG ke
Kabupaten dan Kota

Melakukan koordinasi, momtoring dan evalus:  berkala
pelaksanaan PUG di Provinst dan KabupatenKota.

Mendorong  Percepatan Pengisian Indikator PPE  di
Kabupaten/Kota dalam Penilaian PPE

Advokas: dan pendampingan pemberdavaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Mendorong percepatan LPLPP sebagai lembaga penyedia layanan
pemberdavaan perempuan untuk menviapkan Standardisasi bagi

Organisasi perempuan.
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Sedangkan Hambatan yvang dihadapi diantaranvya adalah -
Belum optimalnya 5DM terlatth PUG di setiap OPD, karena
adanya mutasi dan perpindahan pegawai.
Keterlambatan dan belum dilaksanakan ttem-item pelaksanaan
pengarusutamaan gender pada proses pembangunan dikarena
kerbatasan SDM dan dukungan anggaran responsive gender.
Keterlambatan dalam intemnasilisas:i pengarusutamaan gender
karena adanya penggantian dan perpindahan pegawai lintas sektor.
Belum adanyva kebijakan baru tentang revitalisasi pengarusutamaan
gender semula adalah 7 (twjuh) prasarat PUG menjadi proses
pembangunan vaitu menjadi 3 (tiga) diantaranva pelembagaan pug
(ada tiga bagian) dan PUG dalam proses pembangunan dan inovasi.
Sampai saat in1 masith menunggu kebyakan baru terkait revitalisasi
PUG (Peraturan Presiden atau Undang-Undang).
Masith adanva kebyakan di persvaratkan khusus terkait adanva
Peraturan Daerah vang isinva khusus membahas Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan harus dipisahkan dengan urusan lamnnyva.
Contoh - adanya Perda PUG dan tidak digabungkan dengan urusan
lainnya Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dalam Peraturan Daerah 11 telah
mengakomodir di bebeapa pasal terkait dengan pengarusutamaan
gender.
Lembaga Penvedia Lavanan Pemberdavaan Perempuan (LPLPP) di
Provins1 Sumatera Barat vang telah diusulkan untuk standardisasi
belum final oleh pusat, sedangkan LPLPP telah memperbaiki 1sian
boarang pengisian standardisasinya. Hal 1 adalah kewenangan
Kementeritan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Pemerintahan Daerah. LPLPP masih banyvak vyang belum
mengusulkan untuk standardisast, dan menunggu dari pusat untuk
usulan standardisas. Melakukan standardizsasi adalah pusat
sedangkan daerah untuk memfasilitasi dan mendorong LPLPP
untuk menyiapkan kelengkapan standarisas:.

Masih ada 3 Kabupaten'Kota (Kota Padang, Kabupaten Solok dan
Kabupaten Solok Selatan) belum memperoleh PPE. Namun semua
Kabupaten dan Kota tersebut telah mengisi pada aplikasi evaluasi
PUG, discbabkan penilaian mandiri masith dibawah standar
penilaian pada evaluas: PUG.

Pedoman review pola bam  penvusunan  Analisis  gender
menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender
Analisis Budget (GAB) versi 4 (empat) langkah belum tersedianva
kebijakan baru sampai saat w1, untuk pengawasan sesuat
revitalisast PUG perlu aturan baru sebagai pedoman.

Dukungan anggaran yang belum optimal.

Belum optimal tenaga terlatth PUG dan dan fasilitator yang
kompeten dalam percepatan pelaksanaan PUG belum optimal di
Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Belum adanya kebijakan baru tentang revitalizasi pengarusutamaan
gender semula adalah 7 (tujuh) prasarat PUG menjadi proses
pembangunan vaitu menjadi 3 (tiga) diantaranyva pelembagaan pug
(ada tiga bagian) dan PUG dalam proses pembangunan dan inovasi.
Sampai saat i1 masih menunggu kebijakan baru terkart revitalisas:
PUG (Peraturan Presiden atau Undang-Undang).

Masth adanya kebyakan di persvaratkan khusus terkait adanva
Peraturan Daerah vang 1sinva khusus membahas Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan harus dipisahkan denpan urusan lamnnya.
Contoh: adanva Perda PUG dan tidak digabungkan dengan urusan
lainnyva Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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tentang Penvelengogaraan Umsaﬁ Pemberdavaan i'e:rempuan dan
Perlindungan Anak Dalam Peraturan Daerah 1m1  telah
mengakomodir di bebeapa pasal terkait dengan pengarusutamaan
gender.

® Lembaga Penvedia Lavanan Pemberdavaan Perempuan (LPLPP) di
Provins: Sumatera Barat vang telah diusulkan untuk standardisasi
belum final oleh pusat, sedanglkan LPLPP telah memperbatki isian
boarang pengisian standardisasinya. Hal i adalah kewenangan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Daerah. LPLPP masih banvak wvang belum
mengusulkan untuk standardizas:, dan menunggu dari pusat untuk
usulan standardisas. Melakukan standardisasi adalah pusat
sedangkan daerah untuk memfasilitasi dan mendorong LPLPP
untuk menviapkan kelengkapan standarisasi.

e Masih ada 3 KabupatenKota (Kota Padang, Kabupaten Solok dan
Kabupaten Solok Selatan) belum memperoleh PPE. Namun semua
Kabupaten dan Kota tersebut telah mengisi pada aplikasi evaluasi
PUG, disebabkan penilatan mandiri masith dibawah standar
penilaian pada evaluasi PUG.

* Pedoman revieu pola baru penvusunan Analisis  gender
menggunakan Gender Analisis Pathwav (GAP) dan Gender
Analisis Budget (GAB) versi 4 (empat) langkah belum tersedianva
kebyjakan bamu sampai saat 1. umtuk  pengawasan  sesuai
revitalisasi PUG perlu aturan baru sebagat pedoman.

¢ Dukungan anggaran vang belum optimal.

* Belum optimal tenaga terlatth PUG dan dan fasilitator vang

kompeten dalam percepatan pelaksanaan PUG belum optimal di
Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Untuk menghadapi hambatan vag diha&ap; tersebut maka

pada masa vang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara

lain -

Mendorong pusat untuk percepatan melahirkan kebyakan baru
terkati revitalisasi PUG dalam bentuk peraturan pemerintah atau
undang-undang.

Penvediaan anggaran vang Optmal untuk Program dan Kegiatan
PUG

Menyiapkan TOT bagi Fasilitator PUG di Provins: dan Daerah,
Fasilitator melibatkan lintas sektor (intansi/lembaga dan organisasi
terkait).

Melakukan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah

Melakukan klarifikasi data Anggaran Responsif Gender
Melakukan pelatthan PUG dan PPRG baik secara tatap muka atan
zoom meeting

Melakukan advokasi dan pendampingan PUG dan PPREG ke
Kabupaten dan Kota vang nilai PPE terendah.

Peningkatan sosialisasi PUG dan PPRG di Provins: dan
Kabupaten/Kota

Dukungan penguatan SDM terlatth dan kompeten dan pusat untuk
menyiapkan tenaga terampil di setiap OPD di Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Melakukan advokasi dan pendampingan dalam kebiyjakan PUG di
Daerah.

L. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dava,

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya
Kunalitas Pelaksanaan PUG di Provinst dan Kabupaten/Kota,
diperlukan sumberdaya vang memadai, mencakup:
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1. Sumber dava manusia yang berkompeten memiuhmg capa:ian
Jumlah Kabupaten/Kota vang mendapatkan penghargaan PPE dan
perolehan Penghargaan PPE untuk Pemenntah Provins:.

2. Sumber Anggaran yang memadai

3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiens: penggunaan Sumber Daya
pada sasaran Meningkatnva Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi
dan KabupatenKota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No Kondisi Ideal Kondisi saat ini mﬁﬂgn Tindak Ln__inl
1 2 3 4
2 Jomlah SDM Jumlah SDM Diperlukan 1. Mengoptimalkan
vang berkompeten | vang mendukung | penambahan SDM vang ada
dalam kinerja belum SDM yane 2. Mengusulkan
Peningkatan cubup (memadad). | mempunyai formasi jabatan
Kualitas PUG. kompetensi kelaz | yang kozong ke
jabatan EED
2. Sumber anggaran | Anggaran vang Anggaran belum Optimalizazi
yang dapat ada saat i dapat | zemus dapat anggaran untuk
mendukung di optimalkan mengakomodir capatan indikator
capaian kinerja vatuk mendukong | Pelatihan ToT kinerja dan
capaian sasaran PUG dan PPRG berkolaborasi
strategis dengan bagi Aparatur dengan instansi
membentuk Tim | Pemerintah vertikal lembaga
PPRG Tingkat Daerah dan terkait/organisasi
Provinai dan lembaga lainnya mazvarakat dan
KabupatenKota jejaring terkait
dalam percepatan
pelakzanazn PUG
dan PPRG di
Daerah dan adanya
Komitmen dari
Kepala Diaerah
3 Tercukupinya Sarana dan Perlunya zarana Optimalizasi sarana
sarana dan prazarana saat i1 | dan prasarana dan prasarana yang
prasarana untuk belem optimal yang memadal ada serta
menduknng vatuk mendukung | ootok vatek peEnggUNaan apras
kinerja capaian kinerja mendukung tepat guna
capaian kinerja
?- = t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Perhitungan tmgkat efisiensi {Peratumn MEﬂImKeuangan

RI Nomor 22/PMK.02/2021) -

(PAxCE)}—R4

Tingkat BEfisiensi = oAl

100% j

Keterangan :

PA  :Pagu Anggaran

CK  : Capaian Kinenja (%a)
RA  : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnva Kualitas
Pelaksanaan PUG di Provinsi dan KabupatenKota, yaitu -

(24.156.000x100%)—17.650.000
(24.156.000)

Tingkat Efisiensi = x100%

= 26.93%

Anggaran vang disediakan dalam APBD/P tahun 2025
untuk pelaksanaan program ‘kegiatan/sub kegiatan vang mendukung
pencapaian Sasaran Strategis [ dalam APBD Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2025 dengan total sebesar Rp. 24.156.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 17.650.000 - dengan capaian kinerja masukan adalah
sebesar 73.07%. Sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 6.506.000,-
(26.93%). berasal dam sisa belamja makan minum dan honor
narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di  Provinsi dan
Kabupaten/Kota 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh
tingkat efisiensi sebesar 26.93%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan
dalam mendukung pencapaian sasaran Memngkatnva Kualitas
Pelaksanaan PUG di Provinsi dan KabupatenKota antara lain
melakukan kegiatan Rakor Randa PUG melalm Zoom Meeting

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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perhitungan berikut 1

Nilai Bifeniensi= 50041 S2IEF AiE o)

x50%

Keterangan:
Jika tingkat efisiens1 diperoleh kurang dam 20%, milai efisiensinya
adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

(26.2395) X 50%

Nilai Efisiensi= 509% + =

= 50.67%

j- Analisis program/kegiatan vang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapain pernvataan kinerja
Anggaran sebesar Rp 24.156.000.- berada pada Kegiatan
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemenntah Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi
dan Sinkronizasi Penvelenggaraan PUG Kewenangan Provins: dengan
2  output dan Advokasi Kebyakan dan Pendampingan
Penvelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi dengan 2 output. Qutput
dan sub kegiatan i1 tercapal sesual target vang telah ditetapkan.
Pencapaian Sub kegiatan vang dilaksanakan selaras dan sudah dapat
menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten'Kota di Lingkungan

Pemernintah Provins: Sumatera Barat.

S Leporen Kineria Instacsi Pemeriatah (LGP 2025 | 58]
i 166
_ E




DP3AP2RKEB PROVINSI SUMATERA BARAT
= m W

1 - 2

Tabel. 3.9

Program dan kegiatan vang mendukung pencapaian indikator Kineja

Sasaran [

PROGRAM/KEGIATAN/ e
t ANGGARAN
NO. SR FECTATAN ANGGARAN
FISIK Rp %

1 3 4 3 il i
A | PROGRAM 14.156.000 100 17.650.000 73,07
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
I | Pelembagaan 24.156.000 100 | 17.650.000 73,07
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Provinsi
1 | Koordinasi dan Sinkrontsasi 13.320.000 100 8.150.000 61,19
Penyelenggaraan PUG
| Kewenangan Provinsi | I . J .
2 | Advokasi Kebijakan dan 10.836.000 100 @.500.000 g87.67
Pendampingan
Penyelenggaraan PUG
Kewenangan Provinsi

3.3.2 Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis IT

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Pemberdavaan perempuan adalah suatu proses kesadaran
dan pembentukan kapasitas (capacify building) terhadap partisipasi
vang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan
vang lebth besar dan tindakan transformast agar menghasilkan
persamaan derajat vang lebih besar antara perempuan dan laki-lakt
Pemberdayvaan perempuan menjadi  strategi  penting  dalam
meningkatkan peran perempuan dalam memngkatkan potens: diri agar

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025 | igj‘:|
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lebth mampu mandiri dan berkarva. ‘Kesadaran mengenai peran

perempuan mulai berkembang vang diwujudkan dalam pendekatan

program perempuan dalam pembangunan Hal tm didasarkan pada
satu pemikiran mengenar perlunyva kemandirian bagi  kaum
perempuan, supava pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat

berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan

Tujuan dan pemberdayaan perempuan adalah -

1) Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan
gender agar mampu mengembangkan potensi yvang ada pada
dirinya. sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan_

2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan din
dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktf (subjek)
agar tidak sekedar memadi objek pembangunan seperti yvang terjadi
selama mi1.

3) Meningkatkan  kemampuan  kauwm = perempuan dalam
kepemimpinan. untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan
keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana,
pelaksana. maupun melakukan momtoring dan evaluasi kegiatan.

4) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola
usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar
untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangea, maupun
untuk membuka peluang kena produktif dan mandiri.

3) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat
lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat
terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilavah
tempat tinggalnya

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Pemberdavaan perempuan merupakan cara sﬁﬁtegis untuk
meningkatkan potenst perempuan dan meningkatkan peran perempuan
baik di domamn publik maupun domestik. Pemberdavaan perempuan
dapat dilakukan dengan strategi -

1) Membongkar mitos kaum perempuan sebagar pelengkap dalam
rumah tangga.

2} Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan.

3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan
untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan,

vartu:

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai
dan kampung hingga nasional

2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam
pemasaran sosial program-program pemberdavaan

3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan
dan monitoring semua program pembangunan vang ada.

4. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik
penguatan eckomomi, dan peningkatan kualitas sumber dava
manusia

5. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan. agar
mempunyal posisi tawar yang setara serta memilikn akses dan
peluang untuk terlibat dalam pembangunan

6. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam
bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang
seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta
kemampuan untuk mengakses kredst dan pemasaran vang lebih

luas.
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Dalam kebijakan Rencana Pembangunan dljelaskan bahwa
kualitas hidup perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih
harus ditingkatkan. Kualitas hidup perempuan vang masih rendah
antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesiapan
perempuan dalam mengantisipast dampak perubahan iklim, gejolak
ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam dan konflik sosial
Hal i1 bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks
Pemberdayvaan Gender (IDG) dan Indek Ketimpangan Gender (IKG)
di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Percepatan kualitas hidup perempuan telah didukung oleh
program unggulan 100 ribu millineal entrepreneur, women
entreprensur dan pelaku ekonom kreatif Dulungan kegiatan berupa
peningkatan ekonomi perempuan melalm penmingkatan sumberdava
manusia  terkart  kewirausahaan  perempuan.  Kewirausahaan
perempuan dilakukan dalam bentuk pelatthan keterampilan berbagai
jenis  kepiatan sepertt  kuiner, menjahit, souvenir, anyaman,
membantik, papan bunga dan akrlik Tujuan akhir dan kegiatan
terwujudnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis  Menmingkatnya  Pemberdayaan  Perempuan, maka
ditetapkanlah 3 (tiga) Indikator waitu Persentase perempuan di
Legislatif. Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebyjakan dan
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan.

1. Persentase Perempuan di Legislatif
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pemberdayaan
Perempuan yvang dmkur dengan 3 Indikator salah satunya Persentase
Perempuan di Legislanf Persentase Perempuan di Legislatif pada

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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tahun 2095 ditargetkar 1730 %: Penetapan taregt ini didasarkan-pada

target vang telah tercantum dalam dokumen Renstra DP3APIKB.

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase
Perempuan di Legislatif Tahun 2025

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
Imi

NO mmgn T : fi e KATEGORI
i GET | REALISASI | Caparan
1 Persentase
perempuan di 12.30% 15.38% 125 % Sangat Tinggi
legizlatif.

Indikator kinerja Persentase Perempuan di Legislatif untuk
tahun 2025 ditarsekan sebesar 12 30% terealisasi 15 38% dengan
capatan 125% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi™. Target

dapat dicapai dengan melakukan:
1. Penguatan kapasitas perempuan politik melalm Kaukus Perempuan

Politik (KPPT) Provinsi

2. Mendorong KPPI Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat untuk

internalisast
legislative.

anggota untuk mencalonkan sebaga1 anggota

3. Advokasit dan sosialiasi terkait partisipas: perempuan politik

4 Adanva dukungan bagi perempuan untuk duduk menjadi anggota

perempuan legislative

L

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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5. Dukungan Drgaﬂisasil perempuan di p;mrmsz dan kabupaten/kota
atas perempuan polititk dan serta kepemimpinan perempuan di
ranah publik.

Realizazi kinerja tahun 2025 dan Indikator Persentase
Perempuan di Legislatf dapat dihitung dengan membandingkan
Jumlah Anggota DPRD Perempuan di DPRD Provins: Sumatera Barat
dengan Jumlah Anggota DPED Provinsi Sumatera Barat.

jumlah Anggota DPRD Perempuan
DiDPRD Provinsi Sumatera Barat

: = 100 25
Jumlah Angeoata Perempuan
Di DPRD Provinsi Sumbar

Tabel 3.11
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2024-2029

NO NAMA PARTAI LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
1 | PKS g 1 10
2 | eep 1 5
3 | GERINDRA 10 0 10
4 | DEMOERAT 6 2 8
5 | pax 7 1 8
6 | GOLKAR 6 3 g
7 | NASDEM 8 1 g
g |PDI-P 2 1 3
o | PkB 3 0 3

TOTAL 55 10 63

Sumber : DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2024
Berdasarkan data vang didapatkan dari Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2024, atas dilantiknya
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2024 - 2029

vang mana jumlah perempuan di Legislaiif Proving: Sumatera Barat
adalah : sebanvak 10 (sepuluh orang) Untuk tahun 2025 jumlah
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perempuan di Legislanf ‘masih sama dnen_gan tahun 2024 (pemailihan
umum dilaksanakan sekali 5 tahun).

Adapun Persentase Perempuan di Legislatif adalah -

?ﬂsﬁﬁﬁﬂ'ﬂﬂmmﬂaﬂﬂilﬁgﬁﬂaﬂfigﬂﬂh%

=1538%
Capaian Kinerja = L < 100%
T 12300
=125%
¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase
Perempuan di Legislanf dan tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat
dilthat pada Tabel 3.12 benikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentaze
Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 s.d Tahun 2025

SASARAN | INDIKATO TAHUN

2021 2022

NO | KINERJA RKINERJA | SNERIA — - = T

1. | Meningkatnva | Persentase Target 10,76 10,76 10,76

10,77

12,530

Pemberdayaan | perempuan = = =
Poaiors ‘di legislatif Eealizasi 1077 18,77 10,77

15,38

1538

Capaian (o) 10009 | 10002 | 10009 | 14280

125

Perhutungan Capaian Persentase Perempuan di Legislanf
menggunakan metode pengukuran krteria vang pertama Pada tahun 2024
dilksananakan pemilihan anggota legislatif peroiode 2024-2029_ Jika dilihat
dann Tabel 3.12, Capaian mndikator kinerja Persentase Perempuan di
Legislatif mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 vartu

- e -
= - =

L]




DP3AP2KEB PROVINSI SUMATERA BARAT
naik sebesar 42.71 poin dark tahon sebelumnya dan peningkatan terendah
terjadi tahun 2021-2023 (pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024).
Untuk tahun 20235 ada peningkatan target dari tahun sebelumnva
sehingga terjadi penurunan capalan sebesar 17 8 pomn.

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentaze
Perempuan di Legislatif dart tahun 2021 s.d Tahun 2025

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif dari
tahun 2021 s.d Tahun 2025

- 14280
160
50 107
10. :-'5 10.76 i0. ??
o b i -
2024

@target M realisasi W capaian

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Imi
dengan target Jangka Menengah vang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.13

Perbandingan capaian kinerja Persentase Perempuan di Legislatif dengan
target akhir Renstra
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i Capaian
: Fealizan : L
: Indikator Target Alchur Tahunn 2025
No Sasaran St Iah?nﬁl;uﬁ Renstra( %) | ferhadap akhir
Renztra{ %)
1 | Meningkatnva | Persentase |
Pemberdayasn | perempuan di 15,38 12 30 125
Perempuan lezislatif

Perhitungan capaian Persentase Perempuan di Legislatif
menggunakan metode pengukuran kritenia vang pertama Dart Tabel
3.13. di atas dapat dilthat bahwa target tahun terakhir indikator
kinerja Persentase Perempuan di Legislatif pada Renstra DP3AP2EKRB
diharapkan dapat tercapai 12 30%. Realisazi tahun 2025 vang tercapai
1538 dan menunjukkan pencapian sebesar 123% dan target tahun
terakhir Renstra 2021-2026. Capaian 1m sudah melebiln target akhir

Rensira.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaram 5 Tahun

Terakhir

Dalam kuwrun waktu 3 tahun terakhir. Persentaze
Perempuan di Legislatif terus menunjukkan peningkatan Dari tahun
2021 -2023 realisasi menunjukkan angka vang sama karena jumlah
perempuan di legislatif tetap (pemilithan umum anggota legislatif
periode 2019-2024) dan untuk tahun 2024-2025 realisasi
menunjukkan adanva peningkatan sebesar 4.61% (pemilithan umum
anggota legislatif pertode 2024-2029). Perkembangan Persentase
Perempuan di Legslatif dan tahun 2021-2025 dapat dilihat dan
gambar di bawah mni1:

Gambar 3 4

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan di
Legislatif
dart tahun 2021 s.d Tahun 2025

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Perkembangan Capaian Indikator Persentase Perempuan
di Legislatif tahun 2021-2025

20
2 15 _-""',_
= : 15_.
E 10 15.38
2 1077 1677 10.77
z 5
2021 ¥iirid 2023 2024 2035
s 5 (15 50 1077 10.77 077 1538 15.38

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional

Untuk Indikator Kinerja Persentase Perempuan di
Legislatif belum ada data pembandingnya dengan Standar Nasional.
g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ;

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menten: Keuangan
RI Nomeor 22/PMK 02/2021) -

I Tingkat Efisonsi= l:i?d:'f.'f}—ﬂ'__d-. 100%

(P4)
Keterangan :
PA : Pagu Anggaran
CK : Capaian Kinerja (%)
RA : Realisas: Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinerja Persentase
Perempuan di Legislatif, vartu -
(272.922.000x125%)—260.280.000

Tingkat Efisiensi = x 100%

(273.922.000)

= 30%

Anggaran vang disediakan dalam APBD/P tahun 2025
untuk pelaksanaan program kegiatan/sub kegiatan vang mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif
adalah sebesar Rp 273.922.000- dan terealisasi sebesar Rp

i ¢ Llaporan Kinerja Instanst Pemerintah (LK{IP) 2025 |;_:?7-é:z|
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260.280.000_- dengan capalan k_ine:rja masukan adalah sebesar
95,02%. Siza anggaran sebesar Rp 13.642.000.- (4.98%) berasal dan

siza  belanja makan minum_ belanja honoranum narasumber,
honorarium tenaga ahli dan sisa kontrak hotel.

Jika dibandingkan antara capatan Indikator Kinera
Persentase Perempuan di Legislatif 125% dengan paguo dan realisasi
anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 30%. Upava efisiensi
vang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinenja
Persentase Perempuan di Legislatif antara lain menggabung 2 kegiatan
menjad: satu kegiatan Untuk mengetabui berapa nilat efistens: dengan
formula perhitungan bertkut 11 -

Nilai Efisiensi =500 4 L2224 k“*;:f isiens) ¢ 50%

Keterangan:
Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%. nilai efisiensinva
adalah 0%, sedangkan lebih dann 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

(39%) ¢ 5094

Nilai Efisiensi = 50% +-——
= 51%
2. Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja Persentase
Perempuan dalam Pengambil Kebijakan pada tahun 2025 ditargetkan
12.30%. Penetapan target im didasarkan pada target vang telah
tercantum dalam dokumen Renstra 2021-2026 DP3APIKB

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Im

Tabel 3.14

Realizasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam
Pengambil Kebyakan Tahun 2025
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INDIKATOR ] i i
NO bk e . % KATEGORI
TARGET | REALISASI | cypijun
1 Perzentaze
preemprian dalam:: | o 5onal 23,08% 153 % | Sangat Tinggi
pengambil
| kebijakan

Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil

Kebijakan dengan target 13,09% tersalisasi 23 08% dengan capaian

1

53% termasuk kategori keberhasilan “sangat tingg1”. Target indikator

111 tercapai karena:

1

Adanva dukungan Pimpinan Daerah dalam peningkatan
pengarusutamaan gender, bahwa kepemimpinan perempuan harus
di setarakan dan tidak dibeda-bedakan dalam pemenntahan Hal
sesual dengan Peraturan Daerah Provins: Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2021 temtang Penvelenggaraan Umsan Pemberdayvaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Adanva peningkatan [PG dan DG sebagai bukti bahwa adanva

penmingkatan proses pembangunan gender di Sumatera Barat,
perempuan pengambil kebijakan sudah mencapai 23 08 % (12 OPD
dari 52 OPD) di tahun 2025 artinya konsep gender di Sumatera
Barat sudah terwujud dan tidak ada ketimpangan gender secara

signifikan

3. Perempuan sudah memiliki kemampuan dan keahlian dalam

memimpin di tingkatan Eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.
Tabel 3.15

Jumlah Eselon IT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025

No
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SEERETARTIAT DAERAH

=h

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH

BIF.O HUKUM

e i |

B[R_(} f{ESEJﬁH'I'ﬁRAﬁN RAKYAT

' BIRO PEREKONOMIAN

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BIRC OR.GANISASI

L=R LR R =

BIRO UMUM

[
s}

BIRO ADMINISTEASI PIMPINAN

 SEKRETARIAT DPRD

INSPERTORAT

BADAN EEFEGAWAIAN DAERAH

g__fgn—cg—-gl_l_

BADAN PENGEMBANGAN SUMBEER. DAYA
MANUSIA

e R e A R e el e Y e B P e B e - B 8

e e Ll L= Ll L L el el Ll L

15

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

[}

=N

=

16
17

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

'BADAN PENDAPATAN DAERAH

18

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

19

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

20

BADAN PENGHUBUNG

=R T

21

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

1.

22

DINAS PENDIDIKAN

23

DINAS KESEHATAN

24

DINAS SOSIAT

a5

DINAS TENAGA EERJA DAN TRANSMIGEAST

26

DINAS IINGEUNGAN HIDUP

o | e | et | |

27

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

28

DINAS PERHUEBUNGAN

DINAS KOPERASI USAHA KECI DAN
MENENGAH

oo o |ooo-o o|ooso o

el el B i el e L G e R e R R e

50

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

31

DINASKEBUDAYAAN

32

DINAS KETAUTAN DAN PERTEANAN

33

DINAS PETERNAK AN DAN KESEHATAN
HEWAN

34

DINAS KEHUTANAN

35

DINAS ENERGI DAN SUMBER. DAY A MINERAL

36

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

37

DINAS BINA MARGA, CIPTA EARYA DAN TATA
RUANG

0O DS O e Ol O

SR I e i e L

38

DINAS PERUMAHAN BAKVYAT EKEAWASAN
PEEMUEIMAN DAN PERTANAHAN

]

=

39

DINAS KEOMUNIEASI INFORMATIEA DAN
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STATISTIK

DINAS EEARSIPAN DAN PERPUSTARAAN

41

DINAS SUMBER DAY A AIR DAN BINA
KONSTEUKSI

42

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDATIAN
PENDUDUE DAN KETLUARGA BEERENCANA

(=
(=]

DINAS PANGAN

DINAS KEPENDUDUEKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

DINAS PEMUDA DAN OL AHEAGA

DINAS PARTWISATA

DINAS PEREEBUNAN, TANAMAN PANGAN
DAWN HORTIEULTUERA

o oD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BSDE. ACHMAD MOC'HTAR BUEITTINGGI

RSUD M NATSIR

ESITHBE SAANIN PADANG

} Ill

g R = I

B o=l~oo o (=0l oo
:g'ﬂlllll-ll-lb-l = e L — A i L

Sumber : BED Prov. Sumbar data per 12 September 2023

Dari Tabel 3.13 di atas menunjukkan jumlah Eselon I di
lingkungan Pemerintah Provinst Sumatera Barat adalah sebanyak 32
(Jumlah Jabatan Eselon II =30) dunana 12 pemangku Jabatannva

diantaranya adalah perempuan_

Jumlah Perempuan Pemangku Eselon [l
di Provinsi Sumatera Barat

x100 %
]nm}ﬁm IIdi ?rnﬁul Sumatera Barat

12 Orang
== SN N Xlﬂn
52 OPD

= 2308%

.-_..,._-\-
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Pada indikator Persentase perempuan  dalam  pengambil
kebyjakan, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan

menggunakan rumus vaitu :

. Realisasi
Capaian Kinerja = —————x 100%

Target

Untuk capaian kinerja Persentase Perempuan dalam

Pengambil Kebyjakan, vattu -
Capaian Kinerja = 2500 100%
apatan Kinerja = 15.09% x o

¢. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun imi
dengan Tahun Lalu
Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase
Perempuan dalam Pengambil Kebiyjakan tahun 2021 s d Tahun 2025

SASARAN | INDIRKATOR | .. TAHUN

NO | EINERIA KINER1A | BINERIA  "ogoq | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

1. | Meninglatiya | Pereentase Target 1200 | 1154 | 11,54 | 23 15.00

;“”h““—m“ perdslpuEn 8| (—eror e R | G188 23 25 73.08
ETEmpuan legislatif

Capaian (%) | 11691 | 18328 | 1993 | 10869 | 153

Perhitungan capaian Persentase Perempuan Pengambil
Kebyjakan menggunakan metode pengukuran kniteria vang pertama
Jika dilithat dani Tabel 3.16, capaian indikator kinerja Persentase
Perempuan Pengambil Kebijakan mengalami pemingkatan tertinggi
tahun 2023 sebesar 16,02 dan pada tahun 2024 terjadi penurunn
capaian sebesar 9061 dengan target vang dinatklkan dart 11.54%
{tahun 2023} menjadi 23% (tahun 2024).

-

iy = 55
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Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase
Perempuan dalam Pengambil Kebijakan tahun 2021 s .d Tahun 2025

Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Persentase Perempuan
dalam Pengambil Kebijakan

180 :
E 160
- L | R—— i Il —— e e it il
2021 202 2023 2024 2025

AXIS TITLE

Wtarget Wrealisasi | Wcapaian

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan
Tahun Ini dengan target Jangka Menengah vang Terdapat
dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.17

Perbandingan capaian kinerja Persentase perempuan dalam
pengambil kebiyjakan dengan Target akhir Renstra

]:"EE]'E' E_ﬂ- " : c@m-
No| Sasaan | IndikatorSasaran | Tahun2025 Tﬂ“‘ﬂg’; terhadap akhir
(*a) Renstra (%)

Menmgkatnval Perzentase
Pemberdayaasn perempuan dalam 2308 15,09 153
Perempuan penzambal kebijakan

Dari Tabel 3.17, di atas dapat dilihat bahwa target tahun
terakhir indikator kinerja Persentase perempuan dalam pengambil
kebtjakan pada Renstra DP3APIKB diharapkan tercapai 135.09%.
Realisasi tahun 2025 vaitu 23 08% dan menunjukkan pencapaian
sebesar 153%, artinya capaian sudah melebihu target akhir Renstra.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaram 5 Tahun

Terakhir
= - - - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
= M ™=
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Dalam kumn waktu 5 tahun ferakhir, Persentase
perempuan dalam pengambil kebiyjakan menunjukkan peningkatan
vang berfluktuatif dengan rata peningkatan sebesar 2 31%. Peningkatan
tertingg: terjadi di tahun 2022 sebesar 7.12 dan pada tahun 2025 terjadi
penurinan sebasar 1,92 Perkembangan realisasi Persentase perempuan
dalam pengambil kebyakan tahun 2020-2025 dapat dilihat dan grafik
d1 bawah 1m :

Gambar 3.6

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan
dalam Pengambil Kebyjakan Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Perkembangan Realisasi Indikator

Persentase Perempuan Pengambil
Kebijakan tahun 2021-2025

30

i
E 10 2308
E 16 il
&
b 0
201 200 2023 2024 2025
=L rzafizasi 14.03 2115 23 25 23.08

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar

Nasional

Pada sasaran Stategis II dengan [ndikator Persentase
perempuan  dalam  pengambil kebijakan belum ada data
pembandingnyva dengan standar Nasional.

. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dayva ;

Perhrtungan tingkat efisiens: (Peraturan Menten: Keuangan
RI Nomeor 22/PMK 02/2021) -

S Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ELR}H}J_J-U_Z_‘; |:’é‘3hz|
- - o
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Tingkat Efisiensi= 22c8 0446694

(P4l
Keterangan:
PA : Pagu Anggaran
CK : Capatan Kinerja (%)
A : Realisast Anggaran

Tingkat efisiens:1 untuk Indikator Persentase Perempuan
dalam Pengambil Kebiyjakan, yvaitu:

(622.967.000x153%)—612.742.000
(633.967.000)

Tingkat Efisiensi = x100%

= 36.33%

Anggaran vang disediakan dalam APBIYP tahun 2025
untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan vang mendukung
pencapatan Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil
Kebijakan adalah sebesar Rp 633.967.000. - dan terealisasi sebesar Rp
612.743.000 - dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar
96,65%_ Siza anggaran zebesar Rp 21.224.000- (3,35%) berasal dan
sisa belanja makan minum, belanja honorarium narasumber,
honorarium moderator, honorarium MC, belanja hadiah dan sisa
kontrak hotel.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinena
Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebiyjakan 153% dengan
pagu dan realisast anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar
56,35%. Upava efisiensi vang telah dilakukan dalam mendukung
pencapatan Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil
Kebijakan antara lain menggabung ? kegiatan menjadi satu kegiatan
Untuk mengetahui berapa nilai efisiens: dengan formula perhitungan
berikut 1m :

Nilsi Efisicnci= 50954 [ﬁ“'g"“fzf sienst) « 50%

-

i t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
-
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Keterangan:

=
-
"1

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang darn 20%, milai efisiensinva
adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinva adalah 100 %

Nilai Efisiensi= 509 +

= 51.5%

(56,35%)
20

x h0%

1. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnva

Pemberdavaan

Perempuan dengan Indikator Kinerja Persentase Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kera ditargetkan 37 55%. Target i
ditetapkan berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024).

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Im

Tabel 3.18

Derbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun 2025

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REATISASI

% CAPATAN

—

EATEGORI

Perzentaze
Sumbangan
Perempuan

37.55 %

37.83%

100.80

Sangat Tinggi

Indikator ij-:le:ja Persentase Sumbangan Perempuan'

dalam Pendapatan Kerja dengan target 37.53% terealizasi sebesar
37.85% dengan capaian 100.80% dan termasuk kategon “Sangat
Tinggi™. DP3APYKEB mencapai target ini dengan melakukan:

1. Mengadakan Bimbmgan Teknis

Peningkatan Ekonomi

Perempuan (PEP) dengan mateni peningkatan SDM dan Kapasitas
serta praktek keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner,
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souvenir, memjahit, anvaman membantik. akrlik. buat papan
bunga dan sulaman. Pemingkatan Ekonomi Perempuan mayoritas
untuk perempuan rentan’'marginal vang terdiri dan perempuan
Kepala Keluarga, perempuan Penyvandang cacat, perempuan
pemula usaha. perempuan pelaku industri Rumahan, perempuan
korban kekerasan perempuan putus sekolah, mahasiswi dan
lainnya. Kegiatan dilaksanakan agar dapat memberikan
sumbangan pendapatan bagi Keluarga melaln  Program
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maupun Program
Peningkatan Kualitas Keluarga. Jumlah Bimtek PEP tahun 2025
sebanvak 18 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 660 orang,
adalah sebagai berikut :
NO ASATL PESERTA JUMLAH JUMLAH JENIS
PESERTA | ANGKATAN | BIMIEK
(Orang) PEP
1 | Kabupten Dharmasraya 25 1 Kuliner
2 | Kabupaten Solok Selatan 25 1 Kuliner
3 | KotaPadang 165 3 Kuliner
4 | Kota Sawahlunto / 20 1 Euliner
| Stjunjung Tanah Datar |
5 | Kabupaten Pesisir Selatan 240 6 Kulmner
& | Kabupaten Agam dan Kota 100 2 Menjahit
Bukittinggi Kreast
Pakaian dan
Eecantikan
7 | Kabupaten Lima Puluh 25 1 Kuliner
Kota
JUMLAH a60 18

Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kena (Data

Realisasi Kinenja Tahun 2025 dan Indikator Kinega

Realizasi Tahun 2024) -

Tabel 3. 19

¢ Llaporan Kinerja Instanst Pemerintah (LK{IP) 2025
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Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pmtiapatan Kerna Tahun

2025
Persentaze Sumbangan

No PROV/KAB/KOTA Perempuan Dalam

Pendapatan Kerja
2 | Kab. Kepulauan Mentawai 31.24
3 | Kab. Pesisir Selatan 3431
4 | Kab. Solok 3967
5 | Kab. Syjunjung 2798
6 | Kab. Tanah Datar 36.07
7 | Kab. Padang Pannaman 31,00
8 | Kab. Agam 4037
9 | Kab. Lima Puluh Kota 28.98
10 | Kab. Pasaman 3985
11 | Kab. Solok Selatan 36,99
12 | Kab. Dharmasraya 26,94
13 | Kab. Pasaman Barat 37.90
14 | Kota Padang 35,08
15 | Kota Solok 36,21
16 | Kota Sawahlunto 28,73
17 | Kota Padang Panjang 4744
18 | Kota Bukittinggi 39,79
19 | Kota Payakumbuh 3968
20 | Kota Pariaman 32.42

Sumber : BPS diakses Tanggal 25 April 2025

Berdasarkan Tabel 3.19, Data dann Badan Pusat Statistik
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja untuk
Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 (Merpakan Hasil Realisast
2024 yang di rihis April 2025, dan 2025 nlis Apnl 2026) adalah
sebesar 37_835%. Dalam hal perhitungan, BPS hanva menvajikan data
dalam bentuk hasil persentase sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja, sementara untuk rumus perhitungannva tidak

.

Laporan

e
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Pada indikator Sasaran strategis [, tingkat Capaian
Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus vaitu -

Realisas

i
T“Eﬂx lﬂﬂ%

Capaian Kinerja=

Capatan Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam

Pendapatan Kerja tahun 2024 vaitu -
37,85%.

Capaian Kmnerja =———— x 100%
37,55%

=100.80 %

¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu
Capatan Indikator Persentase Sumbangan Perempuan
dalam Pendapatan Kerja Sasaran dibandingkan perkembangannva dan
capatan tahun 2021 sampai tahun 2025 akan memperlihatkan hasil
sebagaimana pada Tabel 320 benlout:

Tabel 3.20

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kena dan tahun 2021 5.d Tahun 2025

SASARAN TEA : TAHUN
NO | KINERJA BMER KINERJA S
2021 202Z 2023 2024 2025
1. | Meningkatnya | Persentase Target | 37.60 | 3760 | 3730 | 3758 | 37.35
Pemberdayaan | Sumbangan —— == =
Perempuan P Bealizasi 3757 37,43 37.58 3755 37.85
dalam Capai
Pendapatan 2Pia% | goo | 10075 | 99.92 | 108.69 | 100.30
Kerja (*e)
Perhitungan capaian Persentase Perempuan dalam
Pendapatan Kerja menggunakan metods pengukuran kriteria vang

= :-;-_
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pertama. Jika dilihat £ Tabel"'é'_zﬂ; Capaian Indikator Kinerja
Persentase  Perempuan dalam Pendapatan Kerja menunjukkan
peningkatan vang berfluktatif dengan rata penmngkatan sebesar 022, Pada
tahun 2023 terjadi peningkatan tertinggi untuk capaian Indikator

Kinerja Persentase Perempuan dalam Pendapatan Kerja sebesar 12
dan sedangkan penurunan terjadi di tahun 2022 sebesar 0.37.
Gambar 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase
Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kerja dari tahun 2021 s.d Tahun 2025

Perkembangan Capaian Indikator Persentase
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan
Kerja Tahun 2021-2025

120 93,92 10075 100,80
e
%0
=
8 3762 3?E~ﬂ =t 3?53—’-}'5 3755
= = il ii
0

Wtarget Wrealisasi Wcapaian

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan
Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat
dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.21

Perbandingan capaian kinerja Persentase Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kerja dengan target akhir Renstra

sz Capaian tahin
: Realizasi ;
. Indikator Target Akhir | 2025 terhadap |
No Sazaran < TahmfIﬂlS Renstra (%) Ihic B :
1 | Meningkatnya | Perzentaze
Pemberdayaan | Sumbangan
Pirigain 1;:]‘”"““ 37.85 37.35 100
am
Pendapatan
Eerja

3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ELR;LH' 2025 | _gé |
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Dari Tabel 3.21_ di atas dapat—dﬂihat bahwa target tahun terakhir Indikator
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kena diharapkan
tercapal 37 85%. Realisasi tahun 2023 vang tercapai 37 83%_ menunjukkan
pencapaian sebesar 100% dari target tahun akhir Renstra 2021-2026.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun
Terakhir
Dalam luron wakitu 5 tahun  terakhir.  Perzentasze
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kena menunjukkan
peningkatan vang berfluktuasi dengan rata pemingkatan sebesar 0.07.
Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 0.03 dan
penurunan tegjadit di tahun 2022 sebesar 0,14, Perkembangan
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun
2021-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah im:

Gambar 3 8
Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Persentase perempuan
dalam Pendapatan Kerja Tahun 2021 s.d Tahun 2023

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Perempuan dalam Pendapatan
Kerja dari tahun 2021 s.d 2025

95
FIE 9
=TT
= TE Tl
.5
374

373
T -

37 -B5

Persentase

201 202 e 2024 2025
e =11 3757 3743 3758 3755 3785

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini demgan Standar

Nasional
= - § - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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Pada sasaran Stategis I déﬂgan Indikator Persentase

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dapat dibandingkan
dengan Standar WNasiomal Capaian Realisasi indikator Sasaran
Strategis II dibandingkan dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

dapat dilihat pada Tabel 3.22 berkut

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sumatera Barat dengan

Realisasi Nasional tahun 2025
i KINER] REALISARI REALTSASI
o L s = PROV_SUMBAR NASTONAL
: Perzentaze Sumbangan
1 Perempuan dalam Pendapatan 37.33% 37.31%
. |Kega

Sumber : BPS diakses Tanggal 24 April 2025

Jika dilithat dart capaian realisasi Nasional, Provinsi
Sumatera Barat untuk Indikator Persentase Sumbangan Perempuan
dalam Pendapatan Kerja berada di atas realizsasi nasional. Imi berarti
tingkat perckonomian perempuan pada tahun 2025 semakin membaik
di Sumatera Barat dan akan mendorong peningkatan Indeks
Pemberdayvaan Gender (IDG). Meningkatnva Persentase Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kera terjadi karena meningkatnva
aktivitas ekonomi vang dilakukan oleh perempuan Hal im telah
sejalan dengan program dan kematan vang telah dilakukan melalui
Program Peningkatan Ekonomi Perempuan vang telah melatih ribuan

perempuan vang rentan secara ekonomi untuk mampu melakukan
aktivitas perekonomian vang dapat menunjang ekonomi rumah tangga
tanpa menghilangkan perannya sebagai thu rumah tangga.
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Amnalisis Penvebab Keberhasila anegagaian atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yvang
telah dilakukan

Dalam Pencapatan Target sasaran strategis I, pada ketiga

indikator di dukung oleh faktor-falctor vaitu :

Adanya dukungan Program Unggulan Pemenntah Provinsi
Sumatera Barat vaitu 100 ribu malleneal entrepreneur, women

entreprensur dan pelaku ekonomi kreatif.

Peraturan Daerah  Provinsti  Sumatera  Barat  tentang
Penyelenggaranan Ketahan Keluarga Nomor 17 tahun 2018 dan
Peraturan Daerah Provins: Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022
tentang  Penvelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Bidang

Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Analk

* Adanya peraturan perundang-undangan mengenai keterwakilan

perempuan 30% mengikuti pemilihan vmum.

Beberapa upava dilakukan dalam pencapaian kinerja im

diantaranya adalah-

-

=

Mengadakan Bimbingan Tekms Pemingkatan Ekonomi Perempuan
(PEP) dengan materi peningkatan SDM dan Kapasitas serta praktek
keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner. souvenir,
menjahit, anyaman, membantik, akrilik, buat papan bunga dan
sulaman. Peningkatan Ekonomi Perempuan mavorntas untuk
perempuan rentan’marginal vang terdin dan perempuan Kepala
Keluarga, perempuan Penvandang cacat, perempuan pemula usaha.
perempuan pelaku  mndustn  Rumahan, perempuan korban
kekerasan. perempuan putus sekolah, mahasiswi dan lainnva
Kegiatan dilaksanakan sebanyvak agar dapat membenkan
sumbangan pendapatan bagt Kelvarga melalli  Program

i t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
-
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Pemingkatan Kualwas Hidup Perempuan maupun 5:.:';n::rg:ram
Pemingkatan Kualitas Keluarga. Jumlah Bimtek PEP sebanvak 17
angkatan dengan jumlah peserta sebanvak 660 orang. Dengan
lokasi kegiatan di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

o Melakukan penguatan kelembagaan pemberdavaan perempuan
dengan mendorong lembaga kaukus perempuan politik. organisasi
perempuan dan serta  filantropt  terkast  Jumlah kegiatan
dilaksanakan sebanvyak 3 kali kegiatan dengan peserta 200 orang.

o Melakukan Pendampingan dan Advokasi serta Monitorig Evaluasi
kegiatan peningkatan ekonomi perempuan pasca pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan 1 angkatan dengan peserta sebanvak 43

orang.

Sedangkan Hambatan vang dihadapi diantarannya adalah:

* Adanva bencana alam vang melanda di Sumatera Barat, sehingoa
kegiatan Bimtek PEP dipindahkan ke daerah yang tidak berdampak
bencana sehingga sasaran awal tidak terwujud.

* DPeserta berkendala dalam pengembangan usaha lanjutan atau
membuat baru setelah pasca bimbingan teknis, kaema masalah
meodal, peluang usaha dan pemasaran produk. dan juga sebagian
ingin coba- coba untuk mencari peluang usaha

* Perubahan pola pokir bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga
sehingga terbatas pengembangan din dalam penmingkatan ekonomi
perempuan dalam bentuk kewirausahaan dan pengaruh budaya
lokal adat daerah.

* Perempuan pekerja masith lemah pengetahuan dan keterampilan
secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan
keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan
perempuan sebagail pengambil kebijakan.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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¢ Dukungan dan keluarga belum sepenuh. optimal dalam penmgkatan
ekonomi perempuan

¢ Belum optimalnya dukungan bagi perempuan kepala keluarga
sebagai tulang punggung ckonom: dalam rumah tangga serta
kewirausahaan perempuan.

» Faktor budaya dimana banvak dan perempuan bekerja vang
berhent: bekerja setelah memiliki Keluarga.

*» Belum optimalnya advokasi dan sosialisasinya program dan
kegiatan pemberdavaan perempuan secara menveluruh

Untuk menghadapi hambatan vang dihadap: tersebut maka
pada masa vang akan datang akan dilalukan beberapa upava antara

lain -

= Perlu pengembangan kewirausahaan baru perempuan dalam bentuk
digitalisasi pemasaran manajemen pengelolaan keuangan usaha
atau rumah tanggal serta pengelolaan keamanan pangan produk.

» Penyediaan anggaran vang Optimal untuk Program dan Kegiatan
Pemberdavaan perempuan

s Menyviapkan pilot projek terkait keberlangsungan bimtek dan
pelatthan  pemingkatan ckonomi perempuan dalam  bentuk
kerjasama dengan pihak per bankan atau lembaga kevangan
lamnya.

* Menviapkan dukungan digitalisasi pemasaran bagi kewiransahaan
perempuan vang belum tergolong UMKM dan masith industri
rumahan

® DPeningkatan SDM melalui TOT PUG dan PPRG bag: fasilitator
pemberdayaan perempuan di Kabupaten [ Kota di Sumatera Barat.

» Mendorong pthak swastalembaga non pemerintah serta lembaga
layanan pemberdayaan perempuan dalam pemingkatan kualitas
hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSr dan
budava politik perempuan.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025

= -*—-- ﬁ




DP3AP?RKEB PROVINST SUMATERA BARAT

2 - W
-
o

¢ Perubahan pola pokir bahwa perempuan sebagﬁi iﬁu rumah tangga
sehingga terbatas pengembangan diri dalam peningkatan ekonomi
perempuan dalam bentuk kewirausahaan dan pengaruh budava
lokal adat daerah.

* DPerempuan pekerja masih lemah pengetahuan dan keterampilan
secara umum_ kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan
keluarga dibandingkan kanr, serta paradigma terhadap keberadaan
perempuan sebagal pengambil kebijakan

* Dukungan dan keluarga belum sepenuh optimal dalam peningkatan
ckonomi perempuan

* Belum optimalnya dukungan bagi perempuan kepala keluarga
sebagai tulang punggung ckonom: dalam mumah tangga serta
kewirausahaan perempuan_

+» Faktor budaya dimana banyak dan perempuan bekega vang
berhent: bekerja setelah memiliki Keluarga.

* Belum optimalnya advokas: dan sosialisasinya program dan
kegiatan pemberdayaan perempuan secara menveluruh

Untuk menghadap hambatan vang dihadap: tersebut maka pada masa
vang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain -

= Perlu pengembangan kewirausahaan baru perempuan dalam bentuk
digitalisast pemasaran. manajemen pengelolaan keuangan usaha
atau rumah tanggal serta pengelolaan keamanan pangan produk,

= Penyediaan anggaran yvang Optimal untuk Program dan Kegiatan
Pemberdavaan perempuan

= Menviapkan pilot projek terkait keberlangsungan bimtek dan
pelatthan  pemingkatan ekonomi perempuan dalam  bentuk
kerjasama dengan pithak per bankan atau lembaga keuangan
lamnnva.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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s Menyiapkan dukungan digit.alisasi pemasaran .bagi. kewirausahaan
perempuan vang belum tergolong UMKM dan masih industn
rumahan.

* Peningkatan SDM melalu TOT PUG dan PPRG bagi fasilitator
pemberdayaan perempuan di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

» Mendorong pthak swastalembaga non pemerintah serta lembaga
lavanan pemberdayvaan perempuan dalam peningkatan kualitas
hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSr dan
budaya politik perempuan.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ;

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnva
Pemberdayaan Perempuan, diperlukan sumberdava vang memadar |
mencakup:

1. Sumber daya manusia vang berkompeten mendukung capaian
sasaran strategis Meningkatnva Pemberdavaan Perempuan

2. Sumber Anggaran yang memadai

3. Sarana dan Prasarana vang memadai

Adapun analisis atas efistensi penggunaan Sumber Daya
zasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

No| Kondisi Ideal | Kondisi saat ini | Kekurangan /Kelebihan Tindak Lanjut
1 2 3 -+

1. | Jumlah SDM | Jumlah SDM Masih diperlukan 1. Mengoptimalkan
yang yang penambahan SDM yang SDM vang ada
berkompeten | mendukung mempunyal Kompetenst | 2. Mengusulkan
dalam Einerja belum kelas jabatan formasi jabatan
Peningkatan cukup vang kosong ke
Pemberdavaan | (memadat). BED
Perempuan
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2. | Sumber Anggaran vang | Anggaran belum dapat Optimalisas
anggaran yvang | ada saat i mengakomodir secara anggaran untuk
dapat dapat di Maksimal kegiatan capaian mndikator
mendukung optimalkan pelatthan Bimtek untuk kinerja dan
capaian kinenja | untuk perempuan dalam Poliik, | berkolaboras:
mendukung Ekonomi dan Sosial dengan mstansi
capaian sasaran vertikal lembaga
strategis dengan terkait/organisasi
masyarakat dan
Jejaring terkait
dalam
pemberdayaan
perempuan
3. | Tercukupinva | Sarana dan Perlunya sarana dan Optimalisasi sarana
sarana dan prasarana saat prasarana vang memadal | prasarana vang ada
prasarana in1 belum seperti kendaraan serta pengounaan
utuk optimal untuk operasional untuk sapras tepat guna
mendukung mendukung pelaksanaan kegiatan
kinerja capaian kineja | Bimtek Peningkatan
Ekonomi Perempuan
Perhitungan tingkat efisiens: (Peraturan Menten Keuangan
RI Nomeor 22/PMK 02/2021):
lingkat Efisiensi = 222081000,
Keterangan:
PA : Pagu Anggaran
CK : Capatan Kinerja (%)
EA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinenja Persentase

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kenja, vaitu :

(614.906.000x100,20%)—592.856.000
(614.906.000)

Tingkat Efisiensi= x 100%

= 439%

Anggaran vang disediakan dalam APBIDYP tahun 2025
untuk pelaksanaan program kegiatan’sub kegiatan yang mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan
dalam Pendapatan Kerja adalah sebesar Rp 614.906.000- dan

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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terealisasi sebesar Rp 592.556.33‘]; dengan capaian. iﬁneija masukan
adalah sebesar 96.41%. Sisa anggaran sebesar Rp 22.050.000,-
(3.59%) berasal dari sizsa belanja belanja honorarmm narasumber,
honorarmum moderator. honorarium MC dan sisa kontrak hotel.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinera
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 100,80%
dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar
4.39%. Upaya efisienst vang telah dilakukan dalam mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan
dalam Pendapatan Kerja antara lain menggabung 2 kegiatan menjadi
satu, dan juga adanva kegiatan vang dilaksanakan melall Zoom
Meeting. Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula
perhitungan berikut 1

—
Nilai Efisiensi= 50% + 28 “’Z‘f Lsiensl) « 50%

Keterangan:
Jika tngkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%. nilai efisiensinva
adalah 0%, sedangkan lebih dar1 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %
(4, 39%)

Nilai Efisiensi= 50% +———=x50%
= 51%
Tabel. 3.23
Program dan kegiatan vang mendukung pencapaian mdikator Kinera
Sasaran II
N vy | Avweanay|  EREEAE
1 _ 2 3 4 5 6
A | PROGRAM 916.469.000 | 100 878.703.000 | 95.80
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
?- t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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400.697.000

100

374.530.000

93.47

Partisipasi Perempuan di
Bidang Polittk. Hukum.
Sosial dan Ekonomu
Kewenangan Provinsi

273922000

100

260.230.000

95.02

Advokasi Kebijakan dan
Pendampmgan Peningkatan
Partisipas: Perempuan
dalam Politik. Hukum.
Sosial dan Ekonomu
Kewenanogan Provinsi

126.775.000

100

114250000

g0.12

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layvanan
Pemberdavaan
Perempuan Kewenangan
Prising

515.772.000

100

504.173.000

9175

Advokasi Kebyakan dan
Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayvaan
Perempuan Kewenangan
Provinst

8.580.000

100

5.680.000

6620

Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Lembaga
Penvedia Layanan
Pemberdavaan Perempuan
Kewenangan Provins:

507.192.000

100

498.493.000

98.28

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

606.326.000

100

587.176.000

96.84

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
AMewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak
Anak Kewenangan
Provinsi

606.326.000

100

587.176.000

96.84

Pelaksanaan Komumilkas:,
Informas:, Edukast KG dan
Perlindungan Anak bagi

| Keluarga Kewenangan

799.000

100

799000

100
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Provinsi

2 | Pengembangan Kegiatan 605.527.000 100 586.377.000 | 96,84
Masyarakat untuk
Peninglatan Kualitas
Keluarga Kewenangan
Provinsi

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernvataan Kinerja
Anggaran sebesar Rp 1.322 795000 berada pada 3
kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan output sub kegiatan tercapai
sesual dengan target yang telah ditetapkan Pencapaian Sub
kegiatan vang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menumjang
pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.

3.3.3 Sasaran Strategis II1

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran
hak azazi manusia pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan Perempuan
sampai dengan sckarang masih sering mengalami berbagal bentuk kekerasan
dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budava, batk vang terjad: di
lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan
terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena
kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dan tindak
kekerasan vang dilaporkan Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebaga
dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025

o e e B




DP3AP?RKEB PROVINST SUMATERA BARAT

- -

perempuan. vang berakibat pada timbﬁlﬂ}ra dominasi dan diskriminasi
terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga
Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar
perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah
tangganyva dan juga merupakan jaminan dan Negara dalam memberikan
perlindungan kepada masvarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah
Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan
pendamping korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan
penanganan, pemberdayvaan perempuan atas korban kekerasan serta
meningkatkan efeknfitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan
terthadap perempuan. telah dilakukan upaya dan tindak lamjut atas
perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis
meningkatnya Perlindungan Perempuan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapatan sasaran
strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan maka ditetapkanlah satu
indikator vaitu Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk
perempuan vsia 18 tahun ke atas.

1. Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk
perempuan (usia 18 tahun ke atas)
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis [l Meningkatnya Perlindungan
Perempuan diukur dengan menggunakan indikator vattu Rasio
Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia
18 tahun ke atas) pada tahun 2025 ditargetkan 13. Penetapan target imi

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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berdasarkan tingginva kasus kekerasan ierhatiap perempuan dan

realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024).

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

Imi

Tabel 3.24
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis 111

Tahun 2025

Meningkatnyva
Perlindungan
Perempuan

Razio
perempuan
korban

15

1598

kekerasan  per
100.000
pendudok
perempuan
{nsia 18 tahun
ke ataz)

Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per
100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas) dengan target 15
terealisas: 15 98 dengan capaian 93 47 %, termasuk kategon keberhasilan
“Sangat Tinggi™.

Indikator Sasaran Rasio Perempuan Korban Kekerasan per

100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas) dapat diperoleh
dengan formula penghitungan

' Rasio perempuan korban kekerasan per Iumlah Perempuan Korban

100.000 penduduk perempuan (usia 18 _ Eekerasan =z 100.000
Usia 18 Tahun keatas di Provinsi
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" Tabel 3.25

Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terthadap Perempuan di Provins:

Sumatera Barat

Tahun 2023

1 | Mentawai

2 | Pesisir Selatan 3 10 18 3 1 32

3 | Solek 22 6 8 22
4 | Syjunjung 14 5 1 14

5 | Tanah Datar 23 3 14 5 1 23

6 | Padang Pariaman 7 4 2 1 7

7 | Agam 18 5 ) 3 2 19

8 | Lima Puluh Kota 7 3 4 7

9 | Pasaman 3 2 1 3
10 | Solok Selatan 6 3 3 6
11 | Dharmasrava 43 4| 30 13 47
12 | Pasaman Barat 31 9 21 2 32
13 | Kota Padang 33 16 15 2 1 34
14 | Kota Solok 24 6 15 2 24
15 | Kota SawahLunto 6 4 1 6
16 | Kota Padang Panjang 3 2 g 2
17 | Kota BukitTingg 19 3 13 2 19
18 | Kota Payakumbuh 22 3 16 2 22

19 | Kota Pariaman 8| 3| 3| 4 10
Total 327 92 | 187 49 3 336
Sumber Data: Aplilasi SIMFONI PPA-KPPPA RI, Diakses Tanggal 19 Januari 2026
Tabel 2.26

Data Perempuan TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
No Unit/Instansi Jumlah Perempuan TPPO/Trafficking |
1 _ E

TOTAL 0

Sumber Data: Aplikasi SIMFONT PP4A-KPPPA RI, Drakses Tanggal 19 Januari 2026

; -
=
=

Laporan

_ =
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Tabel 3.27
Data Jumlah Pendouduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
e Penduduk Usia 18- 60 | Penduduk Usia > 60
Wilayah Tatmpatet/Kom b it
i Laki-Laki | Perempuan | Lalka-Laki | Perempuan
1 2 3 4 5 6
1301 | Kabupaten Pesisir Selatan | 158.717 155.513 30.358 37.722
1302 | Kabupaten Solok 123.138 119.834 22.627 28.676
1303 | Kabupaten Sijunjung 75333 73.621 12.488 14.563
1304 | Kabupaten Tanah Datar 113.254 109.163 28.357 35.696
1305 ?al?“m Padang 137.760 129.127 26.563 37.584
1306 | Kabupaten Agam 155.482 149.422 36.001 47419
1307 gi"’m Lima Puluh 120.830 117.978 25.284 33.299
1308 | Kabupaten Pasaman 94247 |  91139|  14826| 19702
1309 fmr Kapuianian 31.348 28.701 3.983 4.080
1310 | Kabupaten Dharmastaya 75.425 73.745 10.845 11.282
1311 | Kabupaten Solok Selatan 55.308 33467 8.319 9.446
1312 | Kabupaten Pasaman Barat | 136.224 134.693 17308 21.550
1371 | Kota Padang 285.006 286.585 51.198 61.656
1372 | Kota Solok 25.860 25.705 3.680 4307
1373 | Kota Sawahlunto 20.665 20.075 2.924 3715
1374 | Kota Padang Panjang 19.453 19.011 2.924 3.715
1375 | Kota Bukittingzi 42712 42539 6.796 8.003
1376 | Kota Payakumbuh 45240 44289 7.449 8.920
1377 | Kota Pariaman 32.043 30.234 4.924 5.814
SUMATERA BARAT | 1748047 | 1704841 316854  398.149
Total Penduduk Perempuan Usia 18 -

Tahun Keatas 2.102.990

Sumber Data: DEB I Tahun 2025 Disdukcapil Prov. Sumbar
Dari Tabel 3.23. Tabel 3.24 dan Tabel 3235 didapatkan

- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2025

- Jumlah perempuan TPPO

data sebaga1 benikut:

Orang

Orang

Ly =
- =
. - ==
m

L

= 336

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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Total 336
Ora:;g

- Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas =  2.102.990
Orang di Provinzi Sumbar
Maka Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000

penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas adalah:

Rasio Perempuan Korban Kekerasan 336
per 100.000 Penduduk Perempuan 2.102.990

x 100.000

Usia 18 Tahun ke Atas _
15.98

Pada indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000
penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas, tingkat Capalan Kinenja
Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yartu:

. Zxtarget) — Realisasi
‘Capaian Kinerja = ¢ e mlx 10024

Targ_;et

Rumus mi digunakan apabila semakmn tinggi realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja vang semakin rendah, atan
sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin
baik, artinva semakin berkurangnya angka realisas: Rasio perempuan
korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan uvsia 18 tahun ke
atas maka semalun berkurangnva Kekerasan terhadap perempuan di
Sumatera Barat.

Capatan Kinerja Indikator indikator Rasio perempuan
korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke
atas adalah:

Capaian Kinerja = (2x15)-1598x 100 %

15
= 893.47%




DP3APZKEB PROVINSI SUMATERA BARAT

=] --:'-
a1

Tahun ini dengan Capailan Kinerja Tahun Lalu

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Rasio perempuan
korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan vsia 18 tahun ke
atas menggunakan metode pengukuran krteria vang kedua Artinva
semakin kecil realizasi, semakin batk capaian indicator kinenjanyva
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, capaian Indikator Kinena Rasio
perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia
18 tahun ke atas terus mengalami penununan, rata-rata sebesar 21,32
Penurunan tajam terjadi pada tahun 2024 sebesar 4454
Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2023-2025 disajikan pada
Tabel 3 28 dan juga grafik berikut:

Tabel 3.28

Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis 11

Tahun 2021-2025

7 TAHUN

NO TRDIETOR EINERJA

KINERJA 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

1. | Rasic perempuan Target 44 20 | 19 13,2 15
korban kelkerazan per —— — 3

100.000 penduduk Eealizazi 4] 11,75 | 132 15,05 1598
perempuan (paia 18 : 2

v el Capaian (%%) | 17954 | 141,35 | 14133 2508 | 0347

Gambar 3.5

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban
Kekerazan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas) dan tahun

2021 s.d Tahun 2025

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Rasio Perempuan Korban kekerasan per
100.000 Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun ke

Atas tahun 2021-2025

200
2021

2022 2023 2024 2025

Htarget @ realisasi @ capatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja snmpa.i. d.engan.'.i'-afmnnll-l}
dengan Target Jangka Menengah vang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.29
Perbandingan Realisast Indikator kinerja Sasaran Stategis [11 dengan
target akhir Eenstra
- Capaian =d 2025
Realizazi .
% : j Target Akhir Terhadap target
No | Indikator Kinerja Tahun - 5 ihir B '.r
2025
(%)
1. Rasio perempuan
Iorban kekerazan per
100000 penduduk 15.08 12 67
perempuan (usia 18
tahun ke atas )

Dari Tabel 3.29, di atas dapat dilihat bahwa target tahun
terakhir indikator kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per
100000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas pada Renstra
DP3APYKB diharapkan tercapar 12. Realisasi tahun 2025 vang
tercapai 1398 menunjukkan pencapaian sebesar 67% dan target akhir
Renstra 2021-2026. DP3APJKB optimizs dapat mencapai target
tersebut di tahun 2026.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun
Terakhir

Dalam kvurun waktu 5 tahun terakhir, Realisas: Indikator
Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk
perempuan usia 18 tahun ke atas menunjukkan terus mengalami

peningkatan_ artinya target vang telah ditetapkan tidak terealisasi,
karena seharusnva realisasi berbanding terbalik dengan target
Semakin  kecil realisasi semakin baik capaian indikatornya
Peningkatan tertingg: terjadi di tabun 2022, vaitu sebesar 2,73 dan
terendah sebesar 0,93 di tahun 2025, Perkembangan Rasio Perempuan
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Korban Kekerasan per 100.000 pen&udtﬂc perempuan usia 18 tahun ke
atas dari tahun 2021-2025 digambarkan melau grafik di bawah ini -
Gambar 3.9
Perkembangan Realizasi Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban

Kekerazan per 100.000 Penduduk Perempuan {(usia 18 tahun ke atas) dan
tahun 2021 5.d Tahun 2025

Perkembangan realisasi dari tahun 2021

s.d 2025
18
16 1598

14
13
10
8
6
4
r )
0

2621 2022 2023 2024 2035

— 52012250 2 1173 133 15.05 1508

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional

Secara Nasional belum ditemu publikasinyva indikator

Fasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan

usia 18 tahun ke atas.

. Analisis Penyvebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang
telah dilakukan

Dalam  Pencapaian  Sasaran III  Memngkatnva

Perlindungan Perempuan dipengaruhi oleh faktor di antarannva :

s Dengan adanva dinas vg melavani ususan khususnva vg terkait
pengaduan dan pendampingan masyarakat sehingsa masavarakat
menjadi tahu tentang adanva umit pelavanan pengaduan vyang

melayam kasus kekerasan dan tempat pengaduan, salah satu
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unitnva adalah UPTD PPA tapi juga ada selain UPTD yaitu LPA
dan Unit PPA di kepolisian

Terjalinnva Koordinasi antar lembaga Lavanan perlindungan
perempuan dan Anak

* Adanya peningkatan Sumber Dava Manusia pada lembaga Lavanan

PPA Provinst dan Kabupaten/Kota

Adanya koordinasi dan kerjasama vang baik dengan DPPPA
Kabupaten'Kota, LSM. Kelompok Profesional dan Mahasiswa
dalam sosialisasi Pencegahan, Layanan dan Penanganan Kasus

Beberapa upaya vang dilakukan dalam pencapaian kinerja

11 diantaranya adalah-

Memingkatkan upava pencegahan kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO melalni Sosialisasi, Workshop dan Bimtek
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di KabupatenKota
serta melakukan rapat koordinasi TPPO Tingkat Provins:
Melakukan Pembinaan dan Penguatan terhadap Lembaga layvanan
perlindungan perempuan

Melakukan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia lavanan
Perlindungan perempuan

Meningkatkan kapasitas petugas lavanan perlindungan perempuan
dan anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui pelaksanaan
Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Mediasi Kasus serta Bimtek
pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA
Menyiapkan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator
bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator vang
diadakan Pusat Pelatthan Pengembangan Pendavagunaan Mediast
Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagat

lembaga lavanan Perlindungan Perempuan dan Anak
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Melaksanakan 6 ﬁmgs.i layanan UP'ID PPA_. antara la;u:l i.ayaﬂaﬂ

Pengaduan Masyarakat, Lavanan Pengelolaan Kasus. Layanan
Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layvanan Rumah
Perlindungan dan Layvanan Pendampingan

Melaksanakan Layvanan PUSPAGA sebagai “One Stop Service/
Lavanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Intepratif Berbasis Hak
Melakukan skrining kekerasan,

Hambatan vang dihadapi dalam mencapai target Indikator

Kinerja Memingkatnva Perlindungan Perempuan adalah:

Belum optimalnya upayva pencegahan kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO

Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas program antar OPD
dan Instansi vertikal dalam upava pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Masih ada peserta Bimtek wvang ditugaskan bukanlah Petugas
Layvanan Perlindungan Perempuan dan Analc.

Sering tenjadi rotasi petugas lavanan vang telah mendapatkan
pelatthan sehingea koordinasi kasus antara UPTD PPA Prowvinsi
dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala

Kemampuan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA
dalam pelatithan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga
hanya 2 orang SDM UPTD PPA vang bisa mengikuti pelatihan
dimaksud.

Belum seluruh lapisan masvarakat mendapatkan sosialisasi tentang
keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru sebatas
media sosial sehingga tidak menventuh lapisan masvarakat,
terutama masyarakat yvang tidak terpapar teknologi dan media
sosial.
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UPTD PPA belum memiliki 1&1’1;.33 ahli vang mendui-ﬁmg ié}fanan
perlindungan perempuan dan anak seperti tenmaga Psikolog dan
Advokat.

Belum memiliki tenaga ahli vang mendukung layanan PUSPAGA
Rendahnva pendidikan dan pemahaman perempuan mengenat hak-
haknya serta paradigma masyarakat mengenai kekerasan terhadap
perempuan vang dianggap sebagai urusan pribadi masmmg-masing
sehingga apabila terjadi kekerasan banyvak dan masyvarakat vang
enggan memberikan pertolongan.

Untuk menghadapi hambatan yag dihadap: tersebut maka

pada masa vang akan datang akan dilakukan beberapa upava antara

lain:

Mengoptimalkan upava pencegahan kekerasan terhadap anak
melalut koordinasi dan pelayanan terpadu dan bermitra jejaring
atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas
Program)

Mengoptimalkan upava pencegahan dan penanganan kasus
kekerasan dengan cara:

a. Mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan

b. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA

Perlu dipertegas lagi di dalam surat undangan kegiatan tentang
Kriteria peserta pelatthan

Perlu dilakukan advokas: kepada Dinas PPPA Kab/Kota supava
penggantian petugas layvanan dapat dilakukan jika sudah
menduduk: jabatan untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi rotasi

petugas lavanan maka petugas layanan wvang lama wajib
melakukan transfer knowledge kepada petugas vang baru.
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¢ Mengusulkan tambahan anggaran untuk keikutsertaan dalam
pelatihan mediator bersertifikasi.

¢ Melaksanakan sosialisasi melalm media informasi yang mudah
diakses masvarakat, seperti: Baliho, Leaflet. Iklan Radio dan Surat
Kabar, dan Media Sozial

¢ Melaksanakan sosialisasi melalui pocast untuk memperkenalkan
UPTD PPA kepada masyarakat luas.

* Mengajukan usulan Anjab ABK untuk memenuhli kebutuhan
tenaga ahli

¢ Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan lembaga’instans: terkait
(Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penvediaan Jasa Ahli
untuk Pendampingan korban.

* Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog yvang tergabung
dalam HIMPSI Sumbar dalam memberikan lavanan konsultasi
psikologi.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Memngkatnya
Perlindungan Perempuan, diperlukan sumberdava yang memadai |
mencakup:

1. Sumber daya manusia vang berkompeten mendukung capaian
Meningkatnva Perlindungan Perempuan.

2. Sumber Anggaran yang memadai

3. Sarana dan Prasarana vang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi pengunaan Sumber Dava sasaran
Meningkatnya Peelindungan Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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No | Kondisi Ideal Kondisi saat ini lflﬁl“;ﬁ Tindak Lanjut
1 2 i 3 ‘ 4
1. | Jumlah SDM Jumlah SDM yang | Masih 1 Mengoptimaltkan
yang mendukung Kinenja | diperlukan SDM vang ada
berkompeten belum cukup penambahan 2. Mengusulkan
dalam {memadat). SDM vang formas: jabatan
Peningkatan Dimana tidak ada | mempunyat vang kosong ke
Perlindungan pejabat fungsional | Kompetensi BED
Perempuan. Penggerak kelas jabatan.
?imﬂiﬂuam Swadaya
el El’EkEﬁ'
g?ik;i; g t;-:tampﬂ iﬁzyﬂg paca
Afl Vi 5
oantuk menangan Perlindungan Hak
kasus kekerasan Perempuan dan
terhadap Anak dan bEl'IIﬂl
perempuan _ ada Tenaga Ahli
(Psikolog dan
Advokat) untuk
penanganan kasus
2. | Sumber Anggaran yang ada | Anggaran belum | Optimalisasi
anggaran yang | saat i belum dapat anggaran untuk
dapat optimal untuk mengakomodir | capaian indikator
mendukung mendukung capaian | secara maksimal | kinerja dan
capaian kinerja | sasaran strategis untuk kegiatan | program daerah
Sostalisasidan | melalu
advokasi dalam | Kolaborast
pencegahan PENTAHELTX.
kekerasan
terhadap
perempuan
3. | Tercukupinya Sarana dan Perlunya sarana | Optimalisasi sarana
sarana dan prasarana saat im dan prasarana prasarana yang ada
prasarana untuk | belum optimal vang memadat serta penggunaan
mendukung untuk mendukung | sepertt kendaraan
kinerja capatan kinerja kendaraan operasional,
operasional disamping usulan
untuk pengadaan
penjangkauan kendaraan
kasus korban operastonal
kekerasan
Perhitungan tingkat efisiens: (Peraturan Menten Kevangan
RI Nomeor 22/PMK.02/2021) -
= = % (PAxCH)—RA
Tingkat Efisiensi = T 100%
? *—r_ """"

=“m

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Keterangan :
PA  :Pagu Anggaran
CK  :Capaian Kinerja (%)
RA  : Realisasi Anggaran

Tingkat efisienst untuk Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban
Kekerasan per 100 000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas), vaitu -

” . - 1.048.577,000493,47%;)—844.008.976
Tingkat Efisiensi= ¢ = ) x100%

(1.048.577.000)

= 12.97%

Untuk mengetahui berapa nilai efisienst dengan formula perhitungan
berikut 1m :

Nilai Efistensi= 50% +

(tingkat efisiensi) :
. x 50%

Keterangan :
Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dan 20%, nilai efisiensinya adalah
(%0, sedangkan lebih dari 20 %, mlai efisiensinya adalah 100 %

Nilai Efisiensi= 50% -+ 5%—?3}: 50%

= 50.32%

Anggaran vang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan vang mendukung pencapatan
Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000
Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas) pada APBD Provinsi: Sumatera
Barat pada tahun 2025 sebesar Rp 980.211.000.- dan DAK Non Fisik PPA
pada tahun 2025 sebesar Rp 68.366.000,- dengan total anggaran sebesar
Rp.1.048.577.000.- dan terealisas: sebesar Rp 844.098.976.- atau 80,50 %.
Sisa anggaran sebesar Rp 204.478.024 - (19,50%), berasal dari sisa belanja
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tenaga ahli layanan puspaga  sisa dana DAK seperﬁ belanja _;as.a tenaga

kesehatan, lavanan medikolegal, jasa tenaga labor, jasa bantuan hukum, sisa
belanja sewa rumah perlindungan_ sisa belanja lembur, sisa belanja makan

minum_ honor narasumber dan belanja bimbingan teknis.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Rasio
Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18
tahun ke atas) 93 47% dengan pagu dan realisast anggaran diperoleh tinglat
efiziensi sebesar 12 97%.

Tabel 3.30

Program dan Kegiatan vang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Rasio

Perempuan Korban Kekerasan per 100000 Penduduk Perempuan
(usia 18 tahun ke atas)

REALISASI

et

FISIK

)

o

£

i

¥

%

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEEEMPUAN

1.048.577.000

100

544;@8,9?&

80.50

| Pencegahan Kekerasan

terhadap Perempuan yang
melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah

| Kabupaten/Kota

20,280,000

100

1

15,150,000

T4.70

Eoordinasi dan Sinkronisasi
Pelakzanaan Kebijakan
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerazan
terhadap Perempuan

| Kewenanzan Provins
| Penyediaan Layanan

Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah

| Kabupaten/Kota

20,280,000

77.546.000

100

100

15,150,000

38,229,376

7470

49.30

Penvediaan Lavanan
Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Daerah
Provins dan [intas Daerah
KabupatenKaota [CPTD)

9_180,000

100

6,122.000

66.69
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2 | Koordinasi dan Sinkronisasi 68,366,000 100 32,107.876 | 46:96
Pelaksanaan Penyvediaan
Layanan Bujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenancan
Provinsi [UPTD)

I  Penguatan dan 850,751.000 100 790,719,100  83.17
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
EKewenangan Provinsi

1 | Penvediaan Kebuotuhan 751,000 100 740,000 | 98.54
Spesifik bagi Peremypuan
dalam Sitnasi Darurat dan
Eondisi Khusus

_ Kewenangan Provinsi

2 | Penguatan Jejaring Antar 030,000,000 100 789,970,100 | 83.16
Lembaga Penvedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi dan
Lintaz Daerah

| Kam_EatEﬂ.’Knta

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian pernvataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 1.048.577.000.- berada pada 3
Kegiatan dengan 5 sub kegiatan. Semua output sub kegiatan tercapai

sesuai target vang telah ditetapkan Pencapaian sub kegiatan yang
dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran

strategis Menmingkatnya Perlindungan Perempuan.

3.3.4 Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menjadi dasar
dalam penyvusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan

= - - —
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pembangunan pemenuhan hak anaic bag pemerint:s.z-h pusm-: maupun
daerah sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui
program,_ kegiatan maupun kebijakan vang efektif dan efisien

IPHA menjadi indikator vang menggambarkan pencapaian
pembangunan Pemenuhan Hak Anak vang memjadi acuan dalam
perencanaan. kebijakan, program dan kegiatan sekaligus sebagai
monitoring dan evaluasi terhadap upava-upaya yvang telah dilakukan
dalam mewujudkan Provins: Lavak Anak (PROVILA) dan Indonesia

Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030

Pada tahun 2024 untuk capaian KabupatenKota Lavak

Anak (KLA) Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan peringkat

Provinsi Layvak Anak (PROVILA) dengan rincian capaian

Kabupaten/Kota sebagat berikut -

a, Peringkat Utama  : 1 (satu) daerah vaitu Kota Bukittingg:

b. Peringkat Nindva : 6 (enam) daerah vaitu Kab. Agam. Kab.
Padang Panjang, Kota Padang, Kab Pasaman Barat, Kota
Sawahlunto dan Kota Solok

c. Peringlkat Madya : O (sembilan) daerah vaitu Kota Paniaman,
Kab Tanah Datar, Kab. Pestsir Selatan. Kab. Padang Panaman,
Kab Pasaman Kota Payalumbuh, Kab Lima Puluh Kota Kab
Dharmasrava dan Kab. Stjunjung

d. Peringkat Pratama : 3 (tiga) daerah Kab Mentawai. Kab_ Solok
dan Kab. Solok Selatan

Capalan 1 menunjukkan komitmen kuat Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat bersama pemenntah kabupaten/kota dalam

mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam kebyakan

pembangunan daerah = Keberhasilan tersebut tidak  hanva
mencerminkan keseriusan pemenntah dalam melindungi dan
memenuhi hak anak, tetap: juga menjadi bukti adanya sinerm antara

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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pemerintah_ masyarakaf, duma usaha dan ”lEtﬁl.:)aga sm*&;ciéy‘a

masvarakat.

Kedepan, tantangan wang dihadapi adalah bagaimana

mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut agar seluruh
kabupaten'kota dapat naik ke perningkat vang lebih tingg: Hal mm
memerlukan:

Penguatan kelembagaan vang berfokus pada pemenuhan hak
anal

Peningkatan kualitas lavanan dasar sepertt pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial

Partisipasi aktif masvarakat dan keluarga dalam mendukung
tumbuh kembang anak.

Kolaborasi hintas sektor untuk memastikan settap anak
memperoleh haknya tanpa diskriminasi.

Dengan strategi vang terarah dan dukungan semua pihak,

Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi salah satu provinsi
percontohan dalam mewujudkan Indonesia Lavak Amak (IDOLA)
2030, sekaligus memperkuat posis1 sebagai daerah yang ramah, aman,
dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3. 31
Target Kinerja Sasaran Strategis [V Tahun 2023

INDIKATOR
NO SASARAN STRATEGIS KINERTA TARGET
1 | Meninglkatnya Pemenuhan Indeks Pemennhan Hak 6042
Hak Anak Anak

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
m ==
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Sasaran Strate-gis IV Menj:ngkafﬂya Pemenuhan Hak Anak

dwkur dengan Indikator yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

Pada tahun 2025, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) ditargetkan

60,42 Penetapan target 11 berdasarkan realisasi tahun sebelumnya

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun
Ini

Tabel 3.32
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinenja Indeks
Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025
KINERJA
No | TR = KATEGORI
TARGET | REALISASIL CAPAIAN
1. | Indeks Pemenuhan |
Halk Anak 60,42 6257 113 49 Sangat Tinggi

Indikator Kinega Indeks Pemenuhan Hak Anak di tahun
2025 ditargetkan 6042, terealizast 6837 dengan tingkat capaian
113 49% termasuk kategon keberhasilan Sangat Tingg1

PHA = Y= (Wj X Indeks K )

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) a Indeks vang
mengogambarkan capaian pembangunan pemenuhan hak anak pada
suatu daerah vang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan
intervensi dalam penyusunan perencanaan program. kebyakan dan
kegiatan serta bahan evaluasi atas dampak kebijakan vang telah
diterapkan. Untuk menghitung Indeks Pemenuhan Hak Anak (TPHA)
dapat diperoleh dengan rumus:

Keterangan:

S Laporan Kinerja Instansi Pemerintah fmﬂ:’.}ﬁﬂz_‘;
F .
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IPHA = Indeks Pemenuhan Hak Anak
W = Bobot Kluster ke-j

Indeks K; = Nilai Indeks Kluster ke

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) terdini dari 4
Kluster vaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan.

2. Lingkunpgan keluarga dan pengasuhan alternatif.

3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

4. Pendidikan_ pemanfaatan waktu luang_ dan kegiatan budava.

Sedangkan bobot Kluster IPHA adalah nilai persentase
vang diberikan pada masing-masing kluster hak anak untuk
menentukan mlai total IPHA. Umumnya, IPHA terdin dan 4 kluster.
di mana bobot tiap kluster dapat berbeda tergantung pada kebijakan
dan evaluasi Kabupaten Fota Layvak Anak (KLA).

Pada tahun 2024 Sumatera Barat memperoleh nila1 -

TAHUN 2024
IndeksD1 | IndeksD2 | IndeksD3 IndeksD4 | IPHA
Hak Sipil dan Lingkungan Kesehatan Pendidikan,
Kebebasan Keluarga dan Dasar dan Pemanfaatan
Pengasuhan Kesejahteraan = Waktu Luang dan
Alternatif Kepiatan Budaya
81,620 63,820 61,220 69,350 68,570

Tingkat capaian kinerja indikator Indeks Pemenuhan Hak
Anak dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu -

N Lacores Kincria Instanei Pomeriatsh (LKGIP) 2025
iy
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Maka capaian kinerja indikator Indeks Pemenuhan Hak
Anak adalah:

Capatan Kinerja= 68.57 x 100%
60.42

=113.49%

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu
Tabel 3.33

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Indeks
Pemenuhan Hak Anak Tahun 2021-2025

SASARAN INDIK A TAHUM
NO KINERJA KD]ER?ER EINERIA =
2021 022 2023 2024 2025
1. Meningkatnyva | Indeks Target 64.73 6523 3063 61,50 G 42

Pemennhan Pemenuhan

e e Realizasi | 66,15 | 35964 | 6137 | 60,42 | 6857

Capaian (%) | 102,10 | 92,14 | 102,92 | 9824 | 11349

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menjadi indikator
kinerja sasaran baru bagi DP3AP2KB Provinst Sumatera Barat di
tahun 2022, dimana pada tahun 2020 dan 2021 indikator kinerja
sasaran merupakan capaian KLA. Perhitungan capaian Indeks
Pemenuhan Hak Anak mengounakan metode pengukuran krntena
vang pertama Capaian Indikator Kinena sebesar 113.49%
menunjukkan ketercapatan target vang direncanakan Perkembangan
capaian Indikator Kimenja Indeks Pemenuhan Hak dari tahun 2021-
2025 disajikan pada grafik di bawah 1n1-

::f‘-._-
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Gambar 3.10
Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Indeks
Pemenuhan Hak Anak Tahun 2021-2025

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun
2021 s.d tahun 2025

10218 82 14 9824 11349

W64 72 EETH ﬂﬂiﬂ su-;z 5‘1
i ll ﬁ'

Etarget wmrealisasi W capaian

Dan grafik di atas terlthat capaian Indikator Kinera
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) selama 3 tahun terakhir
mengalami peningkatan vang berfluktuasi rata-rata sebesar 2.83.
Peningkatan capaian indikator tertingm terjadi pada tahun 2023
sebesar 15,25 dan capaian terendah terjadi di tahun 2022 vartu terjadi
penurunan sebesar 10,03 dari tahun sebelumnya.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini
dengan Target Jamgka Menengah vang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaitan Realizasi Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak
berdasarkan target Renstra DP3APJKB Tahun 2021-2026 dapat
dilihat pada tabel 3 34 berikut:

Tabel 3.34

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan
Hak Anak dengan target akhir Renstra

Realisasi Target Akhi Capaian 5id 2023

No | Indikator Kinerja Tahun 2025 Ren:
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1 Indeks Pemenuhan
Hak Anzk

68.57 65,95 103,97

Dan Tabel 3.34. di atas dapat dilihat bahwa target tahun
terakhir Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak pada Renstra
DP3APZEB diharapkan tercapait 63.95. Realisasi tahun 2025 wyang
vang tercapat 6857 menunjukan pencapaian sebesar 103 97 Eealisast
sudah melebihi Target akhir Renstra DP3APYKE artinva target akhir
Renstra telah tercapai di tahun 2025

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun
Terakhir

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indeks Pemenuhan
Hak Anak menunmjukkan peningkatan realisasi vang berfluktuatif
dengan rata-rata pemngkatan sebesar 0.61. Peningkatan tertinggi
terjadi tahun 2025 sebesar 8,15 dan penurunan realisas: tertingg: pada
tahun 2022 sebesar 6 31. Perkembangan Indeks Pemenuhan Hak Anak
dan tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik di bawah ni:

Perkembangan rea[kasq dari tahun 2021 s.d

2025
bl 68.57
£5
&0
55 .
2021 2022 2023 2024 2025
—8—rcalicasi 6615 S9.64 6137 60.42 6B5T

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional

Dilihat dan tingkat capaian IPHA secara nasional. IPHA

Provinsi Sumatera Barat (68,57) berada dibawah IPHA Nasional dan

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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berada pada posisi ke-14 di Indonesia. Capaian IPHA nasional pada
tahun 2025 sebesar 68.87.
. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atan

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi vang
telah dilakukan

Dalam pencapaian IPHA terutama pada klaster IV tdak
terlepas dani adanva kondisi pandemi Covid 19 vang mengharuskan
anak ontuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya di rumah Oleh karena
1, persentase anak yvang mengikuti berbagai kegiatan di luar terkant
dengan pendidikan, pemanfaatan waktu lvang, kegiatan budava
maupun hak kebebasan seperti mengikuti kegiatan organisasi, kursus,
kegiatan ekstrakurikuler atau mengunjung: tempat bersejarah tentunva
mengalami penurunan vang signifikan selama pandemi Covid 19,

Beberapa upava dalam pemngkatan capalan kinerja ini
antara lain -

e DMenjalin sinergisitas, kerjasama dan kolaborast dengan berbagai
pihak dalam upaya pemenuhan hak anak baik media, dunia usaha
serta stakeholder terkait.

s Memngkatkan Komitmen Stek holder terkait terhadap Pemenuhan
Hak Anak.

o DMelakukan pendampingan terhadap di Lembaga terkait agar
Pemenuhan Hak Anak bisa dilakukan dengan baik.

o DMelakukan dan megggalakkan berbagai strategi pemenuhan hak
anak vang mehbatkan seluruh sektor baik di pemenntah provinsi
maupun kabupaten/kota.

» Melakukan monitoring dan evaluasi upayva pemenuhan hak anak
melalui capaian penngkat KabupatenKota Layak Anak pada

masing-masing KabupatenKota.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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o Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatthan, sosialisasi dan
bimtek.
» DMelakukan sosialisasi indikator dan cara perhitungan IPHA ke

KabKota.

Hambatan vang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

s Masth rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster I (hak sipil dan
kebebasan) karena masih rendah persentase anak vang terlibat
didalam organisasi selain ditempat kenja atau sekolah

+ Masih rendahnva pemenuhan hak anak pada klaster IV khususnva
pada indikator persentase anak usia 3-17 tahun vang terlibat dalam
pertunjukan  semidan  yang  mengumungi  pemnggalan
sejarah/warisan budaya.

s+ Masih rendahnva persentase anak usia 10-17 tahun vang perrmah
mengikuti kegiatan sosial kemasvarakatan dilingkungan sekitar.

» Masih rendahnya persentase Lembaga layanan vang mendapatkan
Sosialisasi, Advokasi dan Pendampingan.

Untuk menghadapi hambatan vang dihadapi tersebut maka
perlu dilakukan beberapa upaya antara lamn:

» Koordinasi secara begenjang dan pemenntah Provinsi hingga
Pemenntah Kab/Kota dalam upaya pemenuhan hak anak pada 3
(Lima ) klaster .

e Melakukan sosialisasi indikator dan cara perhitungan TPHA ke
Kabupaten/Kota

¢ Meningkatkan peran forum anak sebagai wadah partisipasi anak
dalam pembangunan

¢ Meningkatkan minat anak untuk mengenal warisan budava .

{23
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¢ Meningkatkan kreativitas anak melalui keterlibatan dalam
pertunjukan sem dilingkungan sekolah dan tempat tinggal

o Memfasilitas1 pertumjukan semi budava dan rekreasi vang ramah
anak dan murah/gratis

¢ Menggalakan budava membaca kepada anak melalul sosialisasi
pemamfaatan perpustakaan wilayah/daerah

¢ Meningkatkan Sosialisasi Advokasi dan Evaluasi terhadap
Lembaga Layanan tentang Pemenuhan Hak Anak

¢ Mensosialisasikan inovasi Kemen PPPA 2025-2029 vaitu Ruang
Bersama Indonesia yang merupakan kelanjutan dan program Desa
Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dimana semua
dimula1 darn desa untuk mendorong perhatian pemenntah daerah
lebih besar lagi untuk kaum perempuan dan anak-anak Dimana
RBI dimanfaatkan sebagat ruang bagi anak-anak untuk belajar,
bermain, dan mengenalkan lebih dekat lagi budayva lokal positif
agar tidak ditinggalkan_

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dava

Dalam  Rangka ~ pencapaian  sasaran  Strategis
Meningkatnyva Indeks Pemenuhan hak Anak diperlukan sumberdava
vang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia vang berkompeten mendukung capaian
Meningkatnva Indeks Pemenuhan Hak Anak
2. Sumber Anggaran vang memadai

3. Sarana dan Prazarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi pengunaan sumber dava
sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
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1. | Jumlah SDM Jumlah SDM yang Masth diperlukan | Mengist
vang mendukung Kinerja | penambahan kekurangan jabatan
berkompeten belum cukup 5DM yang yang ada dengan
dalam (memadai). Hanya | mempunyal mengangkat tenaga
Peningkatan ada 1 orang pejabat | Kompetens: kelas | teknis yvang
Indeks fungsional Pengerak | jabatan . kompeten agar
Pemenuhan Kak | Swadayva Masvarakat sasaran strategis
Anak pada hidang dapat optimal

pemenuhan hak tercapat
anak, yang

sehamisnyva ada 3

pejabat fungsional

PSM (1 PSM per

sub bidang)

2. | Sumber Anggaran yang ada | Anggaran belum | Optimalisas:
anggaran yang | saat i belum dapat anggaran untuk
dapat optimal untuk mengakomodir capatan mdikator
mendukung mendukung capaian | secara Maksimal | kinerja dan
capaian kinerja | sasaran strategis. untuk kegiatan berkolaborast

sosializasi dan dengan mnstansi

Advokas vertikal lembaga

Pemenuhan Hak | terkait/organisasi

kegiatan jejanng terkait

Sosialisasi KLA | dalam pencapatan
Pemenuhan Hak
Anak

3 Tercukupinva | Sarana dan prasarana | Perlunya Optimalisas: sarana
sarana dan saaf i1 belum tambahan sarana | prasarana vang ada
prasarana untuk | optimal untuk dan prasarana serta penggunaan
mendukung mendukung capaian | yang memadai kendaraan
kinerja kinenja, dimana 1 seperti laptop PC | operasional disamm

PC/laptop digunakan | ‘komputer ng usulan

oleh 2 orang pengadaan

staf pegawai kendaraan
operasional dan
pengadaan
komputer laptop/P
C

Perhitungan tingkat efisiens: (Peraturan Menten: Keuangan
RI Nomeor 22/PMK.02/2021) -
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Keterangan: =
PA : Pagu Anggaran
CK : Capaian Kinerja (%a)
EA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisienst untuk Indikator Kinerja Indeks
Pemenuhan Hak Anak vaitu ;

Tingkat Efisiensi = {4[:5.53:1.130:1:{!151‘2:;?;“ 392.820.000 <100%
= 15.14%

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan
berikut 1 :

Nilai Efisiensi= 50% +

Eti?lgkﬂz !:ifisim”) 5 50%

Keterangan :

Jika tingkat efisiens:i diperoleh kurang dari 20%, nilai
efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dan 20 %, milai efisiensinya
adalah 100 %

Nilai Efisicnsi= 509% + %x 50%

= 50.38%

Anggaran vang disediakan dalam APBD/P Tahun 2023
untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak sebesar
Rp.405.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp 389.820.000.- . Capaian
kinerja masukan adalah sebesar 96,49%. Sisa anggaran sebesar Rp
6.710.000.- (3,51%) berasal dar1 s1sa belanja makan minum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Indeks

Pemenuhan Hak Anak 113.49% dengan pagu dan realisasi anggaran
diperoleh tingkat efisiensi sebesar 15.14%.

Tabel 3.35
Program dan kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Indeks

Pemenuhan Hak Anak

PROGRAM/KEGIATAN/ REALISASI TAHUN 2025

SUBKEGIATAN | ANCCARAN I o KEUANGAN | %

7 3 =1 ) §

PROGRAM 6,705,000 100 ﬁ,ﬁ"."l,l!ﬂﬂ 99,49
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK

6,705,000 100 6,671,000 99,49

I | Pengumpulan, Pengolahan
Analiziz dan Penvajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Tingkat

Daerah Provinsi

1 | Penyediaan Data Gender dan 136,000

Anak Provins

100 136,000 | 100.00

9048

bea

| Penvajian dan Pemanfaatan 6.569.000 | 100 6.333.000

Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data Provins:

PROGRAM PEMENUHAN 100 98.33

HAK ANAK (PHA)

398,825,000 392,149,000

I | Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

389,088,000 100 332,412,000 @ 98.28

1 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Eewenangan Provinst

2 Adrok_asl_ Soszializasi dan
Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan Hak
Angk pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemenntah,
MMedia dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi
Penguatan ﬂm
Pengembangan Lembaga
Penyedia Lavanan
Peningkatan Kunalitaz Hidup
| Anak Kewenangan Provinsi

132,036,000 100 131,652,000 | 9971

257.052,000 | 100 250,760,000 | 97.55

9,737,000 | 100 5,737,000 | 100.00

3,925,000 | 100 3,025,000 | 100.00

1 Penvediaan Layanan
Peningleatan Kualitas Hidup
Ansk Kewenanpan Provinai
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2 | Penguatan Jejaring Antar 5,612,000 100 5,612,000 | 100.00

Lembaga Penyedia Layanan

Pemenvhan Hak Anak

Kewenangan Provinsi dan

|| Lintas Daerah Kabupaten' Kota | 2 it =
3 | Pengembangan Komunikasi, 200,000 100 200,000 | 100.00

Informasi dan Edukasi

| Pemenuhan Hak Anak

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 405.530.000- berada pada 2
Program, 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Semua output sub kegiatan
tercapar sesuai dengan target vang direncanakan Pencapaian sub
kegiatan vang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang
pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

3.3.5 Sasaran Strategis V
= Sasaran Strategis V
L [ 'E » Meningkatnya Perlindungan Khusus
Jo A, £ Anak

Perlindungan amak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungt anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkar dan martabat kemanusiaan. serta mendapar perlindungan darni
kekerasan dan diskriminasi.

Ada 5( Lima ) bentuk Perlindungan Anak berdasarkan
UU No 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dari kebodohan Bentuk
perlindungan vang pertama adalah perlindungan dari  kebodohan,
Perlindungan keschatan fisik dan mental.
Perlindungan Kebebasan Perlindungan dan Eksploitas:.
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Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak PP ttu merupakan turunan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 71C UU 33/2014 tentang Perlindungan
Anak Dalam PP vang diundangkan pada 10 Agustus 2022 1tu termuat
95 pasal Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan

jaminan rasa aman bagi anak vang memerlukan perlindungan khusus,
memberikan layanan vang dibutuhkan anak. serta mencegah
terjadinya pelanggaran hak-hak anak Dalam aturan itu tercantum
daftar anak vang perlu mendapat perlindungan khusus. Setidaknya ada
15 kategonn anak yang wajib mendapat perlindungan dari negara
Mereka adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan
dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak
vang dicksploitas: secara ekonomi dan‘atau seksual Kemudian, anak
vang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak vang menjadi
korban pomnografi; anak dengan HIV dan AIDS; anak korban
penculikan peryualan. dan/atau perdagangan: anak korban kekerasan
fisik dan/atau psikis. Selanjutnya, anak korban kejahatan sekspal; anak
korban janngan terorisme; anak penyvandang disabilitas; anak korban
perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan pernilaku sosial
menyimpang; serta anak vang menjadi korban stigmatizasi dan
pelabelan terkait dengan kondisi orang tuwanya. Pada Pasal 1 PP
tersebut ditegaskan vang dimaksudkan dengan Anak adalah mercka
vang belum berusia 18 tahun. termasuk vang masih berada di dalam
kandungan "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan

vang diterima oleh Anak dalam situast dan kondisi tertentu untuk

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman vang
membahayakan din dan jitwa dalam tumbuh kembangnyva." demikian
ketentuan vang tercantum dalam Pasal 1 nomor 2 PP tersebut.

Dan juga ada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Tindak pidana kekerasan seksual
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meliput1 perkosaan, pe:rbuatan cabul persemhuhan t.erﬁac.lﬁp aﬂa]c
perbuatan cabul terthadap anak dan /atau eksploitasi seksual terhadap
anak_ perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan
kehendak korban, pornografi vang melibatkan anak atau pornografi
vang secara ecksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi memuat
kekerasan dan eksploitast seksuval, pemaksaan pelacuran, tindak
pidana perdagangan orang vang ditujukan untuk ekploitasi seksual,
kekerasan seksual dalam lingkuop rumah tangga

Untuk mengukur keberhasilan pencapalan sasaran
strategis Meningkatnya Perlindungan Anak maka dietapkaniah satu
indikator yaitu Rasio Anak vang Memerlukan Perlindungan Khusus
per 100000 Anak (usia kandungan -18 tahun). Meningkatnyva kasus
kekerasan terhadap anak antara lain disebabkan oleh pengaruh Gadget
(Handphone) vang semakin tidak biza dipisahkan Pornografi dan
Pengaruh Lingkungan.
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.36
Target Indikator Kinerja Rasio Anak vang Memerlukan Perlindungan

Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)

No. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meninglatina Raszio Anask yang Memerlukan 490
Perlindungan Khusps | Perlindonpgan Khusu:  per
Anak 100.000 Anak (usia 0-18 tahon)

Sasaran Strategizs 'V Meningkatnva Perlindungan Anak
dengan Indikator Kinerja Rasio Anak vang Memerlukan Perlindungan
Khusus per 100000 Anak (usia 0-18 tahun) pada tahun 2025
ditargetkan 490 Penetepan target indikator berdasarkan tingginva
kasus kekerasan terhadap anak_

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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b. Perbandingan Antara Tzrgef dan Realisasi f(imzrja Tahun Imi

Tabel 3.37
Perbandingan antara Target dan Realisast Indikator Kinerja Rasio Anak
vang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (us1a 0-18
tahun) Tahun 2025

| KINERJA | TARGET | REALISASI
1. Fasio Ansk yang
Memerlukan 409 466 104,50
Perlindungan

Sangat Tinggs

Khusns per
100.000Aanal
{uzia 0-18 tahun}

Dari Tabel 3.37 dapat diyelaskan pengukuran Realisasi
Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Anak vang Memerlukan
Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Rasio Anak vang Memerlukan Perlindungan
Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) dapat diperoleh dengan
formula penghitungan:

Jumlah anak yang
Rasio Anak yang Memerlukan memer[ukan perlindungan x 100.000
Perlindungan Khusus per = khusus s
100.000 Anak (usia 0-18 tahun) Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18

' Tahun ke atas di Provinsi Sumbar

Jumlah anak vang memerlukan perlindungan khusus

adalah:

1. Anak vang berhadapan dengan hukum
(Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)

- e -
= - =
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Tabel 3.38

Anak vang menjadi korban penvalahgunaan narkotika
Anak dengan HIV/AIDS

Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis
Anak Penvandang Disabilitas

Data ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025
No Kabupaten/Kota 2l i
" Laporan Polisi | gorhan | Pelaku | Saksi
Ditreskrimum Polda
1 | Sumbar 2 2 . 0
2 | Polresta Padang 9 9 9 0
3 | Polresta Bukittingzi 6 6 6 0
4 | Polres Dharmasrava 7 2 2 0
5 | Polres Agam 2 2 2 0
Polres Padang
6 | Panjang 1 1 1 0
Polres Padang
7 | Panaman 0 0 0 0
8 | Polres Pavakumbuh 12 12 12 0
9 | Polres Pesisir Selatan 6 6 10 0
10 | Polres Pasaman 3 3 3 0
|11 | Polres Solok 1 1 1 0
Polres Lima Puluh
12 | Ecota 3 3 3 ]
13 | Polres Sijunjung 0 0 0 0
Polres Kepulauan
14 | Mentawai l 1 3 ]
15 | Polrez Sawahlunto 1 1 ]
16 | Polres Pasaman Barat 3 3 5 0
17 | Polres Tanah Datar 1] 4] ] a
18 | Polres Solok Selatan 0 0 0 0
19 | Polres Pariaman 7 % 7 0
20 | Polres Solok Kota b 2 11 ]
Total 67 67 78 0

Sumber Bara:. Direktorat Reserse Kriminal Umuﬁ Polda Sumbar

-
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Tabel 3.39
Data Anak yang memadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025
No Bulan Jumlah
1 | Januan 0
2 | Februan 2
3 | Maret 1
4 Apnl 0
3 |Ma 0
6 | Jum 1
7 | Juh 0
8 | Agustus 3
9 | September 0
10 | Oktober 3
11 | November 2
12 | Desember 4
Total 16

Sumbsr Dara: Daia Parien Elinik Pratamia BNNFP Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.40
Kasus HIV/AIDS pada Anak <18 Tahun (termasuk Anak dalam Usia
Kandungan) di Provinst Sumatera Barat Tahun 2023

Anak <18 Tahun (Termasuk Anak
No  Kabupaten/Kota . e apmry | Jomish
Bayi Positif | ADHIV ) Kasus
EID Baru Vit
1 | Mentawar 0 0 0
2 | Pesisir Selatan 0 0 0 0
3 | Solok 0 0 0 0
4 | Sijunjung 0 0 0 0
5 | Tanah Datar 0 1 0 1
6 | Padang Paniaman 0 1 0 1
7 | Agam 0 0 0 0

4
|.l._
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8 | Lima Puluh Kota 0 0 1 1
9 | Pasaman 0 0 0 0
10 | Solok Selatan 0 0 0 0
11 | Dharmasrava 0 0 2 2
12 | Pasaman Barat 0 0 1 1
13 | Kota Padang 1 8 36 45
14 | Kota Solok 0 0 2 2
15 | Kota Sawahlunto 0 0 1 1
Kota Padang
16 | Panjang 0 0 0 0
17 | Kota Bukittinggi 0 0 3 3
18 | Kota Payakumbuh 0 0 1 1
19 | Kota Pariaman 0 0 0 0
Total 1 10 47 58
Sumber data” Dinas Kesehatan per Jaouuari tahun 2025
Tabel 3.41
Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak di Provins: Sumatera
Barat Tahun 2025
No | KabupatenKota e I P Anak
1 | Mentawai 13 0 13 13
2 | Pesisir Selatan 38 14 52 66
1 | Solok 29 1 28 29
4 | Sijonjung 44 20 26 46
5 | Tanah Datar 47 12 35 47
6 | Padang Pariaman 29 g 23 32
7 | Apam 57 21 42 63
8 | LimaPuluh Kota 54 12 42 54
9 | Pasaman 28 19 12 31
10 | Solok Selatan 25 6 19 25
11 | Dharmasraya 68 57 51 108
12 | Pasaman Barat 80 23 68 91
13 | Kota Padang 66 22 45 67
14 | Kota Solok 21 14 13 27
15 | Kota Sawahlunto 23 12 13 25
Eota Padang
16 | Panjang 22 10 15 25

=
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17 | Kota Bukittinggi 30 15 19 34
18 | Kota Payakumbuh 32 18 14 32
19 | Kota Panaman 34 16 20 36
Total 760 301 550 851

Sumbar Data: Aplikasi SIMFONI PPA-EPPPA BRI Digkses Tanggal 19 Januari 2 026

Tabel 3.42
Anak Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Sumber Data: Dapodik Tgl 27 Januari 2026

Tz

1 | Mentawai 8 23 31
2 | Pesisir Selatan 353 347 700
3 | Solok 111 266 377
4 | Sijunjung 140 164 304
5 | Tanah Datar 167 310 477
6 | Padang Pariaman 0 414 414
7 | Agam 160 325 483
§ | Lima Puluh Kota 113 334 447
9 | Pasaman 158 129 287
10 | Solok Selatan 107 34 141
11 | Dharmasraya 66 115 181
12 | Pasaman Barat 54 155 209
13 | KotaPadang 310 1082 1392
14 | Kota Solok 75 80 155
15 | Kota Sawahlunto 76 70 146
16 | Kota Padano Panjano 64 250 314
17 | Kota Bukittinggi 117 329 446
18 | Kota Pavakumbuh 80 364 444
19 | Kota Panaman 166 40 206
Total 2325 4831 7156
Tabel 3.43

Data Anak TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

=
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Sumber Data: Aplikasi STIMFONT PPA-KPPPA RI Dinkses Tangeal 19 Januari

2026

Tabel 3.44
Jumlah Penduduk Anak (0-18 tahun Provins: Sumatera Barat Tahun 2025

Wilayah KabupatenKota Lakilaki | P Jumlah
1 2 3 4 5
Eabupaten Pesisir y
1301 i §1.235 75.491 156.726
1302 Kabupaten Solok 62.731 58.840 121.571
1303 Kabupaten 37.481 34.997 72.478
Syunjung
1304 Kabupaten Tanah 50.583 46.905 97488
Datar
1303 Kabupiatei Pt 67216 61.663 128.879
Pariaman
1306 Kabupaten Agam 75.595 69.613 145.208
KEabupaten Lima
1307 S 55.739 51.294 107.033
1308 Kabupaten Pasaman 49261 46.026 95 287
Eabupaten
1309 Kepulauan 15910 14.603 30.513
Mentawa
Eabupaten
1310 ; " 37.629 35.106 72.735
Eabupaten Solok -
1311 557 28.691 26.789 55480
1312 Kabupaten Pasaman 76.846 71.187 148.033
Barat
1371 Kota Padang 140.259 129 861 270.120
1372 Kota Solok 13.783 12.861 26.644
1373 Kota Sawahlunto 9.710 9.086 18.796
1374 Kota Padang 9.942 9.114 19.056
Panjang
1375 Kota Bukittinggi 22.041 20.530 42,571
1376 Kota Payakumbuh 22.802 21.128 43.930
1377 Kota Pariaman 15812 14.564 30376
SUMATERA : : N
AR AT §73.266 809.658 1.682.924

Sumber data: Semester I Tahun 2025 Disdukcapil Prov, Sumbar

-

- : -;--
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Dari Tabel 3.38, Tabel 3. 39, Tabel 3.40. Tabel 341, Tabel 3.42.
Tabel 3 43 dan Tabel 3 44 didapatkan data sebagai berikut:

1.  Anak vang berhadapan dengan hukum : 451 Orang
{Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)

2. Anak vang menjadi korban penvalahgunaan

3. narkotika ;16 Orang

4 Anak dengan HIV/AIDS : 58 Orang

5. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis ;451 Orang

6. Anak Penvandang Disabilitas : 7.156 Orang

7. Jumlah anak TPPO : 0 Orang
Total 7826 Orang

Jumlah penduduk Anak (usia 0-18 tahun) - 1.682.924

Maka Rasio Anak vang Memerlukan Perlindungan Khusus
per 100000 Anak (usia 0-18 tahun) adalah:

Rasio Anak yang Memerlukan 7826
Perlindungan Khusus per - s x 100.000
100.000 Anak (usia 0-18 tahun) 1.682.924
= 466

Sedangkan Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh
dengan menggunakan rumus vaitu:

(2xtarget) — Realisasi

Capaian Kinerja= -x100%

Target

Rumus ini1 digunakan apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja vang semakin rendah, atau sebaliknva
jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik artinya
semakin berkurangnva angka realizsasi Rasio Anak vang Memerlukan
Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia (-18 tahun) maka semakin
berkurang Kekerasan terhadap Anak Anak yang berhadapan dengan

-
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hukum dan Anak penyvandang disabilitas di Sumatera BaIat dan
dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk anak usia 0-18 Tahun.

Capaian Kinerja Indikator Rasio Anak wvang Memerlukan
Perhindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) adalah:

Capatan Kinerja = (2x490) — 466 x 100 %

490
=10489 %

¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perhitungan capatan Indikator Kinerja Rasio Ansk vang
Memerlukan Perlindungan Khusus per 100000 Anak (usta 0-18 tahun)
menggunakan metode pengukuran knteria vang kedua. Capaian
indikator kinerja sebesar 104 89% menumjukkan ketercapaian target
vang direncanakan. Selama 5 tahun terakhir, capaian Indikator Kinena
Rasio Anak vang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak
(usia 0-18 tahun) mengalami peningkatan vang berfluktuasi, rata-rata
sebesar 24 Capatan teringg: terjadi tahun 2024 sebesar 372 dan
capaian terendah di tahun 2022 vattu tenjadi penurunan capatan sebesar
0.96. Perbandingan realizasi dan capatan di tahun 2021-2025 disajikan
pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.45
Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Anak

vang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)
Tahun 2021-2025

: INDIKATOR o TAHUN
NO | giNERIA KINERIA 5551 | 2022 | 2003 | 2024 | 205
1. | Rasio Anak Target 382 | 405 | 450 | 490 | 490
yang s 5 -
e Realiasl | 400 | 48 | 499 | 471 | 466
Perlindungan ]
Khuiss por Capaian (%) | 9528 | 9432 | 9816 | 10388 | 104.89
100.000 Anak
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(usia 0-18 : |

Gambar 3.7
Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rasio
Anak vang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia
0-18 tahun) Tahun 2021-2025

Perbandingan antara Realisasi dan
Capaian Tahun 2021-2025

450 479 490
5}:]] 405 428 47 464

300
£ 5.28
100

i}

Btarget Mrealisasi W capaian

600

d. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka
Menengah.
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Rasio Anak vang
Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)
berdasarkan target Renstra DP3APIKB Tahun 2021-2026 dapat dilihat
pada Tabel 3 46 berikut:

Tabel 3.46

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Rasio Anak vang
Memerlukan Petlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)
dengan Target Akhir Renstra

Capaian Terhadap
= et Realizasi Target Akhir Target Akhir
Mo Indikator Kinerja Tahua 2025 R : B
(%)
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BRazio Anak vang

Memerlokan

Perlindungan Khusps 166 401 83,70
per 100000 Anak (usia

0-18 tahun)

Dar Tabel 3. 46, di atas dapat dilihat bahwa target tahun
terakhir Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per
100.000 anak usia 0-18 tahun pada Renstra DP3AP?KB diharapkan
tercapar 401. Realisasi tahun 2025 vang tercapai 466 menunjukkan
pencapaian sebesar 83.79% dan target tahun terakhir Renstra 2021-
2026. DP3AP?KEB optimis dapat mencapai target tersebut di tahun
2026.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun
Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Rasio Anak vang
Memerlukan Perlindungan Khusus per 100000 Anak (usia 0-18
tahun) menunjukkan peningkatan vang berfluktuatif dengan rata-rata
peningkatan sebesar 16.5. Pemingkatan tertinggi terjadi pada tahun
2023 sebesar 71 dan penurunan terendah tegjadi pada tahun 2025
sebesar 5. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yvang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin
rendah pencapatan kinerja semakin  baik, artinva semakin
berkurangnya angka realisast Rasio Anak wang Memerlukan
Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) maka
semakin berkurang Kekerasan terhadap Anak Anak vang berhadapan
dengan hukum dan Anak penvandang disabilitas di Sumatera Barat,
dan dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk anak usia 0-18 Tahun.

Perkembangan realisasi  indikator Kinerja Rasio Anak wvang
Memerlukan Perlindungan Khusus per 100000 Anak (usia 0-18
tahun) dapat dilihat dan grafik di bawah 1ni:
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Perkembangan realisasi dari tahun 2021
s.d tahun 2025

w— I gaflsas)

M—‘H—_ﬂ*— 466

2021 202 2023 2024 2025
— i fieas 400 428 4495 471 456

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional

Secara Nasional. belum ditemukan Publikasi Rasio Anak
vang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18

. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi vang
telah Dilakukan

Dalam  Pencapaian  Sasaran V  Meningkatya

Perlindungan Khusus Anak dipengaruhi oleh faktor di antaranva:

» Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalm
Sostalisasi. Bimtek, dan Study Komparatif dan rapat koordinasi
terkait pencegahan kekerasan terhadap anak

= Memngkatkan kapasitas SDM dan Advokasi pembentukan PATEM
di KabKota

* Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan
dan anak tingkat Provinsi dan KabKota melalua pelaksanaan
Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Mediasi Kasus serta Bumtek
pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
-
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» Menyiapkan SDM UPTD PPA  untuk menjadi Mediator
bersertifikasi dengan mengikut: pelatthan sertifikasi mediator yvang
diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendavagunaan Mediasi

» Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagat
lembaga lavanan Perlindungan Perempuan dan Anak

= Melaksanakan 6 fungsi layanan UPTD PPA_ antara lain: Layanan
Pengaduan Masvarakat, Lavanan Pengelolaan Kasus, Layanan
Penjangkavan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah
Perlindungan dan Layanan Pendampingan

» Melaksanakan Layvanan PUSPAGA sebagait "One Stop Service/
Lavanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Integratif Berbasis Hak
Anak

Dan penyebab memngkatnyva kasus kekerasan terhadap
anak disebabkan oleh faktor antara lain:

» Belum optimalnya upava pencegahan kekerasan terthadap anak

* Belum optimalnva koordinasi dan sinergitas program antar OPD
dan Instansi vertikal dalam upava pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap anak

= UUU No. 12 Tahun 2022 sebagai wujud nyata perlindungan terhadap
kekerasan seksual terutama pada anak belum tersosialisasi dengan
masif ke seluruh KabKota

= Masih ada peserta Bimtek wvang ditugaskan bukanlah Petugas
Lavanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

» Sering terjadi rotasi petugas lavanan yang telah mendapatkan
pelatthan sehingea koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi
dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala

» Kemampuan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA
dalam pelatithan sertifikasi mediator sanpgat terbatas, sehingga
hanya 2 orang 5DM UPTD PPA vang bisa mengikuti pelatihan
dimaksud.

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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» Belum seluruh lapisan maayamiiat mendapatkan sosialisasi tentang
keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses mformasi baru sebatas
media sosial sehingga tidak menventuh lapisan masvarakat,
terutama masyarakat vang tidak terpapar teknologi dan media
sosial.

= [UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli vang mendulung layanan
perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan
Advokat.

= Belum memiliki tenaga ahli vang mendukung layanan PUSPAGA

Untuk menghadapt hambatan tersebut maka pada
dilakukan beberapa upava antara lain:
= Mengoptimalkan upava pencegahan kekerasan terhadap anak
melalui koordinasi dan pelavanan terpadu dan bermitra /jejaning
atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkromusasi dan Sinergitas
Program)
= Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus
kekerasan dengan cara:
a. Mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan
b. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA

= Sosialisast masif UU No. 12 Tahun 2022 kepada seluruh masyarakat
dan lembaga lavanan terkait

» Kriteria peserta pelatithan perlu dipertegas lagi di dalam surat
undangan kegiatan.

» Perlu dilakukan advokas: kepada Dinas PPPA KabKota supava
penggantian petugas lavanan dapat dilakukan jika sudah menduduki
jabatan untuk jangka wakiu tertentu. Jika terjadi rotasi petugas
layanan, maka petugas layanan yang lama wajib melakukan transfer

knowledge kepada petugas vang baru.
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= Mengusulkan tambahan anggaran ur:mk keikutsertaan dalam pelatihan
mediator bersertifikasi.

» Melaksanakan sosialisast melalls media informast vang mudah
diakses masyarakat, seperti: Balitho, Leaflet, Iklan Radio dan Surat
Kabar, dan Media Sosial.

» Melaksanakan sosialisast melalui pocast untuk memperkenalkan
UPTD PPA kepada masvarakat luas.

» Mengajukan usulan Amab ABK untuk memenuhi kebutuhan tenaga
ahh

» Memanfaatkan jejaring kepjasama dengan lembaga'mstans: terkait
(Unand, UNP. LBH dan Rumah Sakit) dalam penvediaan Jasa Ahli
untuk Pendampingan korban

» Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog vang tergabung
dalam HIMPSI Sumbar dalam membenkan lavanan konsultas:
psikologi.

= Melakukan skrining kekerasan pada anak. Pada tahun 2025 dilakukan
skrining di 4 daerah kab'kota yartu: Kota Padang, Padang Panjang,
Bukittingg: dan Kab. Pasaman

h. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnyva
Perlindungan Khusus Anak diperlukan sumberdaya vang memadal,
mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
2. Sumber Angparan vang memadai

3. Sarana dan Prasarana vang memadai_

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Dava
sasaran Meningkatnva Perlindungan Anak dapat dilthat pada tabel
sebagai berikut:
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No | Kondisildeal | Kondisissatini | [ISVSMS | Tindak Lanjuc
1 z 3 4
1 Jumlah SDM Jumlah SDM vang | Masth Mengist
yang mendukung diperhikan kekurangan
berkompeten Kinerja belum penambahan | jabatan yang ada
dalam cukup (memadai). | SDM vang dengan
Peningkatan Dimana 1 orang mempunyat menganglat
Perlindungan pejabat fungsional | Kompetensi tenaga teknis
Perempua Dimana | Penggerak kelas jabatan. | vang kempeten
g;li’kﬂi“kaf 2 Swadaya agar sasaran
OLDZ Terampl =
dom Advokatustok | 1A25yarakat pada suiegts dapal
e amans sy bidﬂ!:lg optimal tercapai
K eberasan Perlindungan Hak
terhadap Anak | Perempuan dan
Anak dan belom
ada Tenaga Ahli
{Psikolog dan
Advokat) untuk
penanganan kasus
2: Sumber anggaran | Anggaran vang ada | Anggaran Optimalisast
vang dapat saat 1ni dapat di belum dapat anggaran untuk
mendukung optumalkan untuk | mengakomod: | capaian indikator
capatan kinerja mendukung T secara kinerja dan
capaian sasaran Maksimal program daerah
strategis untuk kegiatan | melalu
sosialisasi dan | Kolaborast
Advokast PENTAHELIX
dalam
Pencegahan
Kekerasan
terhadap Anak
3. | Tercukupinya Sarana dan Perlunya Optimalisasi
sarana dan prasarana saatini | sarana dan Sarana Prasarana
prasarana untuk | belum optimal prasarana vang ada serta
mendukung untuk mendukung | yang memadai | penggunaan
kinerja capaian kinerja seperti kendaraan
kendarasn operasional, di
Operazional samping usulan
umtuk pengadaan
Penjangkavan | kendaraan
kasus korban | operasional
kekerasan

Perhitungan tingkat efisiens: (Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 22/PMK (02/2021):

FE [Li ]

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Keterangan:
PA : Pagu Anggaran
CK : Capatan Kinerja (%)
A : Realisast Anggaran

Tingkat efisiens: untuk Indikator Kinerja Rasio Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus per 100000 Anak (usia 0-18
tahun), vaitu:

(2.526.249.000x104,29.9%)—2.382.066.782.

Tingkat Efisiens1 = (2.536.949.000)

x100%

=10.99%

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula
perhitungan berikut 1

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nila
efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dar 20 %, nilai efisiensinya
adalah 100 %

Nilai Efisiensi = 50% + 2 x 50%
= 50.27%

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025
untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan vang mendukung
pencapaian Indikator Kineja Rasio Amnak vang Memerlukan
Perlindungan Khusus per 100 000 Anak (usia 0-18 tahun) pada APBD

Provins:i Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar sebesar Rp
881.158.480,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp 332.294.000,- dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | LR}LE} 2025 | -ilé”
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DAK Fisik sebesar Rp 1.'323.495.51:0,- dengan total anggaran sebesar
Rp 2.536.949.000.- terealizas: sebesar Rp 2.382.066.783,-. Capaian
kinerja masukan adalah sebesar 95,28%. Sisa anggaran sebesar Rp
154.882.217,- berasal dann sisa Dana DAK vaitu sisa tenaga
laboratorium, sisa tenaga ahli, sisa belanja medikelegal vang tidak
dicairkan karena tidak ada kasus wvang membutuhkan jasa
medikolegal, sisa belanja sewa gedung dan honor narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja sasaran
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak 104.89% dengan pagu dan
realizasi anggaran diperoleh tingkat efiziens: sebesar 10,99.%.

Tabel 3.47
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Fasio Anak vang
Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak {usia 0-18 tahun)

PROGRAM/EKEGIATAN/S ANGGARAN REALISASI TAHUN 2025

NO.

UB KEGIATAN FISIK | KEUANGAN & %
2 3 4 z 6

i

A | PROGRAM z,ssﬁﬁg;nnu: 100 2,382,066,783 | 93.89

I | Pencegahan Kekerasan 482,772,000 100 446,930,000 | 92.58
terhadap Anak vang
Melibatlkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Koordiniasi dan Sinkronisas 473,142,000 100 438.130.000 | 9260
1 Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Provinst | I | |
Adwvokasi dan pendampingan 9,630,000 100 8.800.000 | 9138
Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan
/program’ kegiatan
pencegahan KTA
 Sewtnan i Fronin |
I | Penvediaan Layanan bagi 1,513,409.000 100 1,416,207,811 | 93.58
Anak vang Memerlukan
Perlindungan Khusus vang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi

S
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1 | Penvedizan [ ayanan 310,000 100 310,000 | 100.
Pengadvan Masyarakat bagi
Anak vang Memerlukan
Perlindungan Khuosns
Kewenangan Provinsi
[UPTD)

2 | Koordinasi Pelaksanaan 1,513,090.000 100 1,415,807 811 | D358
Layanan AMPK Kewenangan
Provinsi [UPTD) I
IIT | Penguatan dan 540,768,000 100 518,928,972 | 95.96
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak vang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

1 | Pengembangan EIE 443 628,000 100 428,226,462 | 96.33
(komuynikasi informasi, dan
edukasi} perlindungan khusus
analk Kewenangan Provinai

2 | Peningkatan kapasitas SDM 97,140,000 100 90,702 510 | 83.37
lembaga penvedia layanan
perlindongan dan penanganan
bagi AMPE Eewenanpan

TOTAL 2,536,949,000 | 100 2,382,066,783 | 93.89

i. Amnalisis Program/Kegiatan vang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 2.536.949.000.- berada pada 3 Kegiatan
dengan 6 sub kegiatan Semua output sub kegiatan tercapai sesuai
dengan target wvang ditetapkan Pencapaian sub kegiatan wyang
dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapatan sasaran
strategis Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak.

136 Sasaran Strategis VI

el j&ﬁi _ Sasaran Strategis VI
E= i g Meningkatnva Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan
G R Penduduk

"N Laporsa Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025 E
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Untuk mengukur keberhasilan pencapatan Sasaran
Strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan
Penduduk, maka ditetapkanlah 5 (Lima) indikator vaitu:

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR.)

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (4ge Specific

:-Jl

Fertility Ratio/ ASFR)

Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (Mbdren Contraceptive
Prevelence Rate'mCPR.)

Persentase Kebutuhan Ber-KB vang Tidak Terpenuhi (Unmer Need)

Pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha
Pengendalian Penduduk, bukan hanva capaian dann DP3AP2KB
sendiri, namun sangat tergantung dari dukungan lintas sektor dan
tingkat pendidikan masvarakat Dukungan tenaga keschatan untuk
melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) agar setiap
Pasangan Usia Subur untuk selalu memaga 4 (empat) T, yvaitu terlalu
tua, terlalu muda terlalu dekat dan terlalu banvak, sehingga tidak ada
wanita yang melahirkan dalam usia vang terlalu muda di bawah 21
tahun, terlalu tuwa di atas 35 tahun, dan jarak antara kelahiran satu
dengan lamnya kurang dan 2 (dua) tahun serta terlalu sering
melahirkan. D1 samping 1tu, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman masyarakat. Makin tingg1 tingkat pemmahaman masyarakat
terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk menjaga atau
mengatur Jarak kelahiran dengan memahami 4 (empat) T. maka makin
tinggi capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha
Pengendalian Penduduk Disamping itu, juga tidak kalah pentinenva
peran dart Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kantor Kementerian
Agama vang memberikan penvuluhan dan pendampingan kepada
calon Pengantin yang akan menikah dan juga adanva aplikasi elsimil

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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(Aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil) untuk skrining
pendampingan untuk calon pengantin, calon pasangan usia subur
{caPUR). 1bu hamil,_ ibu pasca persalinan, dan keluarga vang memailik
bavi usia 0-39 bulan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju
Pertumbuhan Penduduk dengan 5 (Lima) Indikator pada Perubahan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:
1.  Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
a. Dasar Penetapan target

Tabel 3.48
Target Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (Total fertility
Rate/TFR)
No. Sasaran Stategis Indikator Kinerja |  Target
1 | Meningkatnya Usaha Angka Kelahiran Tota] 2,34
Pengendalian Laju (Total Fertility
Pertumbuhan Penduduk Rate/TFR)

Untuk tahun 2025, Angka Kelahiran Total (Toral Fertility
Rate/TFR.) ditargetkan 2 34 Penetapan target i berdasarkan realisasi
tahun sebelumnva (realisast tahun 2024).
b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

Ini

Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility
Rate/TFR) tahun 20235 ditargetkan 2.34 terealisas: 2.37 dengan tingkat
capaian 98_72% termasuk kategon keberhasilan Sangat Tingoi. dapat
dilihat pada tabel berikut:

SASARAN | INDIKATOR e KATEGORT
STRATEGIS | KINERJA | TARGET |REALISASI _ "

Meninglkataya | , 4
Usaha Kelahiran Total| 2,34 2.37 9872 | Sangat Tinggi
Pengendalian |\ 7 f Fepiliny
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Pertumbuhan
Penduduk

Angka Kelahiran Total (Toral Fertility Rate/TFR),
adalah indikator untuk mengukur rata-rata seorang wanita usia subur
{WUS) 15 - 49 tahun melahirkan anak. Untuk menghitung TFR dapat
diperoleh dengan rumus:

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun
2025, angka TFR Provinsi Sumatera Barat sebesar 237

Pada Indikator Kinenja TFE. untuk mengukur tingkat
capatan kinerja menggunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja TFR. Tahun 2025

=(2x234)-237x100%
234
= 98.712%

¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu
Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility
Rate/TFR) dart tahun 2021 =d 2025 akan disajikan dalam Tabel di
bawah in1:

"(.
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30 SASARAN | KATOR " TAHUN
NO | KINERJA e | EINERL = s —
KINERI. KINERJA 7 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2025
1. | Menmgkatova | Angka Taget | NA | 26 | 25 | 236 | 234
Uesha Kelahir |
P;-"E i T:tal fra:m Realiasi | NA | 246 | 237 | 234 | 237
Laju Fertility _ !
Pertumbuhan | Rate TFR) Capaian | o\ | 105 | 105 | 10085 | 9872
Penduduk (%)

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Angka Kelahiran
Total (Total Fertility Rate/TFR) menggunakan metode pengukuran
kritenia vang kedua Capaian mdikator kinerja tahun 2025 szebesar
98.72% menunjukkan ketidaktercapaian target vang direncanakan.
Selama 3 tahun terakhir, capalan Indikator Kinerja Angka Kelahiran
Total (Total Fertilitv Rate/TFR) terus mengalami penurunan, rata-rata
sebesar 2_1. Penurunan capatan teringgi terjadi tahun 2024 sebesar 4,15
dan penurunan terendah di tahun 2025 vaitu terjadi penurunan capaian

sebesar 2.13.
e 105 105, 100.85 9872

= :

20

60

40
2 25 246 25 2370 236 233 234 237
u — — — W— — — e
2022 2023 2024 2025

Miarget wrealisasi wcapaian

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Im
dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

o i T
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Cupaian Realisasi Kineria Ansks Kelahian Totl (Total
Fertility RateTFR) berdasarkan target Renstra DP3AP2KEB Tahun
2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut -

L ) ian sd 2025
o S Indikcator S i terhadap target
S| e (%)
1. | Meninglkatnya Angka
;;’“1“ i Kelahiran
CHEERCANAN | Total  (Total 2,37 2,58 108,14
?3“ i Fertility
erium an =
i Rate/TFR)

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun
Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Angka Kelahiran
Total (Total Fertilitv Rarte/TFR) menunjukkan terjadinva penurunan
realisasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 0,03, Peningkatan
tertinggi terjadi pada tahun 20235 sebesar 0,03 dan penurunan terjadi
pada tahun 2023 szebesar 0,09 Apabila semakin tinggi realisas
menunjukkan pencapaian kinerja vang semakin rendah. atau
sebaliknya jika realisasi malkin rendah pencapatan kinerja semakin
baik, artinva semakin kecil realisasi Angka Kelahiran Total (Total
Fertility Rate/TFR) maka semakin berkurang, Perkembangan realisasi
ndikator Kinerja Angka Kelahiran Total (Toral Ferrilitv Rare/TFR)
dapat dilihat dari grafik di bawah 1nt-

¢ Laperan Kinerja Instanei Pemerintah (LKGIP) 2025
o 0
f .
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f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun imi dengan Standar
Nasional
Capatan Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (total
Fertility Rate/TFR) dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat
dilihat pada tabel benkut:

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total
(total Fertility Rate/TFR) di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi

MNasional

o | DDKATORKINERIA | peolsivman | NASIONAL

1 | Angka Kelahiran Total (Total

Eatilits BotortER) 2.37 . 2,12

2.  Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.48
Target Indikator Kinerja Median Usia Kawin Pertama Perempuan
(MUEP)
ﬁ. a2 Indikator Kinerja | Target
1 | Meningkatnva Median Usia Kawin 2240
Usaha Pertama Perempuan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
- -

L
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Sasars
Pengendalian
Laju
Pertumbuhan
Penduduk

Untuk tahun 2025, Median
Perempuan (MUKP) ditargetkan 22 40 Penetapan target imi
berdasarkan realisasi tahun sebelumnva (realisasi tahun 2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun
Ini

Indikator Kinerja | Target

(MUKP)

Usia Kawin Pertama

Indikator Kinerja Median Usia Kawin Pertama Perempuan
(MUKP) tahun 2025 ditargetkan 22 40 terealisas:s 22.00 dengan
tingkat capatan 98.21% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tingg1
dapat dilithat pada tabel berkut:

No | SASARAN | INDIKATOR EINERIA, s |
" | STRATEGIS | KINERJA | TARGET | REALISASI | _ °° ASREER
1 Meninglatmya
Usaha Median Usia
Peoponiaitin, | EawinPAtima. 5500 22,00 9821 Saigt
Laju Perempuan ; - : Tinggi
Pertumbuhan | (MUKP)
| Penduduk

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) adalah
indikator yang menggambarkan bahwa usia di mana 50% darn semua

perempuan dalam  kelompok umur 25 - 49 sudah melakukan

perkawinan Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata
sebagat salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak sepert: nilai
rata-rata. angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di
mana setidaknva setengah dan perempuan atau pria berstatus kawin
pada saat survei. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali
dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanva
seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan
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perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko
hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan
sebagai mdikator awal seseorang berisiko hamil Perempuan wyang
melakukan perkawinan pertama pada usia muda, maka angka
kelahirannva lebith tinggi dibandingkan dengan perempuan wyang
melakukan perkawinan pertama pada usia lebth tua, sehingga
perkawinan memiliki hubungan vang kuat dengan fertilitas, dan im
penting dalam mempelajari perubahan pola fertiltas di Sumatera
Barat.

Untuk menghsitung MUKP dapat diperoleh dengan rumus -

MUKP : Nila: Tengah dan Umtanﬁsmpacia Perempuan|

T

‘Pernah Kawin Unur 25-49 tahun pada Periode tertentu

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun
2025, angka MUKP untuk Sumatera Barat sebesar 22.00, hal 1 perlu
dipertahankan_ karena capaian im akan mempengaruhi capaian kinerja
TFR

Pada Indikator Kinerja MUKP, untuk mengukur tingkat
capatan kinerja menggunakan rumus ;

Maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator MUKP Tahun 2025 :

MUKP = 2200 x 100%
2240

= 98.21%
¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu
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Capaian hdiﬁim Ki:.uer:i-a Median Usia Kawin Pertama

Perempuan (MUKP) jika dibandingkan perkembangannya dan
capaian tahun 2021 s.d 2025 disajikan pada tabel di bawah 1ni:

| SASARAN | npator | TAHUN
KO | EKINERIL ' KINERTA
1. Meninglkatn | Median TUzia Target N/A 21,80 22 2240 | 2240
¥a Uszaha Kawin — —
P | ot Realisasi | NA | 2247 28 | 2240 | 22,00
nLaju Perempuan ; NiA
Pertumbuha | (MUKP) C“‘;:m 103,07 | 10364 | 100 | 9821
1 Penduduk (%)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahum Ini
dengan Target Jangka vang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Capatan Realisasi Kinenja Sasaran Strategis VI Dinas

Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Sumatera Barat Tahun

2025 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat

dilihat pada tabel benkut ;

(%6)
1. | Meninglkatnya Median Usia

Usaha Pengendatian | Kawin Pertama

Lajo Pertumbuhan Perempuan 22.00 22,50 57,34

Penduduk (MUKP)

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun
Terakhir

i
-

4 Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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Dan grafik di atas, dalam kurun waktu 3 tahun terakhar,
Median Usia Kawimn Pertama Perempuan (MUKP) menunjukkan
terjadinva penurunan realisas: setiap tahunnya dengan rata-rata
sebesar 0.16. Realisas: tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0.33
dan penurunan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 0 4. Apabila
semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja vyang
semalkin baik, atan sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian
kinerja semakin buruk,

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional
Capaian Realizas: Indikator Sasaran Strategis VI
dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel
berikut :
Perbandingan Capalan Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di
Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

Y0 KINERIA | PROVSUMBAR |  NASIONAL

1. | Median Usia Kawin

Pertama Perempuan 220 213
| (MUEF)

e

L]
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3. Angka Kelahiran Menurut Angka Kelahiran Menurut Kelompok
Umur 15-19 Tahun (4dge Specific Fertility Rate/ ASFR)
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

No. | Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Usaha | 1 Angka Kelahiran 114
Pengendalian Laju Menurut Angka
Pertumbuhan Kelahiran Menurut
Penduduk Kelompok Umur 13-19
Tahun ( 4ge Specific
Fertility Rate/ ASFR)

Indikator wuntuk  Sasaran  Meningkatnya  Usaha
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk untuk tahun 2023
ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnva (realisasi tahun
2024y,

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun
Ini

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan
Pengukuran Capatan Indikator Kinerja di maka Capaian Indkator
Kinerja, Target dan Realizsasi Kinerja Sasaran VI Meningkatnya
Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada

tabel berkut:
STRATEGIS EINERTA — . o : OFR
- TAR -
GET | REATISASI CAPAIAN
E‘lmﬁka’ﬂf‘“ Angta Kelahiran
Ponupnditian Menurut Kelompolk
Lajug Umur 15-19 Tahon 114 13.6 80.70 Tinpgi
(Age Specific |
Pertumbuhan = = |
Pendudul Fertility Ratm.-ﬁSFR]!

Darnt di atas dapat dyelaskan perhitungan Realisast
Kinerja dan Capaian Kineja Tahun 2025 dan Sasaran VI
Meningkatnva Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Adge
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Specific Fertility Ratio/ASFR) mempakan imdikator untuk mengukur
banyvaknyva kelahiran per 1000 wanmita pada kelompok usia tertentu
antara 13-19 tahun Untuk menghitung ASFR dapat diperoleh dengan

TUIus.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BEKBN Tahun
2025, angka ASFR Sumatera Barat sebesar 13.6 atau sudah jauh
melampaus  target. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan
Capaian Kinerja Indikator ASFR Tahun 2025 -

Capaian Indikator Kinerja ASFR Tahun 2025

= (2x114)-136 x100%
11

= 80.70 %

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu
Capatan Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan
perkembangannva dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil
sebagaimana pada Tabel berikut:

TAHUN
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Meningkatnya | Angka Target NA | 1910 | 1910 | 105 11,4
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Uszzha Eelahiran EBealizazt N/A 1417 | 106 114

13.6

Pengendalian | Menuruot
Laju Eelompook
Pertumbuhan | Umupr 15-19 i N/A
Capaian
Penduduk Tahun (Age (%) 125 144,50 01.43
Spesific Fertility
Ratio/ ASFR)

80,70

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Imi
dengan Target Jangka vang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Capatan Realisasi Kinerja Sasaran Strategiz VI Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun

20235 berdasarkan target Renstra DP3APYKB Tahun 2021-2026 dapat

dilihat pada tabel benikut :

Perbandingan Capatan Kinerja dengan Target Akhir Renstra

e
Realizasi e 2025
No Sasaran Indikator Sazaran Tahun Alkhir - IEI‘
2025 Fenstra: E.g_ 2
(%)

1. | Meningkatnya Angka Kelshiran
Uszaha Pengendalian | Menuorut

Laju Pertumbuhan Kelompok Umur
Penduduk 15-19 Tahun 1386 17.10 120,47
{Age Specific
Fertility
Ratio/ASFR)

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan
Fealisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Eealisasi Indikator Sasaran Strategis VI di
Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO INDIEATOR REATISAST REATTSASR]T

2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
= -
f ..
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KINERJA PROV SUMBAR NASIONAL
L Angla Kelahiran
Menuvrut Kelompok
Umupr 15-19 Tahuea .
: 13.6 206
{Age Specific z ¥
Fertility
Ratio/ASFR)
4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (Modren
Contraceptive Prevelence Rate/mCPR)
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja
No. | Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Persentaze Pemakatan Alat 36,3
Usaha Kentrazepsi Modren (Modren
Pengendalian Lap || Condracepiive Praveleiice
Pertumbuhan Rate'mCPR )
Pendoduk
Indikator umtuk  Sasaran  Meningkatnya  Usaha

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk untuk tahun 2025
ditargetkan berdasarkan realisast tahun sebelumnya (realisasi tahun

2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun
Ini

Dan Pengukuran Realisasi

Indikator Kinerja dan

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di maka Capaian Indkator
Kinerja, Target dan Realisasi Kinenja Sasaran VI Memngkatnva
Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada

tabel berikut:
5 TARGET | REALISASI CAPATAN
Meninslatn | Persentase Pemalraian
va Usaha Alat Kontrasepsi
Pengendalia | Modren { Modren 56.3 58.6 104,09 Sangat Tinggi
n Laju Contraceptive
| Pertumbuha | Prevelence |
t 2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025 |Ti_réiﬂ|
= - - o
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| nPenduduk | Rare'mCPR )

Dari di atas dapat dijelaskan perhitungan Realisasi Kinerja
dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dann Sasaran VI Meningkatnya
Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase
Pemakaian Alat Kontrasepst Modren (Modren — Contraceptive
Prevelence Rate/ mCPR ) adalah Perbandingan antara Pasangan Usia
Subur (PUS) Usia 153-49 tahun vang (menggunakan alat kontrasepsi
modern) dengan Jumlah Seluruh PUS pada periode yvang sama
dinvatakan dalam satuan persen (%), dapat dipercleh dengan
‘membandingkan antara Jumlah Peserta KB aktif dengan Jumlah
Pasangan Usia Subur. Untuk menghitung mCPR. dapat diperoleh
dengan rumus:

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun
2025. angka Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (mCPR) sebesar
58.6. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan Capaian Kinerja
Indikator mCPR Tahun 2025 -

Capatan Indikator Kinerja mCPR Tahun 2025

= 586 x100%
56.3

4!

I
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= 10409 %
¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu
Capatan Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan
perkembangannya dari capatan tahun 2021 akan memperlihatkan hasil
sebagaimana pada Tabel benkut:

SASARAN INDIEATOR ; TAHUN
" s KINERIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 Meningkatnya | Persentase Target 5| 5126 31,26 56,43 36.3

;fsﬂ'a _ me“ka“m Realisasi | 7148 | 5480 | 362 | 363 | 586

Laju Kontrasepsi |

Pertumbuhan | Modren Capatan : =

Penduduk (Modren (%) 125,40 | 106,90 109,64 2975 104 09

Centraceptive)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Imi
dengan Target Jangka yamg terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Capatan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas

Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun

2025 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat

dilihat pada tabel benikut :

2025
No Sasaran Indikator Sasaran Tahun 2025 Aiim bt ikt

(%)
1. | Meningkatnya

Usaha Perzentaze Pemakatan

Pengendalian | Alat Kontrazepsi Modren

Laju ( Modren Contracepiive 98,6 8,52 91

Pertumbuhsn | Prevelence Rate'mCPR)

| Penduduk
: 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ELR}H}J_J-'HE_‘; -j?a:.ﬁ\-‘
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e. Perbandingan Realisasi Iﬁnerfa Tahun ini ﬂeng:m Standar

Masional

Capaian Realizasi

Indikator Sasaran Strategis VI
dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilithat pada tabel
berikut

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di
Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

_Prevelence Raie'mCPR )

{ Modren Cormtraceptive

: : REATISASI REATTSASI
NO | INDIKATOR KINERJA PROV SUMBAR NAST CIN AL
I Perzentaze Pemakaian
Alat Kontrasepsi Modren

58,6 60,8

5. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeer Need)
b. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja
Indikator umtuk Sasaran Meningkatnyva Usaha Pengendalian Laju
Pertumbuhan Penduduk untuk tabun 2023 ditargetkan berdasarkan

realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2024).

No. | Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Usaha | 1 Persentase Kebutuhan 1535
Pengendalian Laju ber-KB vang tidak
Pertumbuhan terpenuhi ( Unmeet Need
Penduduk )

¢. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Im
Dant Penguluran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran
Capaian Indikator Kinerja di maka Capaian Indkator Kinenja, Target
dan Realisasi Kinenja Sasaran VI Menmingkatnyva Usaha Pengendalian
Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut -

NO

STRATEGIS

INDIEATOR

KINERJA

KINERJA

%o

CAPAIAN
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Pengendalian Laju | KB yang tidak 155 Sangat Tinggi
Pertumbuhan terpenuht
Penduduk (Unmet Need )

Dari di atas dapat dijelaskan perhitungan Realisasi Kinerja dan Capaian
Kinerja Tahun 2025 dari Sasaran VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju
Pertumbuhan Penduduk Persentase Kebutuhan ber-KB vang tidak
terpenuhn  (Ummeer Need ) adalah Persenfase Usia Perempuan
Noproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur WUS) yang tidak ingin
Memiliki Anak lagi atau Ingin Menunda Memiliki Anak dan Tidak
Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern.
Dapat diperoleh dengan perhitungan:

PUSIAT = Ingin anak tunda
PUS TIAL = Tidak ingin anak lagi
PUS = Pasangan Usia Subur

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025, angka
Unmet Need ( Kebutuhan Ber KB) sebesar 155

Capaian Indikator Kinerja Unmet Need Tahun 2025

=  (2x155)-154x100%
15.5

= 100.65 %

4
|
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Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Capaian Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan
perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil

sebagaimana pada Tabel berikut:
SASARAN TAHUN
No | TASARAN | DDRATOR | popena | _ | |
ISIRERI KINERJA 7021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 Meningkatnya | Perzentase Target 13 22,20 | 2220 | 1333 155
Usaha Kebutuhan ber-
Persandiabn KB ?anwtilia: Realizaz 2256 | 184 16,1 1535 154
. 2 = E I
Laju t'Ei'P-EﬂI.lh‘i Ciiiag
Pertumbuhan ( Lhomeet Need) ; 26.56 117 1274 | 98,89 | 100.65
Pendudul: (&)
e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan

Target Jangka vang terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan

target Renstra DP3AP2KEB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

[
) . Realuns | b |40 brude
Indikator Sasaran. | 0o | Alhir target akhir
{ %)
Perzentase Kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (Liemaf 154 9.34 3512
Need )

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
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Capaian Realisasi Indikator Sasaran .Strategis VI dlb&ndmgkan
dengan Realisas:t Nastonal dapat dilihat pada tabel berikut -

Perbandingan Capaian Eealisasi Indikator Sasaran Strategis VI di

Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO INDIEATOR EINERTA PROV SUMBAR REALISASI NASIONAL
1 Perzentaze Kebutuhan ber-KB
vang tidak terpenvhi (Lhmest 154 154
Need)

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta
Dilakukan

Alternatif Solusi

yvang telah

Dalam pencapaian sasaran strategis VI Meningkatnya
Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhit antara lain:

1. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan

dan peningkatan peran serta Mitra Kerja dan organisasi
kemasvarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga

melalui:

a Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader KB

b. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pokja Kampung KB

c. Onentasi Lapangan Kader BKB dan Kelompok Bina Keluarga
Balita

. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

melalui pemilihan ASN Model program KEKBPK sebagai Duta

ASIK (ASN Informan KKBPK) dalam bentuk:

a. Bimick Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan
Program KKBPK
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b. Bimtek Peningkatan Ketahaﬂa;l Keluarga
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan

3. Melakukan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di
provinsi melalui sosialisasi dan promosi tentang program KKBPK
dan Gerakan Bersama Cegah Stunting:

a. Bimtek TOT Tun Pendamping Keluarga
b. Sosialisasi dan pembinaan ketahanan remaja melalui PIK-R
c. Orientas: Lapangan TPK terhadap Keluarga beresiko Stunting

4. Melakukan Sosialiasasi Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan
Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Barat 2019 — 2039
dengan serta melakukan advokasi dan sosialisasi GDPK ke
Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan
pemanfaatan GDPK di daerah masing-masing:

a. Rapat Koordinasi dg Kab/Kota tentang penverasian Kebijakan
Pusat dan Daerah

b. Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait Lintas Sektor tentang
Pemanfaatan GDPE

5. Melakukan koordinasi penvediaan dan pengolahan data
kependudukan berbasis Keluarga melalui: Koordinasi dengan OPD
terkait dan Mitra Kerja dalam penyediaan data TFR. CPE, MUKP
dan Unmet Need KB

Beberapa hambatan vang dihadapt dalam pencapaian
target tersebut adalah:

1. Masth rendahnya OPD terkait Provinsi dan Kab/Kota belum
mengintergrasikan program kegiatan terutama dalam pemingkatan
kapasitas mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan

2. Masith rendahnyva kapasitas pengetahuan dan wawasan
petugas/mitra kenja di lini lapangan

3. Banvaknyva jumlah kader KB_ Pokja Kampung KB dan Kader BKB
yvang perlu ditingkatkan kapasitasnya

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Masth rendahnva OPD terkait Provinsi dalam memiuhmg Prngram
KKBPK, dapat dilithat dengan mmmnyva OPD Provinsi

mengirimkan ASN sebagai calon Duta Asik

- Masth tingginya tingakat perceraian, KDRT, pelecehan Seksual,

kenakalan remaja dan Napzah di Sumatera Barat

. Masth rendahnyva dukungan dan peran serta organisasi

kemasvarakatan, mitra kega dan OPD terkait lintas sektor dan
masyarakat dalam mempromosikan Gerakan Bersama Cegah

Stunting

. Belum Optimalnva TPK dalam melakukan pendampingan terhadap

Keluarga Beresiko Stunting
Untuk mengatast hambatan vang dihadapi tersebut maka

pada dilakukan beberapa upaya antara lain:

1.

Lid

Optimalisasi Penvelenggaraan Kampung KB (Inpres No. 3 Tahun
20227) melalui Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Rakor OPD

terkatt Provinsi dengan KabKota

. OPD terkait Provinsi dan Kab/Kota untuk dapat berkolaborasi

dalam meningkatkan kapasitas petugasMitra kerja di lin1 lapangan,
merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya stunting
yang dimulai dari ulu

. Melalui Instruks1 Gubernur meminta kepada seluruh OPD Provins:

untuk dapat mendukung pelaksnaan kegiatan pemilihan ASN
Model Program Bangga Kencana vang nantinva akan memadi Duta
Asik wyang perannya sebagai Motivator dalam menyapaikan

Program Bangga Kencana di lingkungan tempat tinggal maupun di
lingkungan kerja

. Duta Asik sebagai Motivator dalam mengadvokasi. KIE Program
Bangga Kencana di Masyarakat
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3. perlu adanya Gerakan Bersama dan seluruh Iapiéan masvarakat dan
pemernintah daerah dalam mempromosikan gerakan Cegah stunting
melalui kampanye dan promosi

6. Perlunva ditingkatkan peningkatan kapasitas TPK melalui strategi
Komunikasi Perubahan Prilaku dalam melakukan pendampingan
terhadap keluarga Beresiko Stunting

7. Melakukan pengembangan dan penvediaan materi dan sarana
promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukas:1 (KIE) Bangga
Kencana sesuai kearifan lokal

& Melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta organisasi
kemasvarakatan, mitra kema, OPD terkait, lintas sektor dan
masyarakat dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program
Bangga Kencana

9. Melaksanakan penggunaan media massa cetak dan elektromk
serta media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan KIE program
Bangga Kencana sesua1 dengan keanfan budava lokal

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnva
Usaha pengendalian laju Pertumbuhan penduduk diperlukan
sumberdaya vang memadai, mencakup:
1. Suomber dava manusia vang berkompeten mendukung capaian
Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Sumber anggaran yvang memadai
3. Sarana dan Prasarana vang memadai

Adapun analisis atas efisiensi pengunaan Sumber Dava sasaran

Peningkatan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:
- A o : Kekurangan S e e
No | KondisiIdeal = Kondisisaat ini Kelehihs Tindak Lanjut
-
- i t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
| ]

& e
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1 v i 3 4
1. | Jumlah SDM | Jumlah SDM Masih diperlukan | Mengisi
yang vang mendukung | penambahan kekurangan jabatan
berkompeten | Kinena belum SDM yang vang ada dengan
dalam cukup (memadai). | mempunyal mengangkat tenaga
Dimana belum kompetensi kelas | teknis vang
ada penyusun jabatan. kompeten agar
bahan data sasaranm strategis
kependudukan dapat optimal
dan KB, tercapat
pengelola
Advokasi
Eonseling dalam
pembinaan KB
dan Analis
ketahanan
keluarga
2. Sumber Anggaran vang Anggaran belum | Optimalisasi
anggaran ada saat i1 dapat | dapat angoaran untuk
vang dapat di optimalkan mengakomodir capaian indikator
mendukung | untuk mendukung | secara maksimal | kinenja dan
capatan capaian sasaran untuk kegiatan program BEKEBN
kinerja strafegis penngkatan melalui DAK fisik
Kapasitas Mitra dan Non Fisik
dan Orzanisast BOKB vang
dalam diperoleh oleh
Pengelolaan semua Kab'Kota di
Program Provins: Sumatera
Ketahanan Barat
Keluarca
3. | Tercukupiny | Sarana dan Perlunya sarana Optimalisast sarana
a sarana dan | Prasarana saatim | dan prasarana prasarana vang ada
prasarana belum optimal yang memadai serta penggunaan
untuk untuk mendukung | untuk Pengolahan | kendaraan
mendukung | capaian kinenja data dan operasional
kinerja pelaporam

Perhitungan tingkat efisiensi
Nomeor 22/PMK 02/2021):

(Peraturan Menter1 Keuangan RI

Keterangan:
PA  : Pagu Angpgaran
CK  : Capaian Kinenja (%)
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RA : Realisasi Anogaran
Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Meningkatnva
Perlindungan Anak di Provins: dan Kabupaten/Kota_ vartu -

{1.238.680.000x96,47%)—1.092.305.400
(1.238.680.000)

x 100%

Tingkat Efistens1 =

= §.29%

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan
berikut 1 :

Nilai Efisiensi= 509 + S50 ¢ 5005

Keterangan :
Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dan 20%. nilai efisiensinva adalah
(0%, sedangkan lebih dari 20 %, milai efisiensinya adalah 100 %

Nilai Efisiensi= 50% + %x 50%

= 30.20%

Anggaran vang disediakan dalam APED/P tahun 2025 untuk
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian
sasaran Memngkatnva Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
pada Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provins: Sumatera Barat
vaitu APBD/P sebesar Rp 1.038.680.000.-. dan Dana DAK BOKB sebesar
Rp 200.000.000,-. dengan total sebesar Rp. 1.238.680.000 - dan terealizas:
sebesar Epl.092.305.400 atau sebesar 88.30%. Siza anggaran sebesar Rp
146.374.600,- (11.82%) berasal dan sisa belanja honor narasumber,
belanja makan minum,_ sisa dana BOKB, dan sisa transportasi akomodasi
dari perencanaan kegiatan di Mentawai
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Jika dibandingkan a:ﬁ::ra capamnmdlk:;tnr k:iﬁexja sasaran strategis
Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 96.47%
dengan pagu dan realisasi anggaran dipeoleh tingkat efisiensi sebesar
8,29%. Upava efisiensi vang telah dilakukan dalam mendukung
pencapatan sasaran Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan
Penduduk antara lain adanva cost sharing dengan BEKBN.

Tabel 3. 53
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Stategis VI

i : Pmﬂnndn 14,840,000 100 6,180,000  41.64
Sinkrmm]ﬁa'hu;.hn
Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah
Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas
Penduduk

1 | Penyusunan dan 12,260,000 100 4140000 | 3234
Pemanfaztan Grand Design
Pembangunan
Kependodukan (GDPK)
Tingkat Provinsi

2 | Penverasian Kebijakan 2.040.000 100 2,040,000 | 100.00
Pembangunan Daerah
Provinsi terhadap
Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan
Kelnarga Berencana
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[ Penggunaan Media Mazza
Cetalk dan Elektronik Serta
Media Luar Buang untuk
Advokaszi, Promosi dan KIE
Program Bangga Kencana
Sesua Kearifan Budaya
Lokal

5.480.000

100

4.000,000

Pelakzanaan Advokasi dan
KIE Program Bangga
Eencana Melalui Mitra

46,136,000

100

45,243.000

08.06

Kerja

100

870.290,000

100

750,942,400

86.29

534,280,000

100

514,950,000

Pelakszanaan Fasilitasi,
Pembimbingan
Penpembangan dan
Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPEK

336,010,000

100

235,092 400

7023

Pemberdavaan dan
Peninglkatan Peran serta
Organisasi _
Daerah Provinsi dalam
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan

301,934,000

100

287,440,000

05.20

Fasilitazi pemerintah daerah
EabupatenKota dalam
Pengpembanzan Program
Ketahanan Keluarga di
Kampung Keluarga
Berkualitas

28.224.000

Peningkatan Kapasitas Mitra
dan Organizazi
Kemaszyarakatan dalam
Pengelolaan Program
Ketahanan Keluarga Melalui
Bina Kelvuarga Balita (EER),
Bina Keluarga FEemaja
{BER), Bina Keluarga

273,710,000

100

18,450,000

268,990,000

| Lt (RECE), Usha

4 Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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[ Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akzeptor
{UPPEA) dan

TOTAL | 1,238,680,000 | 100 1,093,805,400

88,30

j- Analisis Program/Kegiatan vang Menunjang Keberhasilan
ataupun kegagalan Pencapaian Pernyvataan Kinerja

Anggaran sebesar Ep 1.238 680.000 - berada pada 3 Program,
4 kegiatan Semua output sub kegiatan tercapai sesuai dengan yang
direncanakan. Pencapaian sub kegiatan vang dilaksanakan selaras dan
sudah dapat menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Usaha
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

3.3.7 Sasaran Strategis VII

—

. Ieningkatnya Tata Kelola Organisasi

Sasaran Strategis VII vaitu Meningkatnva Alkuntabilitas Kinenja
Organisasi  dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemernintah (AKIP) adalah merupakan
serangkaian sistematika dari berbagai aktivitas. alat ukur dan prosedur
vang telah dirancang dan disusun untuk tujuan penetapan. pengukuran.
pengumpulan data: pengkllasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terthadap penerapan AKIP
pada mstansi pemerintah vang sejalan dan konsisten dengan penerapan
Reformasi vang telah beronentasi pada outcome dan upaya untuk
memperoleh hasil vang lebih batk.

Sistemn pemtlaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
mengacu pada Indikator pengukuran vang telah ditetapkan oleh

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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Kementerian Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemen PAN RB) vang meliputi -
a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
b. Pengukuran kinenja dengan bobot 30%
c. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 13%
d.  Evaluasi Internal dengan bobot 25%
1. Indikator Akuntabilitas Kinerja OPD
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja
Tabel 3.54
Target Indikator Kinerja Sasaran VII Tahun 2025

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET

1 Meniplkatia Aluntabilitas Kinerja | Nilai  Alpntabilitaz Kinerja | BB (79)
Organizasi OFD

Sumber data - DP3AP2KB Prov. Sumbar 2025

Sasaran Startegis VII Tahun 202 Menmngkatnva Akuntabilitas Kinerja
Orgamsasi dengan Indikator Kinena Nilai Akuntabilitas Kinenja OPD
ditargetkan tercapai 79. Penetapan target indikator Kinenja Nila
Akuntabilitas Kinerja OPD 1n1 berdasarkan realisas: tahun 2024 (Hasil
LHE AKTP).

b. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Imi

Pada tahun 2025, nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinenja
Pemenntah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat memperoleh nilm A (80.74) dan target BB (79).
Perolehan 1 tidak lain adalah dari capaian seluruh Program dan Kegiatan
vang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun Baik itu capaian

program dan kegiatan capaian kinega dan capaian Renstra, namun di

tahun 2024 capatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinenja Orgamisasi

dengan [ndikator Nila1 Akuntabilitas Kinerja OPD mengalami penurunan
Tabel 3.55
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Capaian Indikator Sasaran Strategis VII Tahun 2023
: 2025
1 | Meningkatoya Nitai
Aluntabilitas Akuntabilitas BB (79) | A (80,74) 102 Sangat
Kinerja Kinerja OPD Tinggi
Orzanisasi
Dari Tabel 355 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran
Strategis VII Memingkatnyva Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan target BB (79)
terealisast A (80.74) dengan capaian 102% (Kategoni “Sangat
Tingg1™).
c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu
Capaian Indikator Sasaran Strategis VII jika dibandingkan
perkembangannya dari capaian tahun 20235 akan memperlihatkan hasil
sebagaimana pada Tabel 3 .56 benikut -
Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi dan Capaia Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja
OPD Tahun 2021 s.d 2025
A | e s (| : -
KINERIA | RINERJA | ©  [7001 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Meninglkatnya | Nilai BB BB | BB
Akuntabilitas | Akuntabilitas | 22 BB | BB | 04y | (7947 | (79)
kinerja Kigerja OPD
Orzanisasi BB B
Eealizaszi EEB BB <99 EE (80,7
(7327 | o0y | 4
Capaian =
) 100 100 197 99 53% 102

:::"*-_
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Perhjmngan-::apaian ‘Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
menggunakan metode pengukuran knteria vang pertama. Capaian
indikator kinerja sebesar 102% menunjukkan ketercapaian melebihi
target vang telah direncanakan Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2024, capaian indikator kinenja i1 menunjukkan peningkatan
247% di tahun 20235, Namun, secara absolut Nilai Akuntabilitas
Kinerja OPD tahun 2025 memngkat 1,74 dibandingkan dengan tahun
2024. Perbandingan Realisasi dan capatan indikator kinerja tahun
2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini:

Gambar 3.7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun
2023-2025

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

120
107
85 53 102

100 - —
E,D s

B capaian
60 -

target

an — W realisasi

2023 2024 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target
Jangka Menengah vang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 20235

berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilthat pada Tabel 3 38
berikut :

b =i fisi

iy = 55
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Tabel 3.57
Perbandingan Capaian Kinenja dengan Target Akhir Renstra

i - _ ... - | Target | tahun 2025

STRATEGIS | KINERIA | 2025 | poor | Renstra(

%)
1 | Menmngkatnya | Nila
Aluntabilitas | Akuntabilitas A A( T
Kinerja Kinerja OPD | (80.74) | 80.08) B8
Organisasi

Dari tabel 3 37 di atas dapat dilithat bahwa capaian Sasaran
Strategis VII dan target Akhir Renstra dengan mndikator Nilai
Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 10082 %. Target akhir Eenstra
DP3AP?KB sudah dapat dicapa1.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun
Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Nilai Akuntabilitas
Kinena OPD menunjukkan pemingkatan yvang berfluktuatif dengan rata
pemingkatan sebesar 1 63%. Peningkatan tertinggi terjad: di tahun 2022
sebesar 5,19 dan terendah terjadi di tahun 2024 yaitu tegad: penurunan
sebesar .17, Perkembangan realisas: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
dari tahun 2021-2025 vang digambarkan pada grafik di bawah ini:

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

g IS 251

79.27 = R0.74

79.10

A3

2021 202 2013 2024 2025
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£ Membandingkan Realisasi Kme:'ja Tahun Ini Eiﬂllg:]]l Standar
Nasional
Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VII vaitu Nilai
Aluntabilitas Kinerja OPD, tidak ada Standar Nasional sebaga
Pembanding.

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Altermatif Solusi vang
telah dilakukan

Keberhasilan pencapatan Sasaran Meningkatnva Akuntabilitas

Kinerja Organisas: dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas

Kimnega OPD dengan target BE (79) dan terealisasi A (80.7/4) dengan

tingkat capaian 102 %. Upava vang sudah dilakukan untuk

Meningkatnya Akuntabilitas Kinemja Orgamisasi DP3APJKE antara

lain:

1. Menindaklanjuti rekomendas: hasil evaluasi SAKIP dan Inspektorat

tahun sebelumnya

2. Menetapkan tujuan vang jelas dan mennci indikator kinerja vang
terukur dan dapat dipantau

3. Menyusun dokumen SAKIP Biro Organisasi Tahun 2023

4 Mempedomant dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam
menyusun dokumen tahunan Biro Orgamsas:

5. Menvampatkan Laporan Kinerja Tahun 2023 tepat waktu sesuai
tanggal vang ditetapkan.

6. Melakukan evaluasi internal secara berkala wumtuk melihat
pencapaian kinerja, anggaran vang telah ditetapkan.

7. Pembenan sertifikat penghargaan terhadap Pegawai dengan Kinenja
Baik
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Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi
SAKIP antara lain:
1. Belum semma ASN di DP3AP?KE memahami bagaimana
implementasi SAKIP vang seharusnyva.

2 Belum maksimalnva keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja
bawahan secara bertingkat.

3. Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan LEGIP.
Upayva kedepan untuk meningkatkan implementas: SAKIP antara

lain:

1. Memngkatkan kualitas dokumen SAKIP vang disusun

2 Meningkatkan pemahaman ASN secara intensif terkait SAKIP

3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal agar dapat membantu

mengidentifikasi pencapaian dan kendala dalam implementas:
SAKIP

4. Membangun sistem penghargaan untuk mendorong dan menghargai
pencapalan kinerja vang baik dan menerapkan sanksi wang
proporsional bagi vang tidak memenuhi standar kinerja vang

ditetapkan_
h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dayva

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Memingkatnva
Alkuntabilitas Kinerja Kinerja OPD), diperlukan sumberdaya vang memadai,
mencakup:

1. Sumber dava manusia wvang berkompeten mendukung capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD.

2. Sumber anggaran vang memadai

3. Sarana dan prasarana yang memadai.

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
M ™=
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Adapun analisis atas efisiensi pengunaan Sumﬁer-ba},ra sAsaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD  dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut -
4 5
Masih Mengist
diperlukan kekurangan
berkompeten | mendulkung penambahan jabatan vang
Pelaksanaan | Kinenja belum | SDM vang ada dengan
Sistem AKIP | cukup mempunyval mengangkat
(memadai) Kompetensi tenaga teknis
kelas jabatan. vang kompeten
agar sasaran
strategis dapat
optimal
tercapai
2 Sumber Anggaran Perlunva Optimalisasi
anggaran vang ada saat | anggaran untuk | anggaran
vang dapat in1 dapat di mengakomodir | untuk capaian
mendukung optimalkan Bimtek SAKIP | indikator
capatan untuk setiap tahunnya | kinerja dan
kinerja mendukung program
capatan unggulan
sasaran daerah
strategis prioritas
dengan kegiatan
pengangaran
vang tepat
3 Tercukupinya | Sarana dan Perlunya sarana | Optimalisasi
sarana dan Prasanara saat | dan prasarana Sarana
prasarana i1 belum yvang memadai | Prasarana vang
untuk optimal untuk | untuk ada serta
mendukung mendukung perencanaan dan | penggunaan
kinerja capaian pelaporam Sapras vang
kinerja tepat
Tabel 3.58

Program dan Kematan Mendukung Indikator

Stategis VII

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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18914000

100

18.139.100

95.90

o

5.958.000

100

5.327.000

89,41

Evaluasi Kinenja Perangkat
Daerah

1,152,000

100

1.130.000

7,456,460,581

100

7352853170

Penyediaan Gan dan
Tunjangan ASN

7171074582

100

7.090.597.170

98,38

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian Verifikas
Keuangan SKPD

282.506.000

100

259.376.000

91,51

Koordmasi dan Penvusunan
Laporan Keuangan
Triwulanan'Semesteran
SKEPD

2,880,000

100

2,880,000

100

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menter1 Keuvangan RI

Nomeor 22/PMK.02/2021) -

Keterangan -
PA : Pagu Anggaran

CK  : Capaian Kinerja (%)

-.-—
¢ Yy
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Tingkat efisiensi untuk  sasaran Meningkatnva Méﬂjngﬁéfn}ra

Perlindungan Anak di Provins: dan Kabupaten/Kota, vaitu :

) . (7.482.484.582x102%)—7.377.449.170
Tingkat Efi i= x 1009
o GRS (7.482.484.582) /o

= 34%
Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan
berikut 1 :

— N
Nilai Efisiensi= 50% + - L= ¢ 500

Keterangan -

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dan 20%, mlai efisiensinva adalah

0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

Nitai Efisicnsi=" 50% 4 F——fﬂx 50%

= 350.85%

Anggaran vyang disediakan dalam APED/P tahun 2025 untuk
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian
sasaran Meningkatnya Aluntabilitas Kinerja OPD  pada Dinas
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Sumatera Barat sebesar Ep.
7.482.484.582 - dan tercalisasi sebesar Rp7.377.449.170.- atau sebesar
98,60%. Sisa anggaran sebesar Rp 105.035.412.- (1.39%) berasal dant
sisa belanja honorarium narasumber, belanmja lembur, Jika dibandingkan
antara capaian indikator lkinerja sasaran strategis Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja OPD 102% dengan pagu dan realisasi anggaran
dipeoleh tingkat efisiensi sebesar 3.4%. Upava efisienst vang telah
dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Menmngkatnya
Akuntabilitas Kinerja OPD antara lain melakukan optimalisasi sosialisasi
d1 bidang akuntabilitas ke seluruh unit DP3AP2ER.
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i. Analisis Program/Kegiatan vang Henunjnng Keberhasilan a%;mpun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 7482484 582 berada pada Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinenja Perangkat Daerah,
dengan 3 sub kegiatan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dengan 3 sub kegiatan Semua output sub kegiatan tercapai sesuai target
vang ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan vang dilkasanakan selaras dan
sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Memngkatnya
Akuntabilitas Kinerja Organisasi

3.3.8 Sasaran Strategis VIII

""l'ﬂrﬂ Sasaran Strategis VIII
ERy Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi adalah suatu upaya
sistematis untuk memberikan layanan vang lebih batk serta meningkatkan
kepuasan, dan membangun reputasi postif — Pelayanan berkualitas
merupakan harapan masyarakat dan dapat dyadikan tolak ukur bagi
birokrasi pemerintah Aparatur seharusnya mampu menghindarkan dini darn
budayva birokrasi vang kurang baik. schingga dapat meningkatkan pencitraan
aparatur dan mstitusi pemernntah maupun pemerintah daerah, sehingpa
semakin beribawa dalam pandangan masvarakat.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya memberikan
pelavanan kepada Stakeholders dengan jemis pelavanan vang berbeda
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi vang telah ditetapkan untuk
OPD vang bersangkutan Begitupun dengan DP3AP?KRB. Berdasarkan hal
tersebut, DP3APJKEB menetapkan sasaran memngkatnya kualitas pelayanan

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025
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organisasi vang diukur dengan menggunakan indikator kmﬂ_;a nnglcat
kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian indikator in1 diperoleh
berdasarkan hasil surver yang dilaksanakan oleh DP3APJKB  setiap
tahunnya.

1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayvanan Organisasi

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.59
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2025
NO.  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuazan terhadap a1
Pelayvanan Organizasi Pelavanan Orzanisasi |

Sumber data : Swrvey Kepuman Masyarakat

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayvanan Organisasi pada tahun 2025
ditargetkan 91 Penetapan target indikator Tingkat Kepuasan terhadap
Pelavanan Organisasi berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Im

Capatan Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Strategis VIII Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel
3.60 berikut :

Tabel 3.60
Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
VIII
o INDIEATOR KINERJA
NO. 'STRATEGIS KEHERAS TARGET REALISASI | CAPATAN | Kategori
| SOV E— 2023 2023 (%)
1 | Meningkatnya Tingkat
Kualitas Eepuazan a1 o4 103,30 Sangat
Pelayanan terhadap Tings:
Organizasi Pelayanan
Organizas
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Dari Tabel 3.61 di am;capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan
terhadap Pelavanan Organisasi dani target 91 terealisasi 94 dengan capatan
103.30% (Kategon “Sangat Tingg1™).

Realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi
diukur berdasarkan hasil survel vang dilakukan melalu aplikasi SEPAKAT
(Surver Kepuasan Masvarakat). Jumlah responden vang mengisi kuesioner
adalah sebanyak 70 orang Dari 9 Pertanvaan vang ditanvakan kepada
stakeholders diperoleh informas: terkait infrastrulctur lavanan vang harus
diperbaik: Interval nilai yang digunakan untuk mengetahui kualitas lavanan
adalah sebagai berikut:

' Range Nilai Kategori
25-64.99 Tidak baik
65-76.60 ‘Kurang baik

76.61-88.30 “baik
88.31-100 Sangat baik

Berdasarkan interval nilai tersebut berarti tingkat kualitas pelavanan
vang diberikan oleh Biro Organizasi termasuk kategon: “Sanhat Baik™

¢. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun
Ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.61
Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII
Tahun 2021 s.d 2025

| INDIRA _ "TAHUN
No | BDTSATOR | prvErA
KINERJA 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. | Tingkat Target - 92 90 92 91
Kepuasan o1
terhadap Realisasi i 9134 | 9147
92.16
Pelayanan
Capaian . 9928 | 102 | 10017 | 10330
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Organisasi (%a)

Perhitungan capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelavanan
Organisas1 menggunakan meode pengukuran kriteria pertama Berdasarkan
Tabel 362, capatan indikator kinerja sebesar 103.30% menunjukkan
ketercapalan target vang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2024, capaian indikator kinerja i1 menunjukkan peningkatan 3.13
dibandingkan dengan tahun 2025 namun secara absolut Tingkat Kepuasan
terhadap Pelavanan Organisasi tahun 2025 meningkat | 84dibandingkan
tahn 2024 Perbandingan realisazi dan capaian di tahun 2023 sd 2025
dapat dilihat dari Gambar di bawah 1m-

Gambar 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap
PelavananaTahun 2023-2025

Perbandingan Realisasi dan capaian Tingkat
Kepuasan terhadap Pelayanan Tahun 2023 s.d 2025
105

100
55

L1
B i
B0

223 2024 2025

Ln

Wcapaian ®target  Wrealisas

i. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Imi
dengan Target Jangka Menengah vang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2025
berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilthat pada tabel 3.62
bertkout -

Tabel 3.62

2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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Perbandingan Capaian Kiﬁeﬁa dengan Target Akhir Renstra

NO. STRATEGIS KINERJA 7025 Sty s
Renstra (%) |
1 | Meninglkatnya Tingkat
Knalitas  Pelavanan | Kepuazan
Orzanisasi terhadap 94 03 101
Pelayanan
Ofganizasi

Dari tabel 3 63 di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir
indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelavanan Orgamisasi pada
Renstra DP3AP2KEB Prov. Sumbar diharapkan tercapai 93. Realisasi tahun
2025 vang tercapal 94 menunjukkan pencapaian sebesar 101% dan target
tahun terakhir Renstra 2021-2026. Target akhir Renstra DP3APZKEB sudah
berhasil dicapai pada tahun 2023.

j. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaram 5 Tahun
Terakhir
Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, Tingkat Kepuasan terhadap
Pelavanan Orgamizast menunjukkan pemimngkatan vang berfluktuatif
dengan rata peningkatan sebesar 0,89% Peningkatan tertinggi terjadi di
tahun 2025 sebesar]l 84 dan terendah terjadi di tahun 2023 sebesar 0.13.
Perkembangan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dan
tahun 2023-2005 dapat di hhat dar1 grafik berikut :

Perkembangan realisasi tahun 2022 s.d

tahun 2025
96
g4 94

- O] .34 i _j“-
At / 9147
9216
2022 223 2024 2025
— I 1505 41 34 G147 9216 G4

— reglisac

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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k. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini ﬂéng:m Standar
Nasional (jika ada)

Untuk realisasi indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelavanan
Organisas1 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi
dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

.  Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi vang telah
dilakukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Organisaz1.  Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan
Organisast dengan target 91 dan terealisasi 94 dengan tingkat capaian
103.30%. Hal im1 ndak terlepas dan peranan seluruh ASN vang terlibat
dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah
konkrit antara lain : Pelayvanan kepada masyarakat, adanva komitmen
pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/ kegiatan/sub
kegiatan, melakukan momtoring secara berkala terhadap pencapaian
program dan kegiatan setiap bulannyva melakukan penyempurnaan sistem
PenyusuNan perencanaan
h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Amnalisis

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan
Organisasi dinilai baik hal 1m disebabkan adanva monitoring dan evaluasi
secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan
program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan
kegiatan baik fisik dan keuangan

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 22/PME 02/2021) -

Tingkat Efisicnsi = 2220800,

3 Laporaa Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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Keterangan:
PA : Pagu Anggaran
CK  : Capaian Kinerja (%0)
RA  : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiens1 untuk sasaran Memngkatnyva Kualitas Pelavanan

Organisasi, vaitu :

{3.581.245.285x103,30%)—-2.222.614,135

Tingkat Efisiensi= (2.581.245.385)

x 100%

= 10.52%

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan
berikut 1m:

Milai Efisiensi= 500 4+ &8 “tj isienst) ¢ 50%
Keterangan:

Jika tingkat efisiens1 diperoleh kurang dan 20%. milai efisiensinya adalah
0%, sedangkan lebih dari 20 %6, nilai efisiensinya adalah 100 %

(10.52%)
20

Nilai Efisiensi= 50% + x 50%
= 50.27%

Anggaran vang disediakan dalam APEDP tahun 2025 untuk
pelaksanmaan  program/‘kegiatan/sub  kegiatan  untuk  mendukung
pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada
Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.
3.581.245.385.- dan terealisasi sebesar Rp 3.322.614.135-. Capaian
Kinerja masukan sebesar 92.78%. Sisa anggaran sebesar Rp
258.631.250,(7,31%) berasal dar sisa kontrak, sisa belanja perjalanan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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dinas_ sisa pemeliharaan, sisa pengadéan be;{anja A'I'K bahan koﬂ:rputer

kertas. dan cetak.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran
strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisast 103 30% denngan

pagu dan realisasi anggaran dipeoleh tingkat efisiens: sebesar 10,52%.

I. Analisis Program/Kegiatan vang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.63

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran

Stategis VIII

_ REALISASI TAHUN 2025

| %

3581245385 100 | 3322614135 00,78
]}AIER&H PROVINSI
Administrasi Barang Milik 63,400,000 100 60,215,675 | 94.93
Daerah pada Perangkat Daerah '
Pengamanan Barang Milik 63,400,000 140 60,215,675 | 9408
Draersh SEPD
Administrasi Kepegawaian 5,000,000 100 5,000.000 | 100.00
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000 100 5.000.000 | 100.0C
Pegawai Berdasarkan Tugas dan

| Fungsi . : :

Administrasi Umum Perangkat 1,678,787.,579 100 | 1,480,736,717 | 88.20
Daerah
Penyedizan Komponen Instalasi 10,698,010 100 0,531,550 | 89.1C
LigtrikkPenerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 70,121,970 1600 63,795,250 | B3.83
Tangza
Penvediaan Bahan Logistik 168,293,412 100 142,085,800 | 84.96
Kaﬂtm ....... st ren et e L i i
Penj,- ediaan Bahan Logistik 2,947 200 100 2.947.200 | 100.0C
Eantor
[UPTD)
Penyediaan Barang Cetalan dan 01,578,700 140 61,487,600 | 67.14
Penggandaan
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n w =
6 | Penyedizan Bahan Bacaan dan 21705000 100 19,022,000 | B81.7¢
Peraturan Perundang-Undangan
7 | Penyelenggaraan Rapat 1.232.968.112 100 | 1.100489.456 | B9.26
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8 | Penyelenggaraan Rapat 80.475.175 100 77.577.861 | 96.4(
Koordinas: dan Konsultasi SKPD
[UPTD)
IV | Pengadaan Barang Milik T7.555,970 100 68,300,002 | 88.07
Diaerah Penunjang Uruszan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel 26,773,200 100 24,000,003 | 89.64
2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin 50,782,770 100 44100 000 | £7.23
Lainnya
V | Penyediaan Jaza Penunjang 1,389,345,836 1006 | 1,350,941.041 | 97.24
Urnsan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jaza Surat Menyurat 328,000 100 307200 |  93.66
2 | Penyediaan Jaza Komunilasi, 238471200 100 225035972 | 9474
Suomber Daya Atr dan Listrik
3 | Penyediaan Jaza Pelavanan 1,150.346,636 100 | 1,124,697 860 | 97.73
Umnpm Kantor
VI | Pemeliharaan Barang Milik 367,156,000 100 357,420,700 | 97.3%
Diaerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
! | Penvedizan Jaza Pemeliharaan, 100,632,000 {Elt] 96,301,000 | 93.7C
Biava Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atan Lapangan
2 | Pemeliharaan Peralatan dan 49.960.000 100 44,320,400 | 8921
Mesin Lainnya
3 | PemeliharaanRehabilitasi 216.564.000 100 216.329.300 | 9998
Gedung Kantor dan Bangunan
| Lainnya
Anggaran sebesar Rp 3.581.245.385,- berada pada 6 kegiatan,
18 sub kegiatan dengan semua output sub kegiatan tercapai sesuai
target vang direncanakan Pencapaian Sub kegiatan vang dilaksanakan
selaras dan sudah dapat menumjang pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya Kualitas Pelavanan Organisasi.
3.4 REALISAST ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja vang telah ditetapkan, Dinas
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian

i ¢ Llaporan Kinerja Instanst Pemerintah (LK{IP) 2025
-
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Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst

melaksanakan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran
APBD. DAK Fisik dan Non Fisik Dana Pelavanan PPA sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

Untuk mengetahu seberapa besar dukungan anggaran untuk

Sumatera Barat

masing-masing sasaran, maka dapat diluhat dar tabel di bawah i -

Tabel 3.64

Hubungan antara Sasaran dengan Pagu Anggaran dan Realisasi

Meningkatnva Kualitas
Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di
Provinst dan
KabupatenKota

Anggaran
Tahun 2025

24.156.000 |

17.650.000 |

07

1.522.795.000

1.465.879.000

9636

1.048.577.000

844098 376

8050

405.530.000

398.820.000

9891

2.536.945.000

2.382.066.783

93.89

1.238 680.000

1.093.805.400

7521

7482484582

7377499.170

59.60

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perhindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat

3.581245385

3322614135

92.78

i

o]
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mengelola dana APBD dan DAK total sebesar Rpl?ﬂilﬂillﬁgﬁ?,— vang
terdiri 10 Program, 25 Kegiatan dan 38 sub kegiatan dimana realisasi fisik
sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp 16.902.383.464,- sebesar 94, 74%.

BABIV
PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan menggambarkan capaian
kinerja dan prestasi maopun permasalahan vang dihadapt  Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinst Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instanst Pemerintah 1m  dapat dyadikan tolok ukur
keberhasilan'kegagalan pencapaian sasaran dalam FRencana Strategis
(Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penvajian data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansit Pemernintah
i1 didasarkan kepada beberapa indikator kinerja vang ada pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran.
Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluas: terthadap pencapaian sasaran
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 dapat distmpulkan hal-hal sebagai benkut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinenja Instansi Pemenntah  Dinas
Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian

t Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LK7IP) 2025

= -*—-- ﬁ
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Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 mencakup 8 (delapan)
sasaran strategis vang diukur dengan 15 (lima belas) indikator kinerja

2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduoduk dan
Keluarga Berencana Rata-rata termasuk dalam Kategori Sangat baik,
artinya Kinerja Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 termasuk berhasil.

3. Kategoni penilaian keberhasilan capaian 14 (Empat belas) indikator
kinerja dengan predikat Sangat Tinggi (91% = 100%), 1 (Satu)
indikator Kinenja dengan predikai Tinggi (76% < 90%).

4. Anpgparan program yang menunjang pencapaian 8 (delapan) sasaran
strategis, dan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis adalah
sebesar Rp 17.840.416.967.- diurealisasikan sebesar Rp.16.902.383.464. -
atau 94.74%. Amnva dalam pelaksanaan programkegiatan vyang
menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar
5,26% atau secara absolut sebesar Rp. 938.033.503,-

4.2 Upava perbaikan akuntabillitas kinerja di masa vang akan
datang

Untuk meningkatkan kinena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut -

1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yvang diinngi
dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja
d1 tahun-tahun akan datang.

2. Melakukan evaluast bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan
kegiatan pada masing-masing bidang, vang dukuti identifikasi setiap
permasalahan vang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih
solusi penyelesaiannya

3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga
target vang telah ditetapkan dalam Peganjian Kinega (PK) dapat
tercapat.

4. Peningkatan kompetensi akuntabel seperti vang diharapkan SDM
Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemernntahan secara
transparan dan akuntabel.

'y Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKGIP) 2025
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3. Menerapkan asas-asas tertib admimistrasi ﬁmisparan__ hindari
pemborosan (efisiensi). dan cegah potensi timburmya Korupsi, Korusi
dan Nepotisme (KKN). dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata)
seluruh program_ kegiatan_ dan anggaran di lingkup Dinas Pemberdayvaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provins: Sumatera Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Sumatera Barat Tahun 20235
vang dapat disajikan sebagal pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungs1 serta kinega vang telah dicapai berdasarkan kewenangan vang
diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan
vang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan tenima kasth

Padang, 19 Januari 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Eerencana

Pembina Ltama I’v[u&a
NIP.19710118 200212 2 002

= Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK{IP) 2025
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“Perempu
an bisa
menjadi
aktor
strategis
di dalam
pembangu
nan.

Tidak hanya
pembangunan di
desa desa.tetapi juga
pembangunan
secara nasional yang
dapat mengubah
kehidupan
masyarakat
Indonesia menjadi
lebih baik dan
sejahtera.”
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DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUE DAN
EFLUARGA BEREMCANA
PROVINSI SUMATERA
BARAT
Tlp. (0751) 7053781
Fax_ (0751) 7053781
JI. Razuns Said No. 74 Padang
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

PERJANJIAN KIN ERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintanan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama - dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes

Jabata . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - MAHYELDI
Jabatan - Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telan ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasllan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025
K KEDUA, PIHAK PERTAMA,

MAHYELDI dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP.19710118 202212 2 002



PERJANJIAN KINERJA

OPD - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINS| SUMATERA BARAT
TAHUN . 2025
SASARAN
no| INDIKATOR KINERJA TARGET
1 (2) 3 {4}
1 | Meningkatnya a. Jumlah Kabupaten/Kota yang 16 Kab/Kota
Kualitas Pelaksanaan mendapatkan Penghargaan APE
PUG di Provinsi dan b. Perolehan Penghargaan APE Nindya |
Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Provinsi
2 | Meningkatnya a. Persentase Perempuan di 12,30 % ‘
Pemberdayaan Legis|atif
Perempuan b. Persentase perempuan 15.09 %
pengambil kebijakan
c. Persentase Sumbangan 37,55 %
Perempuan dalam Pendapatan ‘
Kerja _ _ |
3 | Meningkatnya Rasio Perempuan korban 15 ‘
Perlindungan Kekerasan per 100.000 Penduduk
Perempuan Perempuan (usia 18 tahun ke atas) |
| 4 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan Hak Anak 60,42 |
Pemenuhan Hak Anak
5 | Meningkatnya Rasio Anak yang memeriukan 402 4‘
Perlindungan Khusus | Perlindungan Khusus per 100.000 ,
Anak anak ( usia kandungan -18 tahun ) .
6 | Meningkatnya usaha a. Angka Kelahiran Total (Total 261
pengendalian laju Fertility RatelTFR)
pertumbuhan ' b. Median Usia Kawin Pertama 22,40
penduduk Perempuan (MUKP) |
c. Angka Kelahiran Menurut 17,60
Kelompok Umur 15-19 Tahun ‘
( Age Specific Fertility
Rate/ASFR) |
d. Persentase Pemakaian Alat 56,2
Kontrasepsi Modren ( Modren |
Contraceptive Prevelence
Rate/mCPR )
e. Persentase Kebutuhan ber-KB 16
yang tidak terpenuhi (Unmeet
Need ) _
7 | Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja OPD BB(79)
Akuntabilitas Knerja
Organisasi
8 | Meningkatnya Tingkat Kepuasan terhadap 91
Kualitas pelayanan Pelayanan Internal Organisasi
Internal Organisasi




No. Program A"?g:; i Keterangan
1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan 12.512.980.188. - APBD |
Daerah Provinsi
2. | Program Pengarusutamaan Gender dan 943.787.000 - APBD
Pemberdayaan Perempuan
3. | Program Perlindungan Perempuan 1.006.821.000.- APBD
90.210.000,- DAK
4. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga 46.275.000, - APEBD
5 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender 17.759.000 - APBD
- dan Anak
6 Program Pemenuhan Hak Anak 254 256.000,- APBD
Program Perlindungan Khusus Anak 976.271.000,- APBD
1.590.355.000,- DAK
8. | Program Pengendalian Penduduk 17.8920.000,- APBD
9. | Program Pembinaan Keluarga Berencana 99.670.000.- APBD
| 10. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan 1.137.696.000 - APBD
Keluarga Sejahtera 200.000.000,- DAK
JUMLAH 18.894.000.188,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

dr. HE

Padang, Januari 2025
KEPALA DP3AP2KB

PROVINS|I SUMATERA BARAT

RLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP.19710118 202212 2 002




s PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
H DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
W==. " pENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

g Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes

Jabata - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan . Gubernur Sumatera Barat
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengan
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pinak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang,®Oktober 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
“J(
e - .----Ff;__d_
MAHYELDI dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes

NIP.19710118 202212 2 002



PERJANJIAN KINERJA

Kualitas pelayanan
Internal Organisasi

Pelayanan Internal Organisasi

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2025
SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1 @ (3} {4)
1 | Meningkatnya a. Jumlah Kabupaten/Kota yang 16 Kab/Kota
Kualitas Pelaksanaan mendapatkan Penghargaan APE
PUG di Provinsi dan b. Perolehan Penghargaan APE Nindya
Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Provinsi
2 | Meningkatnya a. Persentase Perempuan di 12,30 %
| Pemberdayaan Legislatif
II Perempuan b. Persentase perempuan 15,08 %
pengambil kebijakan
c. Persentase Sumbangan 37.55 %
Perempuan dalam Pendapatan |
= | Kerja -_
3 | Meningkatnya | Rasio Perempuan korban | 15
Perlindungan Kekerasan per 100.000 Penduduk
Perempuan Perempuan (usia 18 tahun ke atas)
4 | Meningkatnya Indeks Pemenuhan Hak Anak 60,42
Pemenuhan Hak Anak |
5 | Meningkatnya Rasio Anak yang memeriukan 490
Periindungan Khusus | Perlindungan Khusus per 100.000
Anak anak ( usia kandungan -18 tahun )
6 | Meningkatnya usaha a. Angka Kelahiran Total (Total 2,34
pengendalian laju Fertility Rate/TFR)
pertumbuhan b. Median Usia Kawin Pertama 22,40
penduduk Perempuan (MUKP)
c. Angka Kelahiran Menurut 11,4
Kelompok Umur 15-18 Tahun (
Age Specific Fertility
Rate/ASFR)
d. Persentase Pemakaian Alat 56,3
Kontrasepsi Modren ( Modren
Contraceptive Prevelence
Rate/mCPR )}
e. Persentase Kebutuhan ber-KB 15,5
yang tidak terpenuhi (Unmeet
- Need )
7 | Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja OPD BB (79)
Akuntabilitas Knerja
Organisasi
8 | Meningkatnya Tingkat Kepuasan terhadap a1




No. Program Antggz; ek Keterangan
1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 11.063.729.967 APBD
Daerah Provinsi
2. | Program Pengarusutamaan Gender dan 940.625.000 APBD
Pemberdayaan Perempuan
3, Program Perlindungan Perempuan , 1.048.577.000 APBD
DAK
4, | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 606.326.000 APBD
5. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender | 6.705.000 APBD
dan Anak LI y
6. | Program Pemenuhan Hak Anak 308.825.000 APBD
7. | Program Perlindungan Khusus Anak 2.536.949.000 APBD
DAK
8. | Program Pengendalian Penduduk 14.840.000 APBD
| 9. | Program Pembinaan Keluarga Berencana 51,616.000 APBD
10. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan 1.172.224.000 APBD
Keluarga Sejahtera DAK
JUMLAH 17.840.416.967.
PadangZOktober 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT
[
; : /
] S
MAHYELDI dr. HERLIN &RIDIANI, M.Kes

NIP.19710118 202212 2 002
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SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN TAHUN 2024

Sumbangan Pendapatan
No |Provinsi / Kabupaten [ Kota |Perempuan (Persen)
2024
1|SUMATERA BARAT 37.85
2|KEPULAUAN MENTAWAI 31.24
3|PESISIR SELATAN 34.31
4150L0K 38.67
S5|ISUUNJUNG 27.98
6| TANAH DATAR 36.07
7|PADANG PARIAMAN 31
B|AGAM 40.37
9{LIMA PULUH KOTA 28.98
10{PASAMAN 35.85
11{SOLOK SELATAN 36.99
12| DHARMAS RAYA 26.94
13|PASAMAN BARAT 37.9
14{KOTA PADANG 35.08
15/KOTA SOLOK 36.21
16|KOTA SAWAH LUNTO 28.73
17|KOTA PADANG PANJANG 47.44
18|KOTA BUKITTINGGI 39.79
19|KOTA PAYAKUMBUH 39.68
200KOTA PARIAMAN 32.42

Sumber data : BPS diakses tonggal 25 April 2025




Tabel 3.11
Anggota DPED Provins: Sumatera Barat Periode Tahun 2024-2029

PES 9

1 1
2 | PEPP 4 1 3
3 | GERINDEA 10 0 10
4 | DEMOERAT & 2 3
5 | PAN T 1 8
6 || GOLEAR & 3 9
7 | NAEDEM 8 1 9
3 |PDI-P 2 1 3
2 | PEB 3 0 3
TOTAL 33 10 63

Sumber : DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL
JI. Rasuna Sald No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang

htip:hwww. disdukcapil sumbarprov.goid - E-mail disdukcapil@sumbarprov.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Padang, 8 September 2025

. 400.12.4/54/Dukcapil 4/1X/2025
. Biasa

Penyampaian Data Penduduk Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat Nomor 400.12/202/DP3AP2KB/IX-2025 tanggal 3 September 2025
tentang Permintaan Data Penduduk Tahun 2025, bersama ini disampaikan Data

Penduduk Tahun 2025 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan dan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat

Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiflkat elektrond

yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikas! Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandl Negara (BSSN).




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Al Raguna 5aid No. 81, Kode Pot, 25114, Telp/Fax, 0751-8952930 Padang
http:/fwwow. disdubcapil sumbarprow godd < E-mall disdukcapll @iumbarprow go id

DATA JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK ANAK <18 TAHUN, PENDUDUK USIA 18- 60 TAHUN, PENDUDUK USIA > 80 TAHUN
FROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kode

Jenis Kelamin (Jiwa)

Anak < 18 Tahun

Fenduduk Usia 18 - 60 Tahun

Penduduk Usia > 80 Tahun

Wilayah Kebupaien/iota Taki-Lan | Perempuan ] o U v iakl | Feempuan] (o [ Taki-Lakd Perempuan el T N s
1 2 3 4 5 ] 7 8 '!‘__ 10 11 12 13 14
1301 [Kabupaten Pesisir Selatan 2720310 268726 539036 £1.235 754091 156,726 154717 155,513 314290 M35 | W # [ 1)
1302 Kabupaten Solok 208.49%% 207350 415816 62731 58840 121.571 123.138 119.834 242972 87 po- ) 510
1303 |Kabupaten Sijunjung 12534 123181 248485 37481 34097 TLATH 75,335 73.621 148956 12488 14,563 7051
1304 |Kabupaten Tenah Datar 192,194 191.764 383,958 50,553 16.903 97 488 113,24 109,163 per 20 b AT 35,6 4053
1305  JKabupaten Padang Pariaman 539 228374 459913 216 61.663 1268.679 137,760 129127 264 BET 25543 W5 &7
1306 |Kabupaten Agam 267.078 266.454 531532 75505 9,613 145208 155482 149422 a4 34500 17419 1420
1307 Kabupaten Lima Puluh Kota 201.853 20257 4044 55739 51.294 107033 120830 117978 238 808 P2 3.9 34540
138 |[Kabupaten Pasaman 158334 156,867 3520 49,261 46,026 95,267 a3 M7 91,139 165286 14828 19.702 ETER ]
1309 Eabupaten Kepulauan Mentawal 51241 47384 98625 15910 14.603 30.513 318 28701 .45 X983 | 4050 A061
1310 Kabupaten Dharmasraya 123,899 120133 24002 g 35,106 72735 73425 7715 149,170 10845 | 11.2m2 n7
1311 Kabupaten Solok Selatan 92318 B9.5702 1820020 28.69] 26789 55480 55308 53467 108575 5319 | 9445 17768
1312 Kabupaten Passaman Barat 250378 227430 457 B08 76846 71.187 148.033 136.224 14,693 Pyl ivg 17 21550 18858
1371 Kota Padang 476,463 478.102 954.565 140,259 129861 270,120 285006 286.585 571591 51.158 61656 112654
1372 |KotaSalok 43323 42873 B6.196 13783 12851 2664 25,860 25705 51565 3680 407 7987
1373 Kota Sawahlunto 536 3160 68 595 9.710 9.085 18.796 20,665 200005 40750 2024 375 6609
1374 |Kola Padang Panjang 32M9 ILEL0 64,159 LT o114 19.056 19.453 19011 ETRE 19 1715 AE30
1375 Kola Bulkittingsi 71549 71072 142621 22041 20530 41571 42712 42539 55.25] .75E 8,003 4.7
1376 Kaota I'ayakumbuh 7349 433 1496528 1802 21,128 43,930 45.240 44.289 §9.529 79 B.920 16269
1377 |Kota Parlaman SLTTY 51,612 104,391 15612 14564 376 323 E, U] 257 4924 6814 117348
SUMATERA BARAT 2.959.404 2413932 5.£53. 106 B73.266 Biae5s | 1ed2u24 | 1738047 170081 | 3450 5k BT wR4e | 71500

by : Phels Kevsmilidadd Bernih (TWCB) Semmevter T T 3005 dicka)



LAPDRAN PROVINSI

SUMATERA DARAT

EASIS DATA TANGGAL INPUT
TANGGAL 0t-01-2025 8D 31-42-2025

Status Us-a Korban  Petempuan Dewasa
Jumizh derban Jumbah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan lumiah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan
Jumiah
nNe| Prowimd :15-.11. Fendamai
Status | Status Eksplol | Traffic | Penslan| Bantuan| Penegakan | Refabilitas | Reintegrash ngan
L [ T Flaik | Psikis | Seksual Lainnya|Pengaduan) Kesehatan Pemulan
Proses| Sebesal tasi | king | taran sl Hukum | Hukum Saoslal Sosial gl Tokah
Agama
1 | Sumatera Barat | 327 336 | 336 | 280 56 166 | 135 65 3 14 18 B! B3 17 % 4 1 1
Total an O 355 335 280 5B 166 135 ] Ell 0 14| 18] 335 E9 17| 1 I 1
Sumber Data SIMEDON PPA
Diplaes tanggal - 19 lanusn 2026 Kepala Bidang PHPA DPIAP2KB

Provingi Sumatera Barat

Dasra Elena, SXM, MEM
NIP, 18711212 199603 2 005

Dipindai dengan CamScanner



LAPOEAN AN OTA

SUMATIRA BARAT

PASS DATE TANGGAL NPT
TANGGAL 0012008 5 31123028

Stats s Koban Peempuan Dewata
Stnius Unas Kocbw

Juimiah Karban Jmdah Korban Derdasarkan Benluk Kelorauen furnian Korbon Berdaarken feni Prigganan
LTS Pamhiimh ata r::‘: Pendampl
: Status | Statos Th Tralic |Penelan Bantuan | Penegakan | Behabibtas | Rentegrasd |[Pemalal  ngan
L " ¥ Broves | Bmleaal Flaik | Pyikls | Sekaaal l:ljm il’q; h Larnmryin | Pengaduan | Krsehatan ok | ki toaial Leial A Tokoh
| Agarma
LSumatep Barat (Netawan 4 4 4 4] 1 2 3 i 1
S humatern Barpt (Pesur Seldtah 32 31 i n 1 5 7 Fi B 32 1
FSumaters Bargt dolok 1 21 13 i1 16§ G 1 22 14{
L sgmatera Barat [Siiutiung 148 14 14 14} 5 . 4 5' 14 2
Cei =aterg Baral (Tanah Datwr 23 23 23 LB Tl 18 k| 4 3
febarmaters Bara] |Padang Panaman 7 7] 7 5 Fi Fi 1 7 1 4
T Sumatera Barat Agam 1 15 18| 19 1 16 [ 1 19| 4] 2
BSomaters Barat |Lisna Pulah Kota il 7 | 7l 5{ i 2 7 | 1
% Sumateca Barat [Fasaman El| 3 3 2 1} 1 2 3 Fl| 2
15 Lomamers Barat Solok Lelotan € & 3 5 1 1 (= |
11 Sormaters Barpt | Dharmaniaya &3 a7 a7 A5 1| 8 a5 1 ar Jﬂ 1
12 Gumatera Baral  Fassman Bant 3y EREY T 6 9 13 7 3 33 E]| 8 !
1S pterg Barut |Vota Pacang 33 ETED) EE) 1 6 14 11 3 X 1] 14 | 3 1
18 Somaters Bara! |Cots Soiok 74 D 2 221 11 3] 24 18
1% Sumaters Barat | Kota Sewahiumo L b ) 1 5 1 I_l F &
Lty ey Bargt | Eote Padang Panjang 5 5 5 5 il a 1 1 5|
[ 17 Sumatera Barat Kots BabitTings) 19 T T I I ™| fl 1 13 ! 4, 1
TR bumaters Baral | Nots Payehumbih 21 22f 2] 1] 3 1 2| 22| 2
[ 28 bmaters Bars! |Lota Panaman B 0 10 % 1 1 2 10| 1 1)
Totsl 127 0l 3136 336 80|  56] 166 135 65 3 [1] 14| 335 % 17 14| 4| i ¥, 1

Dipindai dengan CamScanner



s L arhgs Beedaisrkan : Jumish Kot tan Berdasarkan
Jumiah Korban Berdasarkan Pendidikan Jumdah Kaius Berdasarkan Tempat Kajadean Jumiah Koeban Gordiarkan Status Peeraan ;
[A3% ] | Irru Primtjaan
| Tickak, 1
| Betum ‘ Lerniaga MeEngurns Pedagang
1930 | 250a| 4558|600 |Peman| sn | sire | siva [PeEuan PAVDS | L | Rumah |Tempat |, Lol L corotan | OIS o nikan] 70 | paeria | peiajar | Ruman | na [P/ p:'” :';“ J Tani
| | Vosita Tingei | T Tangga | Keda Umum [ | Bekerja Vit Buruh | feoum | L
| l 1]
1 3 | | ] ! 2 1 1 1 1 1 7 1
T 3 | | ] 1 9 19 A 1 1 B ] 1 1
& 3 B | i 2 3 15 1 1 k| 1 3 144 1
5 E i i 1 2 ] i 1 3 1 3 1 al ]
3 it L 1 | 1 LT 3 23] 1 1 1! 15 2 1 i
n - 1 | | 4 1 1 1 g 2
B & 3 2 i 7 | 8 ] 1 1 1 Bl 1 a 1
i L | | Fi F) 2 1 6| 1 1 1 1 Fl 1
- 1 =] 1 i 1 1 1 1 1 1 1
3 3 | | 1 2] 2 1} 3 3 1 1 4
& 30 13 | | ] 13 14 &0 1 1 5 2| 2 15 B 4 5
B i F { | [ 4 16 £ 25 1 3 3 2 2 20 1 1 4
16 G 2 1 1 1 1 14 11 4 28| 2 2 2 7| | [) 9 1
6 1% 2 1 i 4 18| 13 11} 4| 16] F] Fl
& i Y i F 3 1 2| 4| 1 fl 3 1 1
F 3 T | 2 ] 1 g 4 1
3 i3 F i 1 1 7 9) y 17 4 1 | 1 1 3
ST 2 1 3 15| 18 1 1 2 12 7 i i
3 i 4 | 1 2 Fl 5] & i 1 Fl 5l Fi
53| 187) 45 b 6 34| 35 e 64 of 79 as5 3 51 [T of 3¢ o 30 18] 43 34 ) i)

Dipindai dengan CamScanner



fumiah jumbah | Prewentase
= ;h: :1 p:':“_’:: - Jumigh Pelaku Derdasarkan Mubungandengan Korban LELTTY :::::t;;; Korban|  Koiban lu::hh:r:fx::::n‘guut:ll:m lumlqt:;:t:lﬂ::::é:f:::umlah [
| KORT EQRT | ®onT
B | = [ | Qvang | Ketuargn || Susmi pacar | z fiekan .
Kons | rwym | Crmd Na | Yo | Soviura | Wi Telangga Temen Guru | Majikan Keils Liinnyis| NA i 2 L] 1 1 i | L] »f
| |

3 i | | 1 1 1 1 1{25.00% 1[25.00% F] 7 i i
E 16 | 1 10]31.25% 10{31.25% 27 A 1 23 B Fl

[ | [l 1 1 F 2 5[22.73% 5{22.73% FT1 i B 10 Fl 1 1
4 e ! i 2{14.29% 143 11 3 4] bl Fl F)

| 3 i | 1l 1 1 1 1962 .61% 19{R7.61% 17 17] &

3 3 ! | F: 2 1 3[4 8E% a2 mEx | 1 ]
= E F | 2 [ £ 3 al50,00% 47.37% E T 4 ] 1 C 3 & 3
F 4 ] | 3 ] 1 PP 5T | Fl 5 ¥ 1
B i ' 3 N 3
3 | 2 1 F 1}16.67% 11667% 5| 1 5/ 1
& i 1 1 [ 1] 6{13.95% 612 7% Ll 8 Fl o [ &
& a6 ) 1] F 16| Fl 1 3 3 13}41.94% 14]43.75% 28| 4 ] 13 B 1
1y sl : ] 1 i 1 ] ] El 1 618 1E% 6117 65% 30| 4 75 5 i 1
5 15 & i E 1 5 ] 1145 83% 11045 83 24] 2 4 17 1
: 3 F) 2 1 1 | #133.33% 1|33.33% 6 5 1 l
i Ol ’ 1 1 El 2 3 F) l
ST 1 | 1 1 12 3 1l 1 13]68.42% GBA% 15 4| 2 Fl fl T
T ¥ 9| ] s | 20 2 18 4 l
3 | | 4 Fl| [l B|75.00% Bl B0, 00% 1t El & 1 |

a2 207 I8 31 § 17] EE 16 1 1 o 3| 2 16 10903333 112{33 33% ars]| 54 5 i 1 o T

Sursbat Data LASEON PR Eirfdli nlmﬂl_ PHEPA, Adimin,
Digiowrs Wenged -~ 19 famaan 2026
Desra Elera, SEM, MEM s, SE
WP 15711212 199603 2 008 NIP. 19750909 200604 1 003

Dipindai dengan CamScanner



LAPDORAN PROVING

SUMATERA BARAT

BASIE DATA TANCGAL NEUT
TANGGAL 01-01-2028 50 31-12-200%

Siatus Usaa Kortan  Anad

i .
| | Jumiah Korban Jumbah Korban Berdasarkan Bentuk Keker@san Jumlah Korban Berdasatkan Jenis Pelayanan
: H'-_I T -
| b -] FrowTe :"‘ " | ] Pendampi|
LTFLY i
| | Status | Status Eksplod| Traffic | Penelan Bantuan | Penegakan | Rehabilital | Rmintegras Agan
| L | P T Flilk lkls [Seles i Pengaduan| Kesehatan Pemulangan
Proses | Selesal o Rdpa s tasi | king | taran o iy | e Hukum | Hukum Sosial Sosral s Tokoh
! Agama
1iSummatera Barat 760 301 S500 B51 Tar 144 190 161 daa] 7 51 40| B51 302 a1 B 31 15| 2 2|
[Temt | mec  3nl  ssol Bs1] 707 1aa] 1| 261 qan 7 of 51 40| BS51 202 a1 64 3 15 3 z
Su=ner Data EMECHI PPA
Disbwes tanggal 19 Januan 2076 Kapata Bidang PHPA DPIAPIKE

Prowinss Sumatera Barat

Desra Elena, SEM, MEM
NIP. 19711212 199603 2 005

Dipindai dengan CamScanner



LAPDRAN RAR®WOTA

SUMATERA BARAT

BASIS DATA TANGRAL YT
TANGGAL 01-D1-J058 8D 21127028

ﬂn'.-l Lisia Nn‘n:m* &Eﬂ

i lismmilah Karban luirmlaby Korban Berdavirkan Bentuk Kekerayan tumlah Korban Derdasarkan lenks Pelayanan
{ I pumiah
|M2|  Prowvian | Lota e Pendampl
! | L P T ::;:‘: ::::':I Finik | Puilis | Sekisal [tzm T::::: pf::':" Lainerya| Pergaduan | Kewehatan ::::ﬁ m’" h:‘:ﬂ:w “T;:Trlm h::“u Tn:‘;nh
! Agama
| USumstera Rarat [Mestawal 13 11 13 7 2 3 | 121 13 ¥ 1 1
| %ematesa Barat [Povur Selatan 58 14 52 By B 16 1 36| 1] 10 3 bl i 1
| VSumaters Barat [Solok fT 1 mf 1 ! 5 [ EE 2 17 : 1
& Sumatess Barat |Sjunjung [T T gl 25| 14{ 2 14 ag] 3 5 1
L Sumatera Barat | Tanah Datar 471 12| 35 47) 39| [ 3] 4 ET| i a7] :
6/Sumaesera Ba-at (Pacang Paslamian 290 9of nf 3] o DT 1 3 Bl 1 ] 1
| TiSumatera Barar [Agam 57 2] 42 &3] 60 3l 23 a9 37| B i :ﬂ i 1 14 1 1
Etumatera Barat [Lma Pulph Kota 54 12 42 54 45 E o El| 45| 9 23 5 2
g & matera Baral (Paiaman 28] 18] 1f A 7| 24] 1] | 5 7 a1 24 16] 2
10 Sumaters Baral (Solok Selatan 8] 6 18] 2 7] NEET | 10 5 il 1
11/Sumatera fasat |Dharmastava g8l s s1} 1oal aod a 1] am] 3 2| 108 43 1 & 1 1
1Y 4umuters Barat [Pasaman Barat [ EE | 91 a1 13] 43 14 3 91| [ 1 33} 1 g 1
13 5umatesa Barat [Kota Padang esl 23 45 a7l 67 1] 14 36 1 5] g 67| 1 1 5 1 1
(&t matera Barat |KataSclok Y T L 1 SR i 14] 27 F¥ i
[ 15 cumatera Barat |Kota Sawahlunio 23] 1 13 a8 3 1 | 15 5 25 6| 2 1
[ 16 Sematera Barat |Kota Padang Panjang 221 1o sl as] 22 3 al 15 2 1 5 ] 1 | 1 1
1T lumaters Barat |Kata BukiTingsl 30 15 34) 24 109 17 1 1 4 34{ 26 [] i 1
1E Sumatera GBaral [Wota Payakumbuh 3] N e 3y 3 FE] El 1 32| B
| 1%Sumatera Earat {Nota Pariaman 34 1 20 38 pi:} 17| xgg Z 3 36] 11 14| 1
[Tatal 7e0] 301 ssof msy] 7o7]  1ae 61 a4 T o] 51 40| B51] 202 9y] £ ET) 1] 2 2

Dipindai dengan CamScanner



TP L]
| B::.:r:::t::: lemiah Kevban Berdasarkan Pendidikan Sumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kegadian Jumiah Korban Berdasarkan Status Pekerjaan Iumlm"?;zmﬁ::rlf:ilr!m
. Tl
[ | . : Lembaga Menguruh Pedagang
| ! 612 | 1347 ::f:; © | ww | wra P'"f“ﬂ';l“" PAUD/TK| WA E::;: Tg'_:' Lainnya | Sekolah FS:::: Pendidikan a»:'::rj.- Bekerja | Pelajar :.umah NA 5:::::" PH:;LNU ::'ani.f
| | [ | sokoish Kilat angga Elayan
| - & E: Fl a4 B i 13
I 2 7 7 3 1 k| 17| [ 15| 11 24| 3
il : 3 4 13 10 1 1 &l 13 Fl 6| 1 28|
i 13 ¥ 18 u 25| i & Fl 11 ol 37
E | 2 il 14 5 F| 2 EE]| & ] | 5 a2
¥ 1o o 3 14 10 © 22 1 3 1 5 5 17
6. 2 9 T T 5 1 S0] F] 4 5 12 50 |
3 17 33 D 18] 12 1 1] 0] 3 i 19 i 45 1
& i 15 6 [1 7 3 1 14] 4 13] B
| e 18 2 6 11 [A 15 1 ] [l E] ] 21 1
s a1 72 3 DT ] 20 7 [ 18 10 g,
g o 52 @ 9 18 23 1 60| i 4 7 15 1 od| 1
£ 26 33 o 4 200 1 Fl i a7 13 B 12 14 51 1
3 £ 19 Fl 4 10 5 1 1 1 15 4 7 2 15
1 E 18 1 T 4 16 5 2 22 1
| 12 13 1 o 11 1 17| 7 Fl 4 1 1
| 1 16 7 Fl 14 11 5 19| i £ g 3| 11
3 A 5| 17 2 al 1 ] 6| 5 | 28 4
H C IS 2 [ 13 12 ] 1 15| 11 4 B El| 12 1
B3, I74 5 TS 2 2 ss] 413 8 139 130 162 of 123 0  6E7 i a7 4 [ o

Dipindai dengan CamScanner



Jurmiah Karhan Sergaarkan Stalus Jumish (Presentas] Jumish |Preseaias jumish Korban Bedasarian Sumlah Korhan Bedaiarkan
P lurmlafh Felaki Betdasarkan Hubungan dengan Korban Kakus e Hasus Forban | & Karban | lumlah Eekerasan yang Jomiah Layanan yang Ditefits
MDA KORT KDAT KDAT Dialami
| I

".:;': Kwn | Coral | Mk ‘:’;::' I';:'::'i f 5"":':” Tetamgza ::::; Gusru | Majikan “:': Lainnya| Ma AR E T
13 2 | 3 2 5 1]7.69% 1[7.65% 5 5 1] ] 2 El ] 3 1
] 1 15 3l | 3[5.17% 3}a.55% G5 1 4B 14 4
i | 1 | 3 6 8l & 7 2 i0 ? 10 2
id 1 il | 8 17 1 i T 3 13 al
a7 4l E 10 5 ] 17 4|E51% a5 51% a0 B 1 17 g 1
32 £ 1 f | F] 1 2 5/17.24% 5]15 63% 30| ] 1y 13 3 2
L3 | 11l & 17 33 4 3 il 13[22 81 15[33 R1% 2l 33 & 0 ET 8 17
2; i i il 3 1 7 7] &l 8[14.81% BllaE1% 51 3 | 5 2 13 5 3
ET | Bl 2 3 25 1 1 4 al14 39% 4l12.90% 15 ) 2 1 o 2
FO] 1 [ 1 Fl 1 1 7 4 2 3 W s 1]

108 3 1 10 3 5 1 T10.25% 7|6.4E% 7il 3§ 1 1 3 41 2 1 n
5 L] gl 0 25 1 g Ell 21]26.25% 2830.77% 79 10 Fl 23] a0 23 18
[ 1 | 7] 1 10 13 10 ] 7.58% 5|7.46% 6l 4 1 1 47 13 i 2 ]
7 i 1 3 4 13 1 26 1 a) 17 5 1
T 1] . 1 1 i fl 4 3| 25 15 9
4 ] 1 2 | 25 w  H W 3
54 3 4 i 4 1 6 2 7]33.33% 912647% 5 y a3 a3 sl o
25 | il 1 11 1]3.13% b1 EREE FE 4 4 B 1 1
3% . 1 | 2|5.88% 2/5.56% 13 3 ] I I

53 3| N 76 500 3 g2 155 16 of 5 B 63| £1]10.66% 92/10.31% 632] 133 13 13 3| 23a) a0 10a] 103

Syrmber et RSN PRA Kepala Budang PHPA, Admin,
Danpey tangial 13 largari I026
Diesra Efena, SKM, MEM Irawadi, SE

WIF, 15711212 199603 7005

WIP. 19760909 200604 1 003

Dipindai dengan CamScanner



PESERTA DIDIK TINGKAT SLB

KABUPATEN/KOTA eri |Swasta Jumiah

Kab. Agam 160 325 485
Kab. Dharmasraya 66| 115 181

Kab. Kepulauan Mentawai 8 23| 31

Kab. Lima Puluh Kota 113 334 447
Kab. Padang Pariaman 414 414
Kab, Pasaman 158 129 287
Kab. Pasaman Barat 54 155 208
Kab. Pesisir Salatan 353 347 TO0
Kab, Sijunjung 140 164 304
Kab. Solok 111 266 ST
Kab. Sclok Selatan 107 34 141

Kab. Tanah Datar 167 310 477
Kota Bukittinggi 117 329 446
Kata Padang 310 1082 1382
Kota Padang Panjang B4 250 314
Kota Pariaman 168 40 206
Kota Payakumbuh 80 384 444

Kota Sawahlunto i) 70 148
Kota Solok 75 20 155
SUMATERA BARAT 2325| 4831 7156|

Dapodik 27-01-2026



EPOLISIAN )

IBGARL REPUBLIE

[NDONES T

CAERAH SUMATERA BARKNT
ODTREKTORAT HESERSE KRIMIMAL tMUM

DATA RANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN 2025

KESATUAN

JUMLAH
LAP POL

JUMLAH

PENYELESAIAN PERKARA

KORBAN

PELAKU

8P3 |DIVERSI|SPZLID

PEMGAMBEILAN
KEPUTUSAN

l ] 3 [] 5 f 7 f 1D 11 12 13
LIDITRESKRIMUM POLOA SUMS £ . 2 0 ] 0 a i i z 0
£ MILAESTA PADANGE -] ] 9 1 1 ] L] i} o 0 B
HWPOLRESTA BUETTTINGGI & ] G [ o] k| Q 0 0 o 5
4 |BOLRES DHARMASEAYA 2 2 2 H L ] 0 ] ] i i
S|FOLEES AGAM 2 2 2 0 0 b { i] 0 2
E|POLRES PADANG PRNJANG 1 1 1 { a 0 { 1 0 0

T|FOLRES PADANG PRRIAMAN { i V] [} [§] ) i i 0 ]

15

POLRES

SAWAHLUNTD

iy I

J|POLRES PAYAKUMEUH HF L& 12 i 8] ] k N 1] 3 9
S|POLRES PESISIR SELATAN B £ 10 0 o 2 1 ] 1] 0 B
LO|POLRES PASAMAM 3 3 3 0 0 0 4] ] fl 2 1
11|POLEES SOLOK ] | 1 0 O ] 1 4] 1] 1 il
2|POLRES 50 KOTA 3 3 3 0 i £ 0 Q o @ 3
LIIPOLRER STJUNJUNG 4] [ o # 4] 0 / U 0 g
14| POLRES KEPULAIFAN MENTAY ! | i} (i } 2 j 0
]

161P0LRES PASAMAN BARAT 3 0 0 1] 0 i
17|FOLEES TANAH DATAR 1 a 0 Q 0 i

18

POLRES

S0LOK SELATAN

2] o) lad

~dl O O Lnj =~ w

= D] 2 S =

=2

19]|POLAES PARTAMAYN 7 ! 2 0 0 0 0 4
20 B0OLRES SOLOK KOTA H B 11 2 [ 4| | ] 1 1

TOTAL

67

71

=]

25




BAYI DAN ANAK DENGAN HIV/AIDS
PROVINS! SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

| Byt

LPESSRSELATAN
5 TANAMDATAR

1307 AGAM

1308 IAHA PULUK KOTA

ISSOONENTAN

RARA

1312 PASAMAN BARAT

TTL{NOTA PADANG
| 13T NOTA SELOK

1373 (0TA SAIAK LUNTD
1574 K0TA PADANG PANIANG

e lwul — 1 =t ]

L : ‘u i

= - o e S—
£ m m
T3,

1= | aSale = e
IS = = =l
o rsTE alo e ol &alaS o
E A=Ak —dE -] = Salaela
aSlala o = r=as o | |
T Bl Jﬂ._.mq‘ﬂ =3 - 1L-3 I
ﬂ... Md. e o ] e Ak I
m. w S| = -1

{ROITA BUKITTING 5t

1375 KOTA PAYARUMALH

s




SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN TAHUN 2024

No |Provinsi / Kabupaten / Kota

Sumbangan Pendapatan
Perempuan (Persen)

2024
1|SUMATERA BARAT 37.85
2|KEPULAUAN MENTAWAI 31.24
3|PESISIR SELATAN 34.31
4|SOLOK 39.67
5|SHUNIUNG 27.98
6| TANAH DATAR 36.07
7|PADANG PARIAMAN 31
8lAGAM 40.37
9|LIMA PULUH KOTA 28.98
10|PASAMAN 39.85
11/SOLOK SELATAN 36.99
12| DHARMAS RAYA 26.94
13|PASAMAN BARAT 37.9
14|KOTA PADANG 35.08
15/KOTA SOLOK 36.21
16/KOTA SAWAH LUNTO 28.73
17|KOTA PADANG PANJANG 47.44
18/KOTA BUKITTINGG! 39.79
19|KOTA PAYAKUMBUH 39.68
20{KOTA PARIAMAN 32.42

Sumber data : BPS diokses tanggal 25 April 2025




Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024

Ma Cakupan Sotvan | Indeks D1 Hak Sipil dan Indeks D2 Indeks D3 Indeks D4 IFHA
Kebehasan Lingkungan Kesehatan Dasar Pendidikan,
Keluarga dan | dan Kesejahteraan|  Pemanfaatan
Pengasuhan Wakiy Luang dan

1{ACEH Indeks 74,130 69,890 58,880 68,860 67,700
Z|SUMATERA UTARA Indeks 65,320 62,480 70,150 54,400 65,530
3[SUMATERA BARAT Indelks 81,620 63,820 61,220 69,350 BE,570
4{RIAL indeks  |72,170 53,280 72,340 1,700 67,460
S{IAME Indeks  |78.050 66,080 69,540 56,330 69,870
G{SUMATERA SELATAMN Indeks 74,500 64,080 65,660 68,740 68,010
TIBENGRULL Indeks 71,670 62,370 59,360 63,090 |83,970
LAMPUNG Indaks  |78.0%0 68,400 {53,900 66,100 68,920
S{KEFULALUAN BANGKA BELITUNG indeks  [83,190 71,760 54,060 62,160 59,820
10{KEPLILALAN RIAL Indeks  |78,280 70,620 71,040 64,040 70,820
11 DKI JAKARTA fndeks  |77,240 76,220 66, 160 73,480 73,440
1ZHAWA BARAT Indeks  |78,040 59,550 61,990 65,640 69,320
13AWA TENGAH Indeks  [85.610 76,280 60,550 67,040 71,960
14| D1 YOGYAKARTA Indeks  |94,850 81,980 64,720 73,740 78,070
15 JAWA TIMUR Indeks  |B1,250 77.200 66,620 71,910 74,060
16{BANTEN Indeks  |72,900 66,620 |65,400 71,660 68,070
17| BALI Indeks  |82,780 73,570 80,650 58,840 73,320
NUSA TENGGARA BARAT Indeks  |B0,340 68,580 48,580 73,370 67,150
19|NUSA TENGGARA TIMUR Indeks  |SB,130 55,830 47,950 62,730 55,900
20|KALIMANTAN BARAT Indeks  |72,240 £1,800 65,850 64,660 66,030
Z1{KALIMANTAN TENGAH Indeks  [71,540 72,300 65,410 59,740 68,050
23| KALIMANTAN SELATAN Indeks  [76.390 72,750 67,730 57,580 58,230
Z3[KALIMANTAN TIMUR Indeks  [74,960 68,830 74,660 50,910 69,310
24[KALIMANTAN UTARA Indeks  [72,500 67,030 70,500 68,740 59,670
25|SULAWESE UTARA indeks  [71.040 63,260 69,450 57,860 657,840
I6[SULAWES] TENGAH Indeks  [71.170 66,170 55,750 62,700 64, BO0
27[SULAWES] SELATAN Indaks 74,500 60,640 67,950 56,560 54,560
28[SULAWESI TENGGARA Indieks  |52,810 61,820 65,870 52,930 |60, 650
23/GORONTALD Indeks 79,990 64,120 56,500 57,540 3,900
30[SULAWESI BARAT Indeks  [72,370 69,070 58,150 56,180 63,580
31{MALUKL Indeks  |61,070 57,520 63,110 72,570 63,500
IZMALUKL UTARA Indeks  |S8,260 63,860 74,260 {69,600 66,220
33[PAPUA BARAT indeks  |53,920 58,160 51,180 60,080 58,270
|PAPLIA Indeks 60,260 52,170 62,710 66,740 60,230
35|FAPLIA PEGUNUNGAN Indeks  |26,150 38,230 43,640 24,160 32,080
I6{PAPLIA SELATAN Indsks  |45,600 47,180 49,430 57,170 49,660
17| PAPLIA TENGAH Indeks  |43,140 48,010 51630 22,270 39,260
3B{PAPLIA BARAT DAYA Indeks  |55,180 51,420 59,710 67,640 58,180
39| INDONESIA 76,200 69,120 B4,020 66,650 BB, &70

Sumber dote ! S5IGA KemenPPPA rilis 12 tuni 2024




Hasil Penghitungan Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR}
Tingkat Nasional dan Provinsi Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025

1 |acEn 235 159 41 1465 1155 Ti8 10 3.0
3 |SUMATERA UTARA 239 05 1.3 154.0 1163 .3 1458
3 |SUMATERA SARAT 237 135° H25 1573 | amz 76 .t 11
4 R 223 1he" 1004 1378 | 106S E8.0 WS 13
5 A 224 na Y45 146 1065 614 m7 23
B |SUMATERA SELATAN n n ELEL) JELTS a0 553 173 23
1 BEMEGEULLE 135 Fali] L% 1342 1188 3.1 181 10
B |LaMPUNG 225 135 100 | 137% | 1009 547 157 i3
& |REPULAUAN BANGEKA BELITUNG 116 51" 1114 1294 569 535 120 5 |
10 |REPLILALAN RLALE 113 125% 731 1463 1135 E1.0 17.4 0
11 oW lARSRTA 182 B2 623 1225 935 ] 155 16
12 Jiawa pARAT m ns* gy 1243 974 5% 113 24
13 [iAwaA TENGAN 206 20.4° a1E 1347 BhE 516 144 1
18 |PAERAH ISTIMEWA YOGYARARTA 152 1)1 By 1186 %63 533 14.7 10
15 |IAWA TIMLUR L36 21.0° 122 1521 1472 B34 3.1 =]
16 [RANTEN 108 17.9* £10 1202 865 58 1.6 18
17 |eau 204 e 5.0 1383 £33 458 11 14
18 [Nursa TENGEARS RARAT 136 s 42 145 11 9.7 3L (%]
1 |Wush TENGGARA TIMUR 281 e 1122 1521 147:2 B 3.7 (]
20 [MALIMANTAN BARAT .27 54 #37 1253 106.3 75 s
21 [MALIMANTAN TENGAH 2 184 T 1186 % £23 .2 5
2 | KALMANTAN SELATAN 228 136 w3 1252 105.6 727 116 12
4 |KALIMANTAN TIKILIE 213 188 £ 1185 1025 733 pIIT L7
4 (MALMANTAN UTARS 135 116 R4 1303 ELE] 1.6 20.5 83
35 |sumawesi uTaRA o4 132 A5 1148 §3.9 57.4 731 53
6 |SULAWESI TENGAH 27 LR 5.8 1725 1049 BiLE 0.7 13
3T |SULAWES! SELATAN 217 Frk] 27 177 107.6 723 1 i
I8 |SULAWES TENGGARA 251 rA I B 1335 7 [ 34 63
3 |GORONTALD 215 pa:X] 1081 1384 2.2 55 13 11
0 |sAWESH BARAT 255 158 107.4 1333 119.5 827 7 5
1 (WALLIKY .38 115 8 1089 120.9 908 45.2 I}
32 |MALUKL UTARA 241 24 g8 130 1148 TS 0 | L)
32 |papua 289 23n | e | 1322 190 58,4 86,7 239
o [Pnpun. BARAT 2.65 482 1183 1295 1164 0.1 11 12.7
35 |papuA SELATAN 280 418 145 | 146 | 1608 613 6.2 0.8
36 [MPI.M- TENGAH 244 338 268 1441 S 429 603 19
17 [pAPUA PEGUINUNGAN 3 | us 005 | 1ad £11 213 60,7 665
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WEDIAN USIA EAVIN PERTAMA (mlKF) WANITA TREN allEP WANITA
MASIL PEMUTARHIRAN PK-25
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MEDIAM US1A KAWIN PERTAMA (miEP) WANITA THEN slEP WANTTA
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Data Anak Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat 2025

No Bulan Jenis Kelamin| Pendidikan Usia Pekerjaan Pemakaian
1 Februari Laki-Laki SMA 16 Pelajar Shabu/Ganja
2 Februari Laki-Laki SMP 15 Pelajar Shabu
3 Maret Laki-Laki SMA 18 Tidak Bekerja Shabu
4 Juni Perempuan SMA 17 Tidak Bekerja Shabu
5 Agustus Laki-Laki SMP 15 Pelajar Ganja
6 Agustus Laki-Laki Paket B 17 Tidak Bekerja Shabu
7 Agustus Perempuan SMA 18 Tidak Bekerja Shabu
8 Oktober Laki-Laki SMP 15 Pelajar Ganja
9 Oktober Laki-Laki SMA 17 Pelajar Ganja
10 Oktober Perempuan SMA 17 Pelajar Ganja
11 November Laki-Laki SMP 15 Pelajar Shabu/Ganja
12 November Laki-Laki SMA 17 Pelajar Shabu
13 Desember Laki-Laki SMA 16 pelajar Ganja
14 Desember Laki-Laki SMA 17 Pelajar Ganja
15 Desember Laki-Laki SMA 18 Pelajar Shabu/Ganja

16 Desember Laki-Laki SMA 18 Pelajar Ganja




Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024

Mo Cakupan Satuan | Indeks D1 Hak Sipl dan Indeks D2 indeks 03 indeks 04 PHA

Kebebasan Lingkungan Kesehatan Dasar Pendidikan,

Keluarga dan | dan Kesejahteraan Pemanfaatan

Pepgasuhan

1|AcEH Indeks  |74,130 69,830 58,880 £5 850 67,700
2[SUMATERA UTARA Indeks  |65,320 62,480 70,150 54,400 65,530
3| SUMATERA BARAT Indeks  |B1,620 63,820 61,220 59,350 68,570
4|R1aU indeks  |72,170 4,280 72,340 51,700 67,460
SEIAMBI indeke | 78,090 66,080 69,640 66,330 69,870
E|SUMATERA SELATAN indeks  |74,500 54,080 65,660 58,240 68,010
FBENGRULL Indeks  [71L670 52,370 59,360 £3,090 §3,970
B{LAMPUNG Indeks  [78,000 £5,400 63,900 55,100 £8,920
GIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG  |indeks  |83,150 71,760 64,060 62,160 69,820
10| KEFULALAN RiAL Indeks  [78,280 70,620 71,040 54,040 70,820
11| DKl JAKARTA indeks  [77.240 76,220 66,160 73,480 73,140
12{1AWA BARAT Indeks  |78,040 69,550 61,5950 88,640 649,320
13]1AWA TENGAH Indeks  |86,610 76,280 60,550 57,010 71.960
14|01 YOGYAKARTA Indeks  [94,950 21,980 64,720 73,740 78,070
15{1AWA TIMUR fndeks 181,250 77,200 66,600 71,810 74,060
16|BANTEN indeks  |72,900 65,620 5,400 71,660 69,070
17|BALI Indeks 82,780 73.570 BO,650 53,840 73,320
18/NUSA TENGGARA BARAT Indeks  |80,340 £9.580 48,580 73,370 E7.150
19]MUSA TENGGARA TIMUR indeks 58,130 55,830 47,950 62,730 55,800
20|KALIMANTAN BARAT Indeks 72,240 61,600 65,850 64,660 6,030
71| KALIMANTAN TENGAH indeks  [71.540 72,300 59,410 59,740 68,050
22| KALIMANTAN SELATAN Indeks  |76,390 72,750 67,730 57,580 68,230
23[KALIMANTAN TIMUR Indaks  |74,960 £8,430 74,660 59,910 59,310
24| KALIMANTAN UTARA Indeks  [72,500 67,030 70,500 68,740 £49,670
25| SULAVVES] UTARA indeks  [71,040 63,260 63,450 67,860 67,840
26/SULAWESI TENGAH Indeks  |71,120 56,170 54,750 62,700 54,800
27|SLILAWES] SELATAN indeks  |74,500 £0,640 57,990 56,560 64,560
2E[SULAWESI TENGGARA Indeks  |62,810 61,820 55,870 152,930 64,660
GORONTALD indeks  |79,990 64,120 56,500 57,540 63,800
SULAWESI BARAT indeks  [72,370 69,070 58,150 56,180 63,580
J1|maLuky Indeks  |51,070 57,820 |63,110 72,970 53,500
32IMALLIKU LITARA indeks  [58,260 63,860 74,260 £9,600 66,220
33|PAPLIA BARAT Indeks  [53,920 58,160 61,180 50,080 58,270
34| PAPUIA Indeks  |B60,260 52,170 62,710 66,740 60,230
35| PAPUA PEGUNUNGAN indeks  |26,150 38,330 43,640 24,160 32,060
36| PAPLA SELATAN Indeks 45,600 47,180 49,430 57.110 49 660
37|PAPLA TENGAH indeks  [43,140 48,010 51,630 22,220 39,260
38 PAPUIA BARAT DAYA Indeks 55,190 51,420 53,710 67,640 58,1580
34| INDONESIA | 76,300 9,120 B 11200 665,650 54,870

Sumber data : SIGA KemenPPPA rilis 1.2 Juni 2024




MEDIAN USTA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA TREN mifE WANTTA
HASIL PEMUTAKUIRAN PE-25
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PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHT (UNMET NEED) KB
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

Uit peod Kategori

L _— e ———
KB - =

ALTE wuxing For wsiug far anmel  peed i r. s
pates L

limiting spacing far
1 ACEH 13.4 16.49 40.5 29.2 7.4 fi.0
2 SUMATERA UTARA 22.5 35.2 15.8 26.5 18.5 4.0
|3 SUMATERA Jig4 =5 2.7 245 10.5 4.9
4 RIAU 16,2 4.2 24.1 26.2 12. 4 3.8
5 JAMBI 8.5 7.5 32.3 1.7 6.3 2.3
6 SUMATERA SELATAN 10.6 40, 8 26, 6 22,0 8.3 2.3
7 BENGKULU 9.0 43.6 26,6 20. 8 7.1 1.9
B LAMPLNG 1.1 3BT 27.5 22.6 g1 2.1
§  KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8.6 44.0 20.8 17.6 6.5 2.1
10 KEPULAUAN RIAU 16. 4 38.5 18.4 26,7 14.9 2.5
11 DRI JAKARTA 22.7 32.8 14.1 30. 4 19,9 2.8
12 JAWA BARAT 11.9 35.6 28.1 24.8 9.3 2.6
13 JAWA TENGAH 10.0 46. 4 20.9 22.7 B0 2.0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I17.8 46.5 12.7 22.9 15.5 2.8
15  JAWA TIMUR a8 47.0 23.0 21.1 7.1 1.8
16 BANTEN 9.5 0.2 a6, 0 24.3 7.3 2.2
17 BALI 13.5 43,5 1.3 25.7 11.7 1.9
1§ NUSA TENGGARA BARAT 7.7 23, 1 36. 2 33,0 5.0 2.7
19 NUSA TENGGARA TIMIR 25. 6 16.6 24.1 33.7 6.8 B8
20 KALIMANTAN BARAT 12. 6 6. 1 27.1 25. 1 9.8 2.9
21  KALIMANTAN TENGAH 7.6 40. 4 30.9 21.1 6.1 1.5
22 KALIMANTAN SELATAN §.2 7.6 34.1 20. 1 6.2 2.0
23 KALIMANTAN TIMUR 18. 8B 33.3 23.9 24.0 14.2 4,7
24 KALTMANTAN UTARA 18.5 26. 1 28. 1 27,3 12.4 6.1
25 SULAWESD UTARA 17.4 36. 6 20.0 26, 0 14, 1 3.3
26 SULAWESI TENGAH 15.2 29.0 29.4 26. 4 10.9 4.3
27  SULAWES] SELATAN 14.8 25.8 34.6 5.8 8.4 5. 0
Y8 SULAWEST TENGGARA 18.9 19.4 31.6 30. 2 1.1 1.9
29 GORONTALO 1.8 28.8 34.9 2.7 7.9 3.9
30 SULAWESI BARAT 22.0 7.1 3.3 26.7 12.1 9.8
31 MALUKU 24.0 22,1 2.7 32.2 18.0 5.8
32 MALUKU UTARA 15.2 21.3 3.7 3.7 10.8 4.4
33 PAPUA 42,8 9.0 10.0 a8. 4 28,8 13.8
34 PAFUA BARAT 23.5 18.5 23.9 34.0 15,6 8.0
35 PAPUA SELATAN 39.6 15. 6 13.1 3.8 29, 1 10.5
36 PAPUA TENGAH 22.4 4,5 1.7 &0, 0 4.6 7.8
37 PAPUA PEGUNUNGAN 8. & 2.2 4.5 64.8 18.2 10. 4
38  PAPUA BARAT DAYA 12.8 11.8 13.1 32.3 33,7 g. 1

Sumber: Hasil Pemstakhiran FE-25



KESALAHAN SAMPLING: UNMET NEED KB
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

fumliah Observasi

Tk
Tort imbmiig

Toert imbang

0.615 4,590 4198 5. 025 27,120 951, 479
0. 793 3.622 4. 280 3. 776 21, 352 2, 278, 520
01, &30 4,099 3. 785 4. 444 13, 170 839, 043
0.732 4,520 4,140 4. 942 15,173 1, 108, 604
0, 450 5.276 4. 780 5. 854 18, 132 653, 387
0. 734 £, 918 6. 048 7.4941 21, 493 1,455, F12
0.574 6. 377 5. 632 7.232 15, 814 364, 204
0. 589 . 262 4.774 5, 874 18, 823 I, 595, 530
0. 641 7. 446 6. 411 B. 624 T, 105 206, 362
1. 195 7.309 6. 347 B. 451 8, 070 371, 379
0. 681 5,041 2,867 3,230 6, 137 2, 078, 925
0. 480 4. 025 3.721 4. 357 2B, 943 f, 195, 415
0.278 2. 769 2,623 2,924 38, 086 5,921,994
1. 043 5. B56 . 229 6. 577 3,633 527,34
0. 287 3. 246 3. 045 3. 458 50, 121 6, 599,277
0. 519 5. 487 4,930 6.113 16, 636 2, 145, 711
0, 715 5. 282 4. 766 5. 862 7,543 654, 021
0. 450 5. B2 5.205 6. 541 14, 210 1, D04, 485
0. 810 3. 163 2.976 3. 368 12,316 770, 028
0. 621 4. 919 4. 470 f. 420 15, 554 968, B84
0.528 6. 951 6.071 7.972 19, 530 5649, 913
0. 420 5, 244 4.734 5. 814 I8, 252 708, 839
0. 796 4,232 3. o8 4. 602 7,570 671, 925
1. 502 8. 127 6. 951 9. 557 4, 829 117,814
0.819 4.710 4. 208 5 170 13,299 376, 726
0. 648 4, 251 3,614 4. 624 12, BB6 510, 89T
0. 458 3. 320 3. 112 3. 546 23, 046 1,359, 476
0. 886 4. 697 4. 248 5. 165 16, 071 431, 582
0. €94 5, 889 5. 252 8. 615 7,944 206, 486
1. Ral 8. 607 7.302 10, 229 5, 904 242, 628
1. 287 5. 405 1. 870 6. (18 6, 389 261, 794
0. 900 5. 908 6. 263 6. 642 10, 555 274, 458
2. 588 6. 074 5. 421 6. BT7 4,039 159, 414
1. 583 6. 741 5.023 7.713 3,777 98, 08T
4.084 10, 321 8, 547 12. 801 1,571 71,421
2. 022 9. 021 7.594 10.812 4,181 250, 421
2,879 10. 075 8. 337 12, 367 4, 093 249, 562

3. 878 9, 047 7. 68 T 528 L 83,44
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Indonesia (SORT): 2021 dari Pendatsan Keluarga; 2022-2024 dari
Pomrtakhiren Feadataan Neluarga

Keterangan data 2021-2023:
- Papun termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua

Pegunungan



A5, 304, 199

154 10.6 18,0 14.7 11.5 1
Suher: 2017 dan 2017 dard Surved Demografi dun Keselhata
Indonssia (SOK1); 202t dari Pondatagn Kelusrge. 2022-202d darf
Pemitakhiran Pondatasn Keluares



Hasil Penghitungan Total Fertility Rate (TFR] dan Age Specific Fertility Rate (ASFR)
Tinghkat Nasional dan Provinsi Berdasarksn Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025
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INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025
NILAI IKM Nama Layanan
Jumiah : 70 Orang
Jenis Kelamin : L=13orang/P = 5T orang
Pendidikan . SD = 1 orang
SMP = 2orang
SMA = 23 orang
DIl = B8 orang
S1 = 24 orang
S2 = 11 orang
S3 = 0 orang
Periode :  01-09-2025 s/d 24-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



No

10
11
12
13
14

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2025
No HP Nama Ut U2 U3 U4 U5 UG
1371024911880001 Ade Ridha Utami 4 4 4 4 4 4
08124031063 NOVA RINANDA, SE B 4 4 4 4 3
085363784019 Citra Havina Sari 4 4 4 4 4 4
085664551223 Hanifah Ramadhani 4 4 4 4 4 4
085187168363 Rifa anjeli 3 3 3 4 3 3
0895342434258 Muhammad Hasbi Walmuhtadi “ < 4 - 4 s
081364781383 EMMA OKVANTI MARBUN 4 4 4 4 4 4
089604174938 Silva Febria Yutrisna 4 4 4 4 4 4
089637597559 Siska Mariyanti 4 4 4 4 4 4
085263355653 Estin 4 4 4 Ri d 4
0812668266895 Rosmin Ferawati 4 4 X 4 4 4
081228025778 Suyati 4 2 4 4 4 4
085216483479 Radhia putri 3 3 3 4 3 3

082169674077 Yulrizal 3 3 3 4 3 3

u7

us

us



No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
30
3
32

No HP
082210257882
081268808101
081311004437
083159235167
089621556359
081261141999
082285155027
081268882123
082164676045
08116608811
081363462437
0816299885
082170505482
089529472760
085274240252
081342753155
0895360543875

082172432712

Nama

mellina maharani

Nadya Sthevannie Arifin
Warni

Retno ramayulis
Ridwan

Nurafni liza

NELFIA FAUZANA,SE.,M.Si
Viola Florenita

Vigra Abrar

Meita Ratna Ning Tyas
Edwin pramudia

Hari FDay

Dzikra Rahmi Deni
Windy Yulastri

Almizan igbal

Nina marfela roza
Latifah Jayatri Febiola

Denisha Aprilia Putri

u1

u2

u3

ué

u7

us

us



No
33
34
a5

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

No HP
081267003134
081372752017
08126728605
082286163848
085758102584
081277559447
081277400694
082389228871
081383561089
081277792970
085264410969
082384618002
085374728967
081372003828
081363131289
085363099135
085274424284

081267726246

Nama

Siti Nayla Safira
Erlinda

Nelva kurniati

Adira Zaskhia Putri
silvia ramadani

Nadia anisa

Tiara Engla Suri

Fitrah lllahi

YOSI FADLI PRTAMA
Doni Irwan

MNurhadi

Zalatan Muntaharul lkhram
Rahayu dwi putri

Defri

YOSRIZAL CHAN
Fitri Fidia Ningsih
HALEN

Yulia Yenita Sari

U1

uz2

u3

U4

us

ué

u7

us

us



No
51
52

53

55

57

58
60
61
62
63

& & R

67
68

No HP

081268616070
082285822941
085355009809
082286165262
081378409166
082284103566
082284633527
083865711712
081267409920
082388279645
085169358544
081374805652
081363083334
083184246129
081371796056
081277167058
083162783137

083899519894

Nama

Putri yusriana
anju khairunnisa
Marnita

Dizi oktaviani
Yuli Marlina
Herwina wahyulis
Mahattarina
Hawatl

Liliponi

Velni Mandeli
Sri wahyuni
Gusnimar
Widyawati
Pertiwi

Marnita

nasti

Melty eriya

yarnis

u1



No NoHP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

69 081218832965 Miasari 4 4 4 4 4 4 1 B 4
70 082385050089 Diana Vinola 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 263 258 258 271 259 260 268 2589 273
NRR 376 369 3685 387 37 371 383 37 39
NRR Tertimbang 041 041 041 043 041 041 042 041 043
KM 3.74

Konversi IKM 93.5

Nilai Layanan A: Sangat baik



Keterangan :

U1 -U9 Unsur - Unsur pelayanan

NRR Nilai rata-rata

KM Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Jumlah nilai per unsur dibagi
Unsur Jumlah kuesioner yang terisi
NRR

tertimbang NRR per unsur x 0.111 per unsur
IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) . 88,31 -100,00
B (Baik) 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) . 65-76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.

U1
uz2
u3
u4
us
U6
u7
us
ug

UNSUR PELAYANAN

Persyaratan

Prosedur

Waktu Pelayanan

Biaya/Tarif

Produk Layanan

Kompetensi pelaksana

Perilaku pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Sarana dan Prasarana

NILAI RATA-RATA
3.76

3.69

3.69

3.87

3.7

3.7

3.83

L

39



LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
~ DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAWUN 2025

ISR S T

* : TO0/120/LHE/INSP/2025
TANGGAL : 24 JULI 2025




Komponen dan Predikal Penilaian

h s

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) kumpéuen dasar manajemen kinetja, yang

meliputi :
Sub Komponen

(20 %) (30 %) (50 %) %)

1. | Perencanaan Kinerja L 9 13 30,00
2. | Pengukuran Kinerja b 13 30.00
3. | Pelaporan Kinerja 3 4.5 1.5 15.00
4. | Evaluasi Internal 5 7.5 12,5 25.00
Jumlah Hasil Evaluasi 20 30 350 100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran
tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

___Interpretasi

AA
(Nilai > 90-100)

Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan
sangat memuaskan di seluruh unit kerja, Telah terbentuk pemerintah
yang dinamis, adaptif. dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level individu

A
(Nilai > 80-90)

|

Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi
hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

BB
| (Nilai > 70-80

| telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

B
(Nilai > 60-70)

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangal baik pada 2/3 unit kerja, baik
itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja
yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja

Baik

| Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja,
khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit

 perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon

2/unit kerja.

cC
(Nilai > 50-60)

—_—

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih
perlu  banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnva
akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

|C
{Nilai > 30-50)

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum
terimplementasi sistem manajemen kinerja sehinggza masih perlu
banyak perbaikan mendasar di level pusat.




.

D Sangat Kurang

(Nilai> 0-30) | Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. |
Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga
masih pcﬂu banyak perhmkamperubahun vang sifatnya sangat

1. GAMBARAN HASIL EVALUASI
A. Hasil Evaluasi
Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025
pada DP3APZKB Provinsi Sumatera Baral memperoleh nilai 80,74 dengan kategori
A (Memuaskan), dengan nilai sebagai berikut :

No Komponen Yang Dinilai Bobet Nilai 2025
1. | Perencanaan Kinerja 30,00 25.78
2. | Pengukuran Kinerja 30,00 23.50
3. | Pelaporan Kinerja 15.00 12,75
4. | Evaluasi Internal 25.00 18,71
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja 100.00
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP. 80,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori) A

Dengan rincian hasi| evaluasi sebagai berikut :
. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 25,78 dengan uraian sebagai

berikut :

a. DP3APZKB Provinsi Sumatera Barat telah menvusun dokumen Perencanaan
Kinerja jangka pendek dan jangka menengah, vang terdin dari Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) eselon 1. Seluruh dokumen Perencanaan
Kinerja tersebut telah dipublikasikan pada web site DP3AP2ZKB Provinsi
Sumatera Barat.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah
menyajikan definisi operasional yang jelas. baseline, formulasi perhitungan
dan sumber data serta telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus
dicapai, terfuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode
Perencanaan Strategis.

¢. Tujuan dan Sasaran pada Renstra DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah
menggambarkan kondisi atau owtpwr penting yang ingin diwujudkan atau
seharusnya terwujud terkait dengan isu strategis organisasi sesuai dengan tugas
dan fungsi organisasi.

d. Sasaran dan Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) sasaran pada Renstra
sudah memenuhi kriteria  SMART (Spesific,. Measurable, Achievable,
Relevance dan Time Bound), berorientasi hasil (out come), serta telah selaras
dengan RPJMD.

e. DP3APIKB Provinsi Sumatera Barat telah membuat cascading yang
menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta keselarasan antara
kondisi‘hasil yang akan dicapai serta telah menggambarkan hubungan antar
bidang (Crosscutting) yang selanjutnya dituangkan dalam PK.
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